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I.l. Sejarah penemuan nuklirr

Pada tahun 1911 pertama kali diketemukan atom, dalam
percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford, seorang
peneliti dari selandia Baru. Rutherford mendapatkan inspirasi
atas penelitiannya tersebut dari riset radioaktifyang dilakukan
sebelumnya oleh Henri Becwuerel danpasangan pierre dan Marie
Curie.2 Temyata penemuan atom ini disatu sisi mengandung
kebaikan tetapi disisi lain menimbulkan problem terkait dengan
energy eksplosif yang Cihasilkan. Selama tahun lg}}ansampai
tahun l930an, penelitian bidang atom berkembang sangat pesat
yang dilakukan oleh ahli fisika dan ahli kimia. Diantara para ahli
tersebut termasuk Niels Bohr, Otto Hahn, Albert Einstein, and
Robefi Oppenheimer.

Tanggal pasti kapan penggunaan energy nuklir untuk
kepentingan langsung masyarakat sipil dan pihak militer, sulit
ditentukan, namun tanggal 6 Januari 1939 dapat digunakan
sebagai acuan. Pada tanggal tersebut ahli fisika Jerman otto
Hahn dan Fritz Strassman menjelaskanpenemuan reaksi nuklir
- Jlssion dalam jurnal ilmiah Naturwissenschaften. Dalam
percobaan yang mereka lakukan, mereka meledakkan sebuah
atom uranium dan berhasil membelahnya menjadi dua elemen
yang lebih ringan.Percobaan ini telah menginspirasi peneliti
lainnya-Tidak lama setelah percobaan itu peneriti Austria Lise
Meitner dan otto Frisch menemukan bahwa fission tersebut
melepaskan energy yang besar dan energy ini bersifat eksplosif
I secara lengkap tentang sejarah penemuan nuklir baca Thomas )onter, Nuclear non-
Proliferation: a brief historical background, Nuclear Law ISARDA - Coursc Syllabus.
pdf
2 Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb. Touchstone Books, Ncw york
1986, hlm. 30 dalam Thomas )onter, Nuclear non-proliferation: a brief historical back-
ground, Nuclear Larv ESARDA - Course Syllabus.pdf, Ibid.

(mempunyai daya ledak). Dua minggu kemudian seorang ahli
fisika Hungaria Leo Szilard, yang bekerja di New York, mampu

membuktikan bahwa terdapat dua neutron dilepas ketika sebuah

neutron telah dilepaskan pada proses tumbukkan dengan atom

Iainnya (U-235).3 Penemuan ini telah memberikan harapan

kepada masyarakat. Para ahli fisika bermimpi bahwa masalah

energy dunia akan terselesaikan. Namun, bukan penggunaan

energy nuklir untuk kepentingan sipil yang berad a pada pikiran
para pemimpin negara-negara seperti Jerman, Inggris Raya,

Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu, ketika mereka

bertrkir tentang penggunaan energy nuklir. Dunia berada pada

tepi jurang peperangan. sebuah perang yang menjadi kenyataan
pada bulan September 1939, dan energy nuklir merupakan

sebuah' posibility' untuk kepentingan militer yang menyebabkan
para politisi berperan aktif dalam perkembangan energy
nuklir. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlombaan

terselubung antara negara-negara super power untuk menjadi
yang pertama dalam mengembangkan bom atom. Banyak rumor
beredar sebelum dan selama perang dunia kedua; informasi
berkembang melalui badan intelej endari negara-n egara adidaya

tentang upaya-upaya negara lain dalam memperoleh bahan

nuklir clan rencana-rencana mereka terkait pernbuatan senjata

nuklir. Para ilmuwan juga terlibat dalam masalah ini. Sebagai

contoh. Albert Einstein, atas permitaan dari Leo Szilard salah

satLrnya. menulis surat kepada Presiden Roosevelt pada tanggal

2 Agustus 1939 yang menyatakan bahwa Jerman telah mulai
rnelakukan percobaan yarrg bertujuan untuk memproduksi

3 David Fischcr,l-listory of the International Atomic EnergyAgency:The First Forty
Years. lAllA, Vienna, t997-, dalam Thomas |onter, Ibid.



pengayaan uranium untuk pengembangan senjata nuklir. Dalam

surat tersebut, ahli fisika yang terkenal di seluruh dunia itu

menganjurkan presiden Roosevelt untuk menganggarkan dana

untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum Nazi Jerman

mengembangkannya. a

Selain pengayaan uranium, ada plutonium yang

digunakan sebagai bahan pada alat nuklir atau sebagai energy

yang digunakan dalam teknologi nuklir untuk kepentingan

sipil.Tidak seperti uranium, yang tersedia di alam, plutonium

merupakan bahan nuklir buatan manusia (mun-made nuclear

material). Menjelang akhir tahun 1940. Glenn Seaborg dan tim

risetnya di Universitas California sukses memproduksi plutonium

Pu-239. Seaborg memberi nama material baru temuannya

plutonium seperti salah satu nama planet pada system tata surya,

Pluto, yang juga nama dari Dewa kesejahteraan dalam mitologi

Roma. Dua tahun kemudian, pada2 Desember 1942, ahli fisika

Italia, Enrico Fermi berhasil melakukan pemisahan atom untuk

pertamakalinya pada reaktor nuklir pertama yang dibangun di

stadion olah raga di Universitas Chicago. Kejadian ini merupakan

pertanrakalinya plutonium diproduksi secara art ifi c ial.Sebuah

langkah besar menuju kemungkinan pemakaian energy nuklir

telah terjadi. Pada tahun yang sama, Roosevelt membuat sebuah

program raksasa untuk pengembangan senjata nuklir Amerika

Serikat, bemama Manhattan Pro.ject. Permohonan Albert

Einstein akhirnya didengar dan dipenuhi oleh Presiden.

Para peneliti Inggris yang pada waktu itu merupakan

peneliti terkenal di dunia. diundang untuk bergabung pada

4 Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb. 'lbuchstone Books, New York

1986, hlm 303 - 314, op cit.

Manhattan Project bersama-sama dengan para peneliti yang

berasal dari Jeman.Meskipun para peneliti Inggris dan Amerika

telah saling bertukar informasi, pada satu tahap tertentu

pada saat awal tahun peperangan, tidak ada kerjasama yang

terorganisir diantara mereka. Pemerintah Inggris tidak diikutkan

dalam Manhattan Project, sampai kemudian setelah negosiasi

London menerima status sebagai'partner junior' bersama-sama

dengan Canada, partisipasi pada bagian kecil dari program yang

memberikan akses terbatas atas ilmu pengetahuan Amerika.

Perjanjian yang diberi nama Quebec Treaty yang ditanda tangani

pada Agustus 1943, membentuk sebuah organisasi tingkat

tinggi yang dinamakan'the Combined Policy Committee'.

Inggris Raya dan Amerika Serikat bersepakat untuk tidak

memberitahukan Manhattan Project kepada Uni Soviet.

Meskipun Uni Soviet merupakan pemenang perang melawan

Nazi Jerman, nampaknya perbedaan ideology dan system

ekonomi antara timur dan barat tidak dapat berdampingan dalam

masa damai sekalipun. Bahkan Perancis, yang juga merupakan

barisan utama dalam riset nuklir, tidak masuk dalam perjanjian

kerjasama ini pada masa perang berlangsung.

Masyarakat Amerika tidak begitu menaruh kepercayaan

pada pemerintah Perancis pada waktu itu dapat bertindak sebagai

partner yang tegas dan terpercaya, karena ada kekhawatiran

bahwa informasi rahasia akan bocor atau secara politis digunakan

oleh Perancis untuk kepentingan nasionalnya. Inggris disisi lain,

meningkatkan kerjasamanya secara politik maupun militer,

dengan pemerintah Perancis di pengasingan, pada periode 1940-

1942. Negara Perancis yang kuat dapat dipakai sebagai jaminan

untuk menahan Jeman di masa depan. Selain itu, ada alasan lain



untuk menjalin kerjasarna clengan Perancis, karena negara ini

memiliki kompetensi keilmuan yang baik dan mempunyai akses

atas 'heavy water', disamping karena tanah negara ini sangat

mungkin mengandung uranium dan thorium yang dapat dipakai

untuk tujuan sipil mauPun militer-

Kebijakan Inggris berubah pada tahun 1942-1943,ketika

Churchil khususnya sadar akan pentingnya menjalin hubungan

yang erat dengan Amerika Serikat- Kebijakan awal atas energy

nuklir berbenturan dengan Quebec Treaty. Pada tahap itu,

Inggris terpaksa berkoordinasi atas kebijakan energy nuklimya

dengan pemerintah Amerika Serikat. Ker-iasama dan bertukar

informasi dengan pihak ketiga tanpa consent dari Washington

tidak bisa dilakukan lagi. Narnun, pada satu sisi, Inggris tetap

tidak menyerah dalam mencari kemungkinan mendapatkan

senjata nuklir setelah perang- Terkait dengan ini. orang akan

mengatakan bahwa atas konsesi Amerikalah Inggris mempunyai

senjata nuklir, karena kebijakan Washington yang mencegah

Inggris untuk mendapatkan senjata nuklir.

Pada tahun 1940-1941. para ahli Amerika Serikat

memperkirakan kemungkinan untuk memproduksi senjata

nuklir yang diisi dengan uranium vang mempunyai impact

yang besar pada hasil akhir perang. Penggunaan energy nuklir

untuk kepentingan masyarakat sipil dalam bentuk energy listrik

merupakan sesuatu yang 'feasible'tetapi rnemakan r,vaktu lama.

Namun diatas segalanya. karena negara musuh Jerman dan

mungkin termasukUni Soviet, mencoba membuat senjata nuklir,

maka dianggap penting untuk mencegah negara-negara tersebut

mendapatkan akses atas uranium- Se lain itu. thorium, yang

pada masa datang bisa dipakai pada berbagai program energy

nuklir, ju-ea perlu diawasi. Akses atas jumrah besar urani*m atau
alternativenya, thorium dengan dikombinasikan uranium daram
jumlah sedikit sudah cukup untuk dipakai sebagai syarat awal
membangun program energy nuklir dan sekaligus memproduksi
senjatanuklir. Pada masa itu, pengetahuan atas tambang uranium
dunia sangat terbatas.para ahri geologi pada masa itu tidak
mempunyai cukup alasan untuk melakukan penemuan tambang
uranium.

Produksi uranium terbesar di dunia pada waktu itu terdapat
di'the Belgian Congo', dimana tambang uranium yang sangat
besar ditemukan.Pihak Amerika dan Inggris mengetahui bahwa
Jerman telah mendapatkan stok uranium dari bangsa Congo
ketika menjajah Belgia clan perancis.Sehingga prioritas pada
waktu itu yaitu mencegah Jeman untuk mendapatkan uranium
dari wilayah negara yang bukan bekas negara jajahannya.Badan
intelejen negara-negara pemenang perang menyatakan bahwa.Jerman 

telah membangun proyek senjata nuklir.Oleh karena
itu, outcome dari perang tergantung pada negara mana yang
memenangkan perlombaan senjata nuklir.5

Sampai sejauh mana kesiapan Jerman dalam membuat
senjata nuklir merupakan hal yang tidak jelas.Hal itu tidak
terbukti karena pada November 1944 kekrrawatiran terburuk
mereka terbantahkan.Pemeriksaan atas dokumen para ahli atom
Jeman menunjukkan bahwa sangat kecir kemungkinan Jerman
dapat membuat senjata nuklir dalam waktu dekat.Namun
bukan hanya Jerman sebagai ancaman, Uni Soviet juga dapat
mengembangkan senjata nuklir. pada sisi Anglo_Amerika-
5 Gunnar Skogmar, Nuclear Tria,glc: Ir.elati.ns lJctwccn thc united statcs, Grcat Brit-
ain and France in the Atomic Encrgy Field 1939 1950. copenhagen poriticar studics
Press: Copenhagen, I993, hlm lg6 terkutip di Thomas Jonter, Loc.Cif.



tidak ada gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dengan

energy nuklir di Uni Soviet. Ahli fisika Rusia. Igor Kurchatov

pada 1939 telah memberikan informasi kepada pemerintah,

dibawah pimpinan Joseph Stalin, tentang kemungkinan untuk

mengembangkan energy fission untuk tujuan militer. Setahun

setelah itu, para peneliti Rusia memulai proyek senjata

nuklir dalam skala laboratoriun. Namun, invasi Jerman telah

menghentikan sementara upaya pengembangan ini.Selain

ifu, rencana Soviet untuk senjata nuklir buntu terkait dengan

ketiadaan uranium. Ekspedisi mernperkirakan bahwa sej umlah

tambang mungkin ada di Asia tengah.Rusia juga kekurangan

bahan lainnya seperti graphite dan 'heavy water'.

Survey menunjukkan bahwa tambang uranium dengan

kategori 'excelent' hanya ada di 'Belgian Congo'yang diyakini
jumlahnya 50 persen atau lebih dari seluruh cadangan dunia.

Negara-negara Canada, Amerika, Czechoslovakia, Rusia,

Portugal dan Madagascar katagori 'bagus' sedangkan Bulgaria

dan Swedia dikategorikan sebagai 'cukup'. Pada Juni 1944,

Amerika Serikat dan Inggris Raya menyepakati perjanjian- the

Combined Developmenl 'fru.sl, dengan tujuan untuk mengawasi

cadangan uranium dunia. Tujuan utama dari perjanjian ini
yaitu untuk mendapatkan pengaruh atas deposit uranium yang

berada di Belgian Congo, dan hal ini tercapai dengan adanya

perjanjian dengan pemerintah Belgia di pengasingan terkait

eksploitasi komersial atas cadangan uraniurn. Dari kerjasama

ini maka Amerika dan Inggris mengawasi lebih dari 97 persen

produksi uranium dunia.Uni Soviet hanya mempunyai jumlah

kecil uranium.

I.2. Definisi hukum nuklir

Hukum nuklir adalah sekumpulan aturan dan norma

hukum, serta prinsip-prinsip baik bersifat nasional maupun

internasional yang berisi hak dan kewajiban untuk mengatur

tindakan individu dan negara dalam kegiatan yang berkaitan

bahan galian nuklir. Adapun tujuan dari hukum nuklir adalah

untuk menyediakan kerangka hukum dan aturan berprilaku
(code ofconduct) dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan

energi nuklir dan radiasi pengion untuk melindungi individu,
harta benda dan lingkungan hidup bagi kepentingan umum

negara-negara untuk mencapai tingkat keselamatan yang lebih

tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan yang berkaitan

dengan ketenaganukliran.

Ketenaganukliran itu adalah hal yang berkaitan dengan

pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan

dengan tenaga nuklir. Ketenaganukliran menyangkut kehidupan

dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai

oleh negara, yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional

ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang

merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya

diatur dan diawasi oleh Pemerintah. Dikarenakan sifat tenaga

nuklir selain dapat memberikan manfaatjuga dapat menimbulkan

bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan

tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah.Dengan

demikian pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan

hati-hati serta ditujukan untuk maksud darnai dan keuntungan

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,



dengan selalu mempertimbangkan keselamatan, keamanan.

ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat dan

perlindungan terhadap lingkungan hidup.

I.3. Bahan nuklir

Bahan nuklir yang berupa uranium dapat diketemukan di

Indonesia. Ada beberapa daerah di Indonesia yang merupakan

tempat penambangan uranium.Tingkatan potensi sumber daya

Uranium di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 70-000

ton U3O8 dan Thorium 125 ton.Indonesia melalui Badan

Tenaga Nuklir (BATAN) telah melakukan eksplorasi mincral

radioaktif (bahan galian nuklir) sejak 1972. Kegiatan ini bekerja

sama dengan lembaga atom asing seperti CEA (Prancis)"

BGR (Jerman), dan PNC (Jepang).6 Indonesia saat ini telalr

menguasai teknologi eksplorasi, penambdngan dan pengolahan

uranium skala pilot dengan kapasitas 2 ton per hari. Di samping

itu, Indonesia juga telah menguasai teknologi pengolahan

pemisahan Uranium dan Thorium terutama dari monasit hasil

aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka, sehingga

didapatkan Logam Tanah Jarang oksida yang mempunyai nilai

ekonomis tinggi. Penemuan ini penting untuk peningkatan

nilai keekonomian karena pasokan Logam Tanah Jarang oksida

sedang turun karena adanya perlindungan ekspor dari Cir,a

sebagai negara pemasok Logam Tanah Jarang terbesar di dunia.

6 Ini Lokasi Bahan Baku Nuklir di lr-rdonesia, lihat http://bisnis-liputan6-com/
readl2ltg5o2tini-lokasi-bahan-baku nuklir,di-indonesia (dikunjungi pada 8 Descm-

ber 2014)

Gambar l: Uranium (Wikipedia)

Daerah yang merupakan tempat penggalian bahan

galian nuklir di Indonesia ada beberapa yaitu di daerah Kalan,

Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dan beberapa daerah

potensial lainnya dengan tahapan eksplorasi yang bervariasi

misalnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten

Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga- Sumatera Utara, dan Biak

- Papua.T Indonesia memiliki potensi mineral radioaktif seperti

uranium, yaitu di Kalan dan Kawat (Kalimantan) dengan total

potensi sebesar 34.863 ton U(l Di samping itu, terdapat 20

daerah sumber daya spekulatif berindikasi memiliki potensi

yang tersebar di beberapa pulau, siap ditingkatkan menjadi

sumber daya potensial. Sedangkan sumber daya potensial bahan

baku nuklir berupa thorium terdapat di daerah Bangka Belitung

dan sekitarnya, dengan total potensi di Bangka selatan sebesar

5.487 ton. Belum lagi yang terdapat di dasar laut.

Selain bahan galian nuklir terdapat limbah radio aktif
yang merupakan limbah sisa dari beberapa lembaga seperti

rumah sakit, kegiatan penambangan, dan industri pembuat

kertas, selama ini disimpan salah satu lahan BAitAN di Serpong.

T Ibid



Limbah radioaktif tersebut ternyata tidak selamany a berbahaya.

Kepala BATAN mengungkapkan bahwa limbah radioaktif

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar baru nuklirElndonesia

mempunyai keahlian untuk mengubah limbah radioaktifmenjadi

bahan strategis dimasa mendatang sebagai pasokan pembangkit

listrik tenaga nuklir (PLTN).Namun, sepertinya banyak negara

besar yang khawatir jika Indonesia dapat memanfaatkan potensi

ini, karena jika diolah lebih lanjut maka dari limbah itu bisa

dihasilkan plutonium dan uranium yang mempunyai potensi

sebagai senjata nuklir.eHingga saat ini belum ada aturan ataupun

kebijakan yang memperbolehkan BATAN untuk melakukan

tindakan pengolahan tersebut.Perattlran Pemerintah yang ada

menyebutkan Indonesia tidak mengiiinkau adanya eksploitasi

terhadap uranium dan thorium sehingga kemampuau tersebut

belum berkernbang.Perlu dikembangkan prespektif limbah yang

dij adikan bahan bakar nuklir dengan benar-benar n'ret'rlperhatikan

sisi keamanan dan keselamatannya.

Indonesia saat ini belum memiliki PLTN untuk

dimantaatkan sebagai sumber energy di ntasa depan. Indonesia

sedang menuju kearah pembangunan PLTN dettgan memasukan

program tersebut dalarn Rencana Petnbangttnan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.r')Energi listrik dari

reactor nuklir merupakan bagian dari system bauran energy )'ang

optimal (optin-rurn energy mix) sirnbiotik-sir-rer-sistik dengan

8 Negara Barat Kharvatir lndonesia Bisa Kenrbarrgkan Nrrklir. Mcngapa'.)- Repuhlika.co-id.

Wcdncstlay. l5 Oktobcr 2014

9 D.f arot Sulistio Wisnubroto (Kepala BATAN). pada Trainirrg N4ceting o'n Be.sr Prar'-

tices in the L't.aniunt Production C1'cle From Exploratiort tltrough to .lIinitrg. Jakarta.

Sclasa. I4 Oktobcr 2014
l0 Viva Nervs. Mcngirttip Reaktor Nuklir Irrdonesia di Serporrg: PenPa*.asann1'a cu-

kup ketat. akses nrasuk tidak boleh sembarangan.

energy fosil dan terbarukan lainnya dalam memenuhi kebutuhan

energy nasional.

Pada masa lalu penguasaan teknologi nuklir merupakan

hal yang sensitive karena berkaitan erat dengan "senjata

nuklir".Hal tersebut disebabkan oleh isu pengkayaan uranium

olah ulang bahan bakar uranium tersebut.Sebagai contoh,

dengan memiliki kemampuan pengkayaan uranium U235

di atas 20oh berarti negara tersebut telah mampu membuat

senjata nuklir.Sedangkan kebutuhan uranium untuk PLTN

hanya membutuhkan pengkayaan uranium sekitar 3oZ sampai

4Yo saja. Periode tahun 1970-1990, BATAN telah melakukan

penelitian teknologi pengkayaan dan olah ulang uranium, baik

yang dilakukan di dalam maupun luar negeri, sehingga SDM

dari BAIAN dapat menguasai iptek ketenaganukliran. Namun

ketidakjelasan program pembangunan PI-TN pada rvaktu itu

dan adanya inspeksi dari IAEA secara berkala yang metninta

rincian program nuklir di Indonesia menyebabkan program dan

kegiatan penelitian nuklir untuk PLTN menjadi surut.

Dalam konsideran dari UU nomor l0 tahun 1997 tentang

ketenaganukl iran, I I disebutkan:

"...bahtvct perkembangan dan peman/itulan tene{,a

nuklir dalam berbogai bidang kehidupun manusia cli

dunia .sudah demikian maju sehingg;a pentan/hatan dan

pengembatryaonnya bagi pembqn{alttlutl rtu.;ional yang

berkesinambungan dsn berwawasan lingikungan perlu

ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan

ke.sejahteraan dan dctya saing bangset"

1l Undang Undang Nomor l0 Tahun 1997 tentang Ketenagarrukliran



Untuk bahan nuklir dan energy nuklir ada badan dunia

yang mengawasinya yaitu International Atomic Energt Agency

(IAEA) dan di lingkup nasional diawasi dan dikembangkan

oleh Badan Tenaga Nuklir National (BATAN) dan Badan

Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Baik IAEA maupun

BATAN terus berupaya untuk mengembangkan iptek nuklir

serta membangun system dan prosedur disiplin dalam kegiatan

yang berkaitan dengan bahan nuklir. BATAN selalu berupaya

kearah pembangunan PLTN di Indonesia.Pembangunan ini
merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan

terhadap bahan bakar tak terbarukan (non-renewable resources)

dari bahan fbsil seperti minyak dan batubara.

Dasar dari lembaga IAEA ini adalah adanya kesadaran

akan pentingnya bagi masyarakat internasional untuk

memastikan bahwa penggunaan energi nuklir yang aman, well

regulated, dan environmentully sound. Selain itu karena factor

perlunya memperkenalkan keselamatan energi nuklir tingkat

tinggi t"- o r I dtv i de terus menerus.

Adapun yang dimaksud tenaga nuklir adalah tenaga

dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi

inti. termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

Tenaga nuklir ini pedang bermata dua. Dalam satu sisi tenaga

nuklir ketika dikembangkau sangat berguna bagi kemakmuran

dan kesejahteraan umat manusia. nanrltn di sisi lain, tenaga

nuklir juga dapat dijadikan senjata yang sangat berbahaya

bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Tenaga nuklir

dapat dimanfaatkan bagi seluruh sendi kehidupan manusia.

Pemanfaatan nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga

nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan. penambangan,

pembuatan, produksi. pengangkutan, penyimpanan, pengalihan,

ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan

limbah radioaktif untuk meningkatkan kesej ahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan antara bahan nuklir dan bahan galian

nuklir. Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan

reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah

menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan

berantai. Bahan nuklir terdiri atas: bahan galian nuklir,bahan

bakar nuklir, danbahan bakar nuklir bekas. Bahan nuklir

dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi

oleh Pemerintah.Sedangkan bahan galian nuklir adalah bahan

dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.

Untuk dapat menghasilkan energy nuklir. maka

dibutuhkan reactor nuklir. Reaktor nuklir adalah alat atau

instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat

menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan

untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi

radioisotop. Pada era orde baru. BAIAN dikembangkan untuk

tujuan damai penelitian. Indonesia mempunyai 3 reaktor nuklir:

di Bandung yang dibangun atas bantuan Arnerika, di Jogya

yang merupakan bantuan Rusia dan di Serpong yang dibantu

oleh Jerman yang merupakan reaktor terbesar di Asia Tenggara.

Meski desain awalnya merupakan design Jerman, narnun saat

ini sebagian besar reactor, kecr,rali di bagian intinya, telah

dimodifikasi oleh para ilmuan bidang nuklir Indonesia. Tiga

reaktor ini mumi hanya untuk penelitian.

Adakalanyadalam kaitanny a denganreaktornuklirdikenal

istilah kerugian nuklir. Adapun yang dimaksud dengan kerugian



nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian.

cacat, cedera atau sakit. kerusakan harta benda, pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau

gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau

sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir
dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk

kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai

akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup. Dari

adanya kerugian nuklir ini, maka harus ada tanggung jawab

hukum (liability). N{engenai ranggung jawab hukum (liability)
diatur pasal 28 Undang Undang Nomor l0 Tahun 1997 Tentang

Ketenaganukliran.

Sampai saat ini masih banyak orang beranggapan

bahu-a nuklir adalah sesuatu yang harus dihindari karena nuklir
adalah bencana atau rnengandung ancamall bencana. Mereka

beranggapan nuklir tidak perlu dipelajari dan dikembangkan

karena nuklir tidak terkait sama sekali dengan pemenuhan

kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan.

Berpikiran seperti itu tentunya tidak sepenuhnya benar.

Pemikiran seperti di atas merupakan darnpak dari berita

kecelakaan nuklir yang banyak dilansir oleh mass media dan

telah menutup berita keberhasilan iptek nuklir. Banyak manfaat

iptek nr-rklir yang selama ini sudah terbukti keberhasilannya

tidak pernah terpublikasikan dengan baik. I{al ini dikarenakan

phobia atas kecelakaan nuklir setelah peristiwa Chernobyl.Pada

awal tahun 2000 telah muncul gerakan nuclear renaissance,

kebangkitan kembali nuklir yang merupakan gerakan yang

diinisiasi oleh industry nuklir global. Mereka menggunakan

dua alasan yaitu perubahan iklim (climate change) yang terjadi

akibat penggunaan fossil fuel dan harga minyak dunia yang

tidak stabil dari waktu ke waktu. Energi nuklir ditarvarkan

sebagai energy pengganti karena nuklir tidak menimbulkan efek

rumah kaca (yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim)

dan murah (ika dihitung secara ekonomi jangka panjang nuklir

lebih murah) meskipun butuh dana investasi awal yang besar.

Untuk sebuah reaktor yang bisa berproduksi hingga 50 tahun,

harga listrik yang dihasilkan hanya 4 sen per kilowalt per hari,

sementara biaya energy fosil bisa dua kali lipat lebih mahal. Dan

gerakan ini cepat menyebar keseluruh Asia termasuk Indonesia.

Sementara pemanfaatan limbah radioaktif dari PLTN

dan penggunaan radioisotop dalam pertanian- industri, riset, dan

kedokteran. Energi nuklir lebih menguntungkan ditinjau dari

segi lingkungan karena tidak menghasilkan unsur berbahaya,

seperti logam berat (cadmium, plumbuln. arsen. argentum/perak,

vanadium), emisi gas SO2, Nox, dan VHC. Dan dalam hal ini

PL1N dapat membantu mengurangi hujan asam datr pembatasan

emisi gas rumah kaca.

Melihat perkembangan pemanf-aatan nuklir yang begitu

pesat maka tidak ada alasan lagi untr.rk tidak nrempelajari

teknologi tersebut. Termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya.

Peran iptek nuklir dalam pembangunan sektor listrik, industty,

kesehatan dan bidang lainnya sangat penting dalam mempercepat

tercapainya tujuan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

I.4. Prinsip Prinsip Hukum Nuklir

Hukum nuklir memiliki beberapa prinsip yang wajib

dipatuhi oleh semua negara sehingga resiko tinggi tidak akan
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tirnbul akibat pemakaian teknologi nuklir. Prinsip tersebut

meliputi Prinsip Keselamatan, Prinsip Keantanan, Prinsip

Tanggungiawab. Prinsip Perizinan, Prinsip Pengawasan

Berkelanjutan, Prinsip Kompensasi, Prinsip Pembangunan

Berkelanjutan Prinsip Kepatuhan, Prinsip Indepedensi, Prinsip

Transparansi, dan Prinsip Kerjasama Intemasional. Prinsip-

prinsip tersebut akan diuraikan selanjutnya di bawah ini.

1. Prinsip Keselamatan

Prinsip keselamatan terdiri dari:

a. Prinsip Pencegahan : Memberikan peringatan

dan melakukan analisis untuk mencegah dan

meminimalkan dampak yang tidak diinginkan dari

penggunaan bahan-bahan radioaktif.

b. Prinsip Perlindungan : Prioritas harus diberikan

untuk melindungi kesehatan, keselamatan, keamanan

masyarakat dan lingkungan.

c. Prinsip Pemberian Peringatan : Langkah-langkah

pencegahan harus dilakukan untuk mencegah bahaya

yang mungkin timbul.

2. Prinsip Keamanan

Bahan-bahan dan teknologi nuklir memiliki resiko

keamanan. juga keselamatan dan kesehatan.Sumber-sumber

yang hilang, terbuang. atau tertinggal dapat menyebabkan cedera.

Bahan yang dicuri atau diselewengkan dapat digunakan untuk

tindakan terorisme atau perbuatan pidana yang melibatkan piranti

peledak bahan nuklir atau penyebar radiologis. Langkah-langkah

hukum diperlukan untuk melindungi terhadap penyimpangan

baik kebetulan maupun disengaja dari penggunaan yang sah.

Proteksi Fisik. Akuntansi dan Kontrol Bahan, Pengawasan

H:fr6
#
.i#;
riS''

,

(safeguards), Perlindungan selama transportasi. kesiapsiagaan

kedaruratan semuanya mendukung prinsip keamanan.

Di tingkat intemasional telah dilaksanakan Konferensi

Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit)

sebanyak tiga kali. KTT yang pertama dilaksanakan di

Washington DC, Amerika Serikat tahun 2010 dan kedua di

Seoul, Korea Selatan pada 2012. Pada KTT ketiga di Den

Haag, Belanda yang dilaksanakan 24-25 Maret 2014,Indonesia

memberikan sumbangan pemikiran berupa perangkat model

(panduan) implementasi legislasi nasional untuk keamanan

nuklir (the National Legislation lmplementotion Kit on Nuclear

Security) yang inisiatifnya telah dimulai ketika KTT kedua di

Seoul. Tercatat sudah duapr-rluh sembilan rrJgu.u yang menerima

panduan tersebut. Setiap negara partisipan KTT Keamanan

Nuklir memiliki kewajiban untuk membuat UU sendiri mengenai

keamanan nuklir sebagai kontribusi dan dukungan terhadap

keamanan regional dan interuasional. Jaminan utama untuk

benar-benar mengenyahkan ancaman penggllnaan material

nuklir untuk hal-hal yang membahal'akan tunat manusia adalah

upaya perlucutan senjata nr-rklir dan tindakan-tindakan non-

proliferasi lainnya

3. Prinsip Tanggungiarvab

Penggunaan energi nuklir biasanya melibatkan banyak

pihak (misalnya, organisasi R&D. pentroses bahan, manufaktur.

praktisi medis, perusahaan arsitek-rekayasa. perusahaan

konstruksi, operator instalasi nuklir, lembaga keuangan, badan

pengatur, dan banyak lagi).Salah satu dari mereka. operator atau

pemilik lisensi yang berkewenangan melakukan kegiatan tertentu

yang melibatkan tenaga nuklir atau radiasi pengion adalah yang



paling bertanggungjawab untuk menjarnin keselamatan dan

keamanan.

4. Prinsip Perizinan

Biasanya, kegiatan yang tidak dilarang secara khusus

dapat dilakukan tanpa perijinan yang resmi. Dalam teknologi

nuklir mensyaratkan izin lebih dahulu harus diperoleh untuk

kegiatan yang melibatkan bahan-bahan dapat belah dan

radioisotop.

5. Prinsip Pengawasan Berkelanjutan

Badan pengatur harus dapat memantau secara

berkelanjutan kegiatan nuklir unhrk memastikan bahwa kegiatan

tersebut dilaksanakan secara selamat dan aman, konsisten dengan

persyaratan otorisasi. Akses bebas inspektur badan pengatur ke

semua lokasi yang menggunakan bahan nuklir harus tercermin

dalam legislasi nasional.

6. Prinsip Kompensasi

Hukum energi nuklir mengharuskan negara-negara

untuk mengadopsi langkah- langkah pemberian kompensasi

yang cukup atas kerugian akibat kejadian atau kecelakaan nuklir.

Untuk pertanggung-jawaban dari kecelakaan nuklir dibahas

pada Bab VIII pada buku ini.

7. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Hukum Lingkungan telah mengidentifikasi kewajiban

kepada setiap generasi untuk tidak meninggaikan beban tidak

semestinyapada generasi berikutnya. Pembangunan ekonomi dan

sosial hanya dapat "berkelanjutan" jika lingkungan dilindungi.

Kegiatan nuklir selalu memperhatikan prinsip pembangunan

berkelanjutan guna kepentingan generasi masa depan.

8. Prinsip Kepatuhan

Energi nuklir memiliki potensi dampak lintas batas antar

negara selain negara yang bersangkutan. Subyek hukum nuklir

yang terus berkembang adalah muncul dari berbagai instrumen

internasional yang memaksakan kewajiban dalam menggunakan

teknologi. Negara-negara yang menjadi pihak pada instrumen

seperti itu harus mencerminkan kewajibannya dalam legislasi

nuklir (kecuali mereka menjalankannya sendiri dalam hukum

nasional).

9. Prinsip Indepedensi

Hukum nuklir menempatkan penekanan tertentu pada

pembentukan kewenangan peraturan yang memiliki kebijakan

pada isu-isu keselamatan tidak turnduk pada intervensi badan

lainnya yang terlibat dalam pengembangan atau promosi energi

nuklir. Kepentingan lainnl'a hartts tunduk kepada regulator

independen, pertimbangan ahli dalam kasus dimana terkait

masalah keselamatan.

10. Prinsip Transparansi

Nuklir dari awal pembangunannya dilaksanakan dalam

program militer. sebagian besar dirahasiakan.Pemahaman

dan keyakinan publik dalam penggunaan energi nuklir tujuan

damai mensyaratkan pemberian informasi kepada pemangku

kepentingan yang relevan tentang resiko dan manfaat teknologi.

Baik promotor maupun regulator harus menyediakan informasi

yang relevan mengenai penggunaan energi nuklir, khususnya

menyangkut peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi

kesehatan masyarakat. keselamatan dan lingkungan.



11. Prinsip Kerjasama Internasional

Penggunaan yang aman dan selamat energi nuklir

dapat mendapatkan keuntungan dari harmonisasi kebijakan

dan tindakan. Pelajaran yang diperoleh (/esson learn dan

best practices) dari satu negara dapat membantu negara lain

meningkatkan keselamatan program nuklir mereka sendiri.

Resiko keamanan karena teroris atau unsur pidana yang

melibatkan bahan nuklir hanya dapat berhasil ditangani melalui

kerjasama internasional. Karakter multinasional industri

nuklir memerlukan pendekatan kooperatif pada komersial dan

regulasi.Sebagai contoh, Indonesia sebagai anggota dari IAEA
telah mendapatkan bantuan teknis yang cukup besar, baik

bilateral maupun regional, seperti dari Amerika Serikat, Jepang

dan Korea Selatan. Salah satu prestasi Indonesia di bidang

PLTN yaitu pada 8rh ASEAN Science and Technology Week di

Philippina 2008, Indonesia telah ditunjuk menjadi fbcal point

(negara penggerak) untuk masalah keselamatan dan keamanan

nuklir di wilayah Asia Tenggara.

Energi nuklir untuk tujuan dumui



Dari awal pengembangan energy nuklir telah bersifat

internasional, lahir dari laboratorium-laboratorium riset yang

tersebar luas diseluruh dunia, sebagai gagasan dan hasil kerja

para ilmuwan di satu negara yang kemudian mendorong rekan-

rekannya di lain negara. Pada tahun I 920 an dan I 93Oan fisikawan

dan kimiawan terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat secara

bertahap menyingkap struktur unsur-unsur dan dinamika inti

atom dan partikel-partikel sub-atomik.

Seperti halnya penemuan teknologi maju pada

umumnya, energi nuklir juga memberikan pilihan pada manusia

akankah kita menggunakan penemuan ini untuk kebaikan atau

keburukan. Badan Energi Atom Internasional atau Inle rnational

Atomic Energt Agency (selanjutnya disebut IAEA), sebagai

badan khusus PBB yang mengawasi sekaligus mengembangkan

penggunaan energi nuklir mempunyai tugas dan tantangan yang

berat di abad 2l ini. Dalam menjalankan peran dan fungsinya

IAEA dilengkapi dengan berbagai perangkat aturan yang

merupakan kesepakatan global mengenai pemanfaatan nuklir

sebagai sumber energi untuk kesejahteraan seluruh komunitas

di dunia.r2

Beberapa negara telah meratifikasi perjanjian

internasional dibidang nuklir, seperti misalnya. No n-P rol ife rat ion

Nuclear Treaty (selanjutnya disebut Traktat NPT). .sa/bguard

agreement dengan IAEA, dan Protokol Tarnbahannya.lnti dari

Konvensi tersebut adalah bahwa nuklir harus dimanfaatkan

untuk tujuan damai, salah satunya sebagai pembangkit tenaga

l2 Kocsrianti. Pcran dan Fungsi Badan Encrgi Atonr Intcrnasional (lAliA): Pcnran-

[aatan Nuklir Untuk Tujuan Damai (Pembangunan PLTN di Indonesia). '\'uritlika"

- Fakultas Hukum UNAIR, ISSN. 02 I i - 849X . Vol.2-1. No. l, Januari - April 2009

listrik.Banyak negara di dunia yang telah memanfaatkan nuklir

sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (selanjutnya disebut

PLTN). Energi nuklir sudah memiliki peran vital dalam memasok

listrik dunia dan merupakan sumber listrik utama pada sejumlah

negara.Tercatat,43g PLTN beroperasi di 32 negara-

Di Indonesia, khususnya di pulau-pulau di luar Jawa,

sudah dirasakan terjadi penurunan jumlah pasokan listrik.

Berkaitan dengan masalah tersebut pemerintah melaksanakan

berbagai kebijakan untuk melakukan penghematan.Dari yang

sifatnya himbauan sampai pada penerapan tarif listrik progresif-

Namun. langkah-langkah tersebut sifatnya sementara.Oleh

karena masalah krisis energir3 merupakan masalah yang sudah

mendesak maka pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif

pernbangkit listrik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Presiden nornor 5 tahun 2006.

Pembangunan PLTN mengundang perdebatan yang

sengit antara yang pro dan kontra di tanah air.Nuklir merupakan

salah satu energi altematif untuk pembangkit tenaga listrik

sebagai ganti energi listrik yang berasal dari bahan bakar

minyak (BBM) dan batubara.Disadari bersama bahwa stok

persediaan BBM jumlahnya terus menunjukkan angka yang

rnenumn, karena energi jenis ini merupakan energi yang tak

terbarukan (non-renewable sources).Indonesia dulu merupakan

negara pengekspor minyak dan tergabung dalam OPEC, namun

sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor minyak.Hal ini

menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah minyak

l3 Krisis encrgi merupakan isu-isu yang menjadi tcma yarlg dibahas oleh sidang

umtrm PBB tahun 2008 yang merupakan Pertcmuan tahunan PBB' di samping krisis
pangan, restrukturisasi PBB, perlucutan seniata dan terorisme, perubahan iklim, hak

rvanita dan anak-anak, serta isu human trafficking, lihat rvcbsite PBB di www.un.org



yang diproduksi oleh Indonesia.Oleh karena itu pemerintah

mulai memikirkan untuk menggunakan energi alternatif lainnya,

seperti tenaga surya dan angin, geothermal dan hydro, energi

matahari dan nuklir.

Berkaitan dengan pembangunan PLTN tersebut, beberapa

pihak mengatakan bahwa PLTN tidak aman dengan berkaca

pada peristiwa Chernobyl yang merupakan sejarah hitam dari

energi nuklir yang sampai sekarang masih menjadi trauma

serta peristiwa meledaknya pusat pembangkit tenaga nuklir di
TEPCO's Fukushima Jepang tahun 2012. Selain itu, terdapat

kekhawatiran adanya penyalah-gunaan energi nuklir sebagai

senjata.Namun, sementara pihak mengatakan pembangunan

PLTN merupakan suatu yang tak terelakkan untuk mengatasi

krisis listrik yang telah melanda Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 20

September 201 I menandatangani Peraturan Presiden Nomor 6l
Tahun20l I tentang RencanaAksi Nasional Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (RAN-GRK). Hal ini merupakan tindak lanjutdari

kesepakatan Bali Action Plan pada Conference of Parties United

Nations Climate Change Convention (COP LTNFCCC) ke-13 di

Bali, Desember 2007. Untuk memenuhi komitmen pemerintah

Indonesia tersebut maka Indonesia secara sukarela menurunkan

emisi GRK 26Yo dengan usaha sendiri, atau mencapai 4lYo

dengan bantuan internasional pada 2020. Berdasarkan UU

17/2007, pada RJPN 2005-2015 dan Keputusan Presiden Nomor

5 Tahun 2006, mentargetkan bauran energy sampai tahun 2025

dengan kontribusi nuklir 2Yo dari energy primer atau 4o/o listrik

(4.000 MWe).

Berdasarkan regulasi yang ada, maka diharapkan

Indonesia dapat membangun dua unit PLTN. Unit pertama

direncanakan dapat beroperasi sebelum 2020 untuk memenuhi

kebutuhan bauran energy nasional, sehingga secara strategis

jangka pendek kebutuhan energy terpenuhi dan secara jangka

panjang efektif dan efisien. Manfaat yang dihasilkan dari

penggunaan nuklir lewat pembangunan PLTN antara lain untuk

mendukung stabilitas pasokan energy listrik, mengurangi laju

pengurasan energy fosil yang cadangannya sangat terbatas, dan

mendukung pengurangan dampak akibat pemanasan global.

Namun masih terdapat perdebatan yang sengit terkait dengan

pembangunan PLTN di Indonesia.

Sementara ini kegiatan BATAN di Bangka Belitung

merupakan kegiatan studi kelayakan terhadap kemungkinan,

bila suatu saat wilayah Bangka-Belitung tersebut dijadikan

tempat pembangunan PLTN. Hal ini merupakan kewajiban

BATAN sebagai lembaga riset nasional untuk melakukan riset

pendahuluan untuk menjajaki segala kemungkinan, sisi positif

dan negative dari pembangunan PLTN di Bangka-Belitung yang

nantinya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pemerintah

dalam memutuskan jadi tidaknya pembangunan PLTN-

Bisa jadi bahwa pembangunan PLTN di Indonesia

berisiko tinggi, oleh karena itu sebelum keputusan diambil oleh

pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh

aspek secara komprehensif, menyeluruh tidak hanya aspek

teknik semata tetapi termasuk aspek social, ekonomi, keamanan

masyarakat. lingkungan strategis dan potensi ancaman teroris

serta sabotase. Pembangunan PLTN sebagai salah satu opsi

untuk memenuhi kebutuhan energy dipertimbangkan mengingat



keperluan energy nasional terus meningkat.Pemerintah juga

perlu mendapatkan masukan dan memperoleh data-data yang

objektif tentang semua aspek yang ada termasuk menetapkan

sebuah lembaga setingkat kementrian jika perlu untuk persiapan

yang matang terkait pernbangunan PLTN di Indonesia.

Tidak ada teknologi yang seratus persen aman. Selama

ini, sudah banyak negara- bukan hanya yang berstatus maju/nerv

industrializing countries, melainkan juga negara berkembang

seperti Pakistan-yang sudah menikmati teknologi PLTN dan

aman-aman saja. Sekitar 17Yo listrik di dunia berasal dari energi

nuklir.Negara yang paling banyak menggunakan listrik nuklir

adalah AS dengan 103 PLTN dan menyumbang 20% listrik di

sana. Sementara secara persentase listrik, negara yang paling

banyak rnemanfaatkan nuklir adalah Prancis yang dengan 59

PLTN menyumbang 75o/o listrik domestik, bahkan diekspor

ke negara lain. Di Asia, Korea Selatan adalah negara dengan

persentase listrik nuklir tertinggi, yaitu 40o/o dari 20 PLTN.

Kemajuan teknologi, pengetatan peraturan, dan pengawasan

telah membuat nuklir menjadi semakin aman. Resiko terhadap

manusia dan lingkungan menjadi iauh lebih kecil dibanding

risiko industri yang lain.

Sejarah Teknologi Nuklir Untuk Tujuan Damai

Sebelurn pertengahan abad 20, terdapat suatu fasc dimana

nuklir dikembangkan dan dipergunakan secara rahasia.Pada

waktu itu dr-ra negara adidaya berlomba untuk mengembangkan

energi nuklir sebagai senjata. Amerika Serikat misalnya, telah

mengadakan serangkaian percobaan penggunaan bomb nuklir

sebanyak 42 kali di tahun lg45.riDemikian juga Rusia telah

mencurahkan perhatiannya bagi pengembangan teknologi senj ata

nuklir dengan melakukan serangkaian percobaan peledakan

bomb nuklir termasuk salah satu diantaranya melibatkan reaksi

panas nuklir (ther mo-nucle ar reactions).ts

Fase ini diakhiri olehnegara-negarayang prihatin terhadap

adanya persaingan persenjataan nuklir. Pidato bersejarah dari

Dwight D.Eisenhower, presidenAmerika Serikat pada tahun I 953

yang berjudul "Atoms for Peace"'6dihadapan Majelis Umum

PBB merupakan cikal bakal (gene.sl.y' IAEA.rTTiga kata yaitu

'atoms for peace' tersebut mengandung visi yang melingk,,pi

sepak terjang IAEA sejak pembentukanya bahwa tenaga atotn

merupakan kekuatan yang mempunyai potensi ganda yang

sangat besar, yaitu di samping berpotensi sebagai senjata perusak

masal yang tidak terbayangk an (u n i m u gi nabl e), juga merupakan

14 AS rnengembangkan senjata nuklir pertama patla masa pO II (uji coba nuklir
pertama kali "Trinity" pada tahun 1945) karena ketakutan akan didahului oleh Nazi

ferman dan AS rnerupakan satu-satunya negara yang pcrnah menggunakan senjata

nuklir terhadap negara lain, yaitu bom nuklir yang dijatuhkan di Hirosima dan Na-

gasaki; AS mengakui memiliki senjata nuklir dengan hulu ledak aktif 5735 buah dari

total sejumlah 9960, lihat Robert S. Norris and Flans M. Kristcnsen, "U S. Nucle ar

Forces, 2006", B ulletin of the Atomic Scientists Vol I fan/Fcb 2005, 68 7 L. h. 6 1

l5 Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir dengan motivasi untuk merrycimbarrg-

kan kekuatan selama Pcrang Dingin (Cold War) dengan percobaan ntrklirnya "foc-l

atau RDS I" pada tahun 1949. Sama dengan AS, Rusia (bekas Uni Sovict) jtrga rncn-

gakui mempunyai senjata nuklir dengan 5830 hulu ledak aktif dari total 16.000, lihat

Robert S. Norris and IIans M. Kristensen, "Russian Nuclcar lorces, 2006'l Bulletin of
the Atomic Scientist-s Vol 2 March/Aprl 2006, 64'67.,hal 62

l6 'Atoms for Pcacc" (Atom untuk Perdamaian) mcrupakau pidato D Eishcnhorvcr

pada 8 Desembcr 1953, yang dalam pidatonya dikatakan bahwa: AS bescrta negara

sekutunya Inggris dan Pcrancis bermaksud untuk mengadakan perundingan bersa'

ma dengan Uni Soviet sebagai para pihak "PrinciPally involved" untuk mcnghasilkan

suatu persetuiuan yang nyata untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh

ncgara-negara bagi penggunaan senjata nuklir untuk menuju perdamaian, yang di-

yakini merupakan cara untuk melonggarkan ketegangan ncgara-negara di dunia dcn-

gan bantuan PBB...': "Arorn-s for Peace" dapat diakscs di httn://$rvrv.iaca.ors/About/
histor),-soeech. htnr I ( diku njungi 4/09 I 2Ol 4)

l7 Website resmi lAllAlrtto://sww.iaea.orq



surnber energi yang dapat dipakai untuk kemakmuran seluruh

umat manusia. Intinya, dengan dibentuknya IAEA dijanjikan

suatu tekad untuk membantu menyelesaikan dilema energi

nuklir yang hendaknya tidak diabdikan untuk kematian, namun

diabdikan untuk kehidupan umat manusia.

Dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa yang sangat

mengerikan yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang

masih segar dalam ingatan setiap orang pada pertengahan

tahun 1950an, "Atoms for Peace" memberikan komitmen yang

dalam bahwa penemuan energi nuklir. pengembangan. dan

teknologinya secara khusus akan terus digunakan bagi tujuan-

tujuan damai. Jadi, bukan perang nuklir y'ang dikehendaki tetapi

nuklir untuk tujuan kemakmuran manusia.

Pembentukan IAEA ini adalah untuk mensaw'asi dan

mengembangkan penggunaan energi nuklir dengan menekankan

pada kerjasama internasional yang secara bersama-sama

mengembangkan penggunaan nuklir secara damai. Diharapkan

negara-negara pengguna tenaga nuklir bersedia untuk

menyerahkan uranium ke IAEA yang kemudian akan digunakan

untuk keperluan pertanian. kedokteran. energi listrik. dan

penggunaan damai lainnya.

Menyusul berakhirnya Konferensi Jenewa tentang

Penggunaan Tenaga Atom untuk Tujuan Damai pada tahun

1954, banyak negara yang kemudian utetnulai program-progranl

riset nuklirnya. yang ditandai dengan banyaknya reaktor dan

fasilitas untuk pengolahan dan perlgayaan uranium dan ekstraksi

plutonium serta pengembangan berbagai disain reaktor datr

pembangkit dayanya. Atoms .for Peacetelah memberikan

kontribusi dalam pembentukan Statuta IAEA.Pada Oktober I 95 6

terdapat 8l negara (termasuk Indonesia) yang dengan suarabulat

('unanimously') setuju pada Statuta IAEA dan berlaku secara

efektif pada 29 Jltili 1957.

Pembentukan IAEA ini adalah untuk merespon

kekhawatiran yang dalam sekaligus merupakan harapan

yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir, berkaitan

dengan keunikan energi nuklir yang kontroversial yang dapat

meningkatkan teknologi persenjataan sekaligus dapat digunakan

sebagai piranti yang praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran

manusia. Bahkan IAEA sudah mengembangkan teknologi

nuklir untuk 'food securily' sebagai bagian dari teknik untuk

menanggulangi kelaparan di dunia-rslntinya teknik nuklir

pembibitan dapat menolong umat manusia dalam memerangi

kelaparan. Teknik ini sudah dikembangkan di Africa tentang

pengembangan varietas Padi.

Statuta IAEA menetapkan tiga pilar yaitu:

1. Keselamatan dan Keamanan (Safety and Security);

2. Ilmu dan Teknologi (Science and Technolog't); dan

3. Pengamanan dan Verifi k asi (Safe gu ard's a nd Ve r ifi c'ati ott)'

Sedangkan dalam mencapai tiga pilar tersebut IAEAmempunyai

tiga misi atau fungsi pokok Yaitu:

1. Pemeriksaan (lnspection) fasititas energy nuklir negara

anggota yang secara nyata digunakan untuk tujuan

damai;

2. Menetapkan ketentuan dan standard-standard tertentu

untuk menjamin fasilitas energy nuklir seluruh negara

l8 Nuclear Science for Food Sccurity, lihat pada http://rvrvrv.iaea.ore/nervscenteil

focus/food-security (dikunjungi I I Descmbcr 20I4)



anggota dalam keadaan stabil:

3. Berperan sebagai pusat jaringan (hub) bagi para

ilmuandalam mencari dan menerapkan teknologi nuklir

untuk tujuan damai.

Pada tahun l970an dimulailah fase keterbukaan yang

ditandai dengan suatu sikap yang lebih liberal, yaitu adanya

kebebasan pilihan negara-negara atas penggunaan nuklir untuk

industri dan teknologi yang memungkinkan adanya suatu ruang

dan keleluasaan bagi tumbuhnya industri nuklir. Fase ini ditandai

juga dengan penerimaan caltlpur tangan institusi internasional

yang berskala besar untuk mengontrol penggunaan energi

nuklir bagi tujuan damai- sehingga saat ini unsur pengawasan

merupakan hal yang sangat penting dalam setiap ker-iasama

nuklir antar negara. Kerjasama nuklir antar negara rneliputi

aspek keselamatan (saf-et1'). keatnanan (security), pengawasan

(safeguard) dan pertanggLrngiarvaban kerugian (liability).

Kesernua aspek ini dicakup dalam hokum internasional

ketenaganukliran (hokum nuklir).

Seiring dengan berialannya ra'aktu dimana makin banyak

negara yang menguasai teknologi nuklir, keprihatinan muncul

karena disadari bahwa cepat atau lambat banyak negara akan

memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ketentuan pengawasan yang

terdapat dalam Statuta IAEA dirancang sangat ringkas, yang

hanya meliputi reaktor nuklir individual dan suplai bahan bakar

nuklir, jelas tidak cukup dan tidak memadai untuk mencegah

terjadinya proliferasi senjata nuklir. Oleh karena itu, tnuncul

suatu keinginan akan adanya suatu komitmen internasional

yang sifatnya rnengikat secara hukurn sehingga dapat mencegah

meluasnya penyebaran penggunaan senjata nuklir di samping

usaha-usaha kerjasama untuk pemusnahannya.

Hal ini terwujud pada tahun 1968 dengan disetujuinya

Traktat NPT (Non Proliferation Treaty). Traktat ini tujuannya

adalah untuk melokalisir dan membatasi jumlah negara yang

mendeklarasikan dirinya bersenjata nuklir yang hanya terdiri

dari lima negara, yaitu AS, Rusia, Inggris, Perancis dan China.re

Hanya lima negara inilah yang berhak disebut sebagai

negara bersenjata nuklir atau the Nucleor l[leapons States

(selanjutnya disebut NWS) yang berkewajiban untuk mengakhiri

perlombaan senjata nuklir dan bersedia merundingkan

perlucutan nuklir (Pasal VI NPT), sedangkan negara-negara

lainnya yaitu negara non-senjata nuklir atau the Non-Nucleqr

Weopons States (selanjutnya disebut NNWS)diminta untuk

tidak akan memiliki senjata nuklir dan sebagai imbalan NWS

berjanji untuk memberikan bantuan dalam bidang riset. produksi

dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai (Pasal IV

NPT). NNWS bersedia membuat persetujuan :;u/-egucu'cl.s yang

komprehensif dengan IAEA tentang bahan nuklir mereka.

Di samping Traktat NPI pada Juni 1996 Konferensi

Perlucutan Senjata di Jenewa. telah berhasil rnenyelesaikan

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau

Comprehensive Te.;t Ban Treaty (selanjutnya disebut CTBT) dan

pada l0 September 1996 diterin-ra oleh Majelis Umum PBB dan

terbuka untuk ditandatangani pada 24 September 1996. Saat ini
perjanjian ini telah ditandatangani oleh 176 negaru dan sudah

l9 Traktat NPT mcndellnisikan NWS sebagai 'a state that had manufnctured and
exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to lanunry I, 1967',

lihat Nrrc/ear Energy: Thc Basics, Introducfion,http://wr.u,.nuclcarlilcs.org/kcy-issucs/
nuclear-energy/basics/introdr.rction-print.htm (dikunjungi 512912008) [selanjutnya
disebut Nuclear Filesl



diratifikasi oleh 135 negara.:" Dalarn ketentuannya dinyatakan

bahwa Traktat ini akan berlaku jika telah ditanda tangani dan

diratifikasi oleh44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum

pada Annex II Traktat dimana Indonesia termasuk didalamnya.

Indonesia sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi

Perjanjian ini, sedangkan Korea LJtara, India, dan Pakistan yanll

ditenggarai mempunyai senjata nuklir belum melakukan tanda

tangan maupun ratifikasi Perjanjian tersebut.

20 Lihat "Traktat Pclarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir" www.wikipedia.con-r (di
kunjungi 08122108)
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l. Profile organisasi IAEA
Sekretariat lAEArr merupakan team yang terdiri dari

2200 atrli multi-disiplin dan staf dari lebih 90 negara. Dipimpin

oleh Direktur Jenderal dan enam Deputy Direktur Jenderal yang

membawahi departemen. Sebagai badan pengambil keputusan

adalah Dewan gubernur (Board of Governors) yang terdiri dari

35 orang dan General Conference dari seluruh negara anggota

IAEA. Badan ini memberikan laporan (report) kepada Majelis

Umum dan Dewan Keamanan PBB.Struktur dan fungsi dari

IAEA secara rinci diatur dalam Statuta IAEA yang terdiri dari

23 pasal.

Struktur organisasi IAEA di PBB, merupakan

'specialized agency' dari PBB, namun IAEA tidak dibawah

pengarvasan langsung salah satu badan PBB.22 IAEA membuat

laporan tahunan (annually) kepada Majelis Umum dan dapat

membuat laporan kepadaDewan Keamanan berkenaan dengan

ketidak patuhan (non-compliance\ dari negara-negara anggota

atas kewajiban mereka melakukan tindakan pengamanan

dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian

dan keamanan internasional. Sebagai contoh, Badan ini telah

mengirimkan laporannya ke PBB berkait dengan program nuklir

di Iran dan Korea Utara.

2l IAEA saat ini bcrar.rggotakan 144 negara, dengan bahasa resmi Arab, Cina, Ing-

gris, Perancis, Rusia dan Spanyol. Sekretaris Jenderal IAEA adalah Mohamed ElBara-

dci.Badan ini bcrkantor pusat di wina, Austria. Dengan kantorregional safeguards di

Toronlo dan Tokyo; dua lini-son ofices <li New York dan |enewa serta laboratorium di

Seibersdorf (Wina), Monaco, dan Trieste (Italia).

22 Badan Energy Atom Intcrnasional (IAEA) ini merupakan organisasi internasional
yang masuk pada "UN [amily", lihat, He nry G. Schermers & Niels M -Blokker' Internn-

tional Institutional Law,Irourth Rcvised Edition, Boston: Martinus NijhoffPublishers,

2003, h. 1691

ll. Tujuan dan peran IAEA
Sebagai badan energi atom dunia yang mempunyai dua

misi (duat mission)23, yaitrt ' committed to corttaining the spreacl

of nuclearweapons'dan'support the elimination of the nuclear

arsenals', maka pembentukan IAEA adalah bertujuan:z4

t- Untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi

energi atom bagi perdamaian, kesehatan'

kemakmuran di seluruh dunia

2. Untuk memastikan, sepanjang badan ini rnampu

melakukannya, bahwa setiap reaktor nuklir, kegiatan' atau

informasi yang berkaitan dengannya akan dipergunakan

hanya untuk tujuan-tujuan damai, dan

3. Untuk memastikan bahwa segala bantuan baik

yang diberikan rnauptm )'ang diminta atau di bawah

pengawasannya tidak disalah-gunakan sedemikian rupa

untuk tujuan militer.

Peran dan fungsi IAEA adalah sebagai sebuah fbrum

antar pemerintah (an intergoverrunentul ./brunt) untuk keilmuan

dan kerjasama teknik dalam pemanf-aatan secara damai teknologi

nuklir di seluruh dunia. Dengan tr.rjuan untuk mewujudkan

perdamaian internasional dan keamallan serta untuk mervujudkan

Tujuan-tujuan Millenium Dunia (tha llbrlcll'; Il'lillennium Goals)

bidang sosial, ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sedangkan program-program dari IAEA berlujuan

untuk lebih mendorong pengembangan dan penerapan secara

damai teknologi nuklir, memberikan pengamanan internasional

23 MohamedElBaradei,AtoinsforPeace:AVisionfortheFutrrre, lihathttp://rvrvw.iaea.
org/Publications/Magazines/Bulletin/Bul1452/article5.pdf(dikunjungi 6/l2l2OO8)

24 Pasal II Statuta IA[A, lihat http://rwvw.nuclearliles.org/menu/library/treaties/
atomic-energy-act/trty-atomic- energy-st (dikunjungi 5 I 29 I 2OO7 )



terhadap penyalahgunaan teknologi nuklir, dan memfasilitasi

tindakan-tindakan keamanan teknologi nuklir. Konvensi

internasional yang mengatur tentang keamanan nuklir (security)

terdiri dari:

1. Convention on the Physical Protection of Nuclear

Material;

2. Amendment to Convention on the Physical Protection of

Nuclear Material;

3. Code of conductonthe Safety and Security ofRadioactive

Sources,

4. Intemational Convention for the Suppression of Acts of

Nuclear Terrorism, yang diadopsi pada l3 April 2005;

Peran IAEA dalam upaya keamatran global sebagai tindaklanjut

Traktat NPT didasarkan pada dua perangkat hukum yaitu

perjanjian pengawasan komprehensive (Comprehensive

safegttarcl Agreement) dan Protokol Tambahan (Additional

protocols) dan cara-cara lainnya seperti 'small Quantities

Protocol'atav

SQP.:sTraktat atau konvensi intemasional tentang pengawasan

nukl ir (safeguard) meliPuti :

1. Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons

(NPr);
2. The Structure and Content of Agreements between

the Agency and States required in connection with

the NPT;

25 Rcfercnsi GOV/INF/276 Annex B, standard 'Small Quantities

Pcrjanjian Keselamatan NPT (NPT safeguard agreements)

Profocols'untuk

3. Model Protocol Additional to the Agreement between

States and the International Atornic Energy Agency

(IAEA) for the application of Safeguard:

Kesemua perjanjian internasional baik yang berupa konvensi

internasional maupun protocol tambahan di atas sangat penting

bagi pemanfaatan nuklir secara aman. sedangkan di tingkat

regional dikenal beberapa traktat atau konvensi internasional

y ang merupakan perj anj ian intemasional zona bebas nuklir, lihat

table l.

Tabel. l: Nuclear Weapon Free-Zone Treaties

Sedangkan sistem pengamanan berupa tindakan-tindakan

independen IAEA dengan membuat sebttah verifikasi yang

didasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh negara-negara

anggota tentang bahan-bahan nuklir yang dimiliki negaranya

dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengannya'

Setelah terjadinya insiden di Fukushima Jepang,

maka IAEA mengeluarkan sebuah plan action terkait dengan

keselamatan nuklir yaitu IAEA Action Plan on Nuclear sdety.

Action plan ini disetujui oleh IAEA Board of Governors pada 13

No Treaty Tahun Jumlah negara

anggota

I Tlatelolco 1967 JJ

2 Rarotonga I 985 l3

J Bangkok I 995 l0

4. Pelindaba r996 5l

5 Central Asia 2006 5

TOTAL t12



Septernber 20ll yangtelah disetujui oleh KTT IAEA atau IAEA
General Conference pada pertemuan ke-55 pada 22 September

20ll- Inti dari Action Plan ini adalah untuk keselamatan

penggunaan nuklir yang didasarkan pada pengalaman peristiwa
Fukushima untuk memperkuat keselamatan nuklir (nuclear

safery*), kesiapan keadaan darurat (emergencypreparedness),

dan perlindungan dari radiasi (radiation protection) baik bagi

manusia maupun lingkungan seluruh dunia.

Keberhasilan Cari Action Plan ini dalam memperkuat
pengamanan nuklir sangat tergantung kepada implementasinya

melalui kerjasama penuh dan partisipasi dari seluruh negara

anggota dan membutuhkan keikutsertaan dari semua stakeholders

(pemangku kepentingan) yang terdiri dari:

1. Government(pemerintah)

2. International Organizations (Organisasi

Internasional)

3. Regulatory bodies (Lembaga-2 dunia)

4. Operatingorganizations

5. Nuclear industry

6. Radioactive waste management organizations

7. Technical support and safety organizations

8. Researchorganizations

9. Education and training institutions and other

relevant bodies.

Seluruh pemangku kepentingan tersebut didorong untuk

bekerja secara kooperatif untuk menerapkan Action Plan untuk

memaksimalkan manfaat dari' lessons learned' dari kecelakaan-

kecelakaan nuklir dan menghasilkan hasil yang kongkrit
secepatnya.

I I l. Tindakan-tindakan pengaman an (S afety meas ures)

IAEA
Terdapat beberapa tindakan pengamanan yang menjadi

tanggung jawab dari Badan ini yang terkait denganpenyimpanan

dan perlindungan bahan material nuklir yang berada di bawah

penguasaannya.IAEA harus memastikan bahwa seluruh

bahan material nuklir dalam keadaan aman terhadap cuaca,

pemindahan yang tidak bertanggung jawab, kerusakan, sabotase,

dan perampasan.Dalam hal pendistribusian bahan nuklir, IAEA
harus memastikan bahwa tidak ada alokasi material nuklir yang

terlalu besar pada satu negara atau suatu kawasan.26

Beberapa tindakan-tindakan pdngaman IAEA terdiri dari:

1. Global Safety Regime untuk melindungi penduduk

dan lingkungan dari efek radiasi (ionizing radiation),

meminimalisir kemungkinan kecelakaan atau tindakan-

tindakan jahat (malicious acts)yang dapat menimbulkan

kerugian terhadap nyawa dan kekayaan dengan

melakukan tindakan pengamanan yang efektif guna

mengurangi efek buruk energi nuklir.

2. Membentuk standard-standard keamanan IAEA (Safety

Standurds)

Negara-negara anggota IAEA harus memiliki dan mematuhi

standard-standard keamanan teknologi nuklir yang terdiri dari:

a) pengamanan instalasi nuklir (Safety o.f nuclear

irt.stullations\

b) pengamanan sumber-sumber radioaktif (Safety of
radioactive som'ces)

26 Pasal IX H Statuta LAEA, Loc.Cit



c) pemindahan yang aman bahan-bahan radioaktif (Sa/e

tr anspor t of radioactive material)

d) pengelolaan limbah radioaktif (Management of
radioactive waste)

e) pengamanan instalasi nuklir, bahan nuklir dan radioaktif

(The securily of nuclear installations, nuclear material

and radio active material)

f) pengelolaan pengetahuan dan jejaring (Knowledge

management and networking)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa IAEA telah

menetapkan standard-standard intemasional tertentu mulai dari

instalasi teknologi nuklir, pemindahan bahan-bahan radioaktif

sampai dengan penanganan dari limbahnya. Untuk penyampaian

yang efisien dan efektif program-program IAEA, maka seluruh

sistem pengamanan IAEAyang berhubungan dengan fungsi dan

aktivitas-aktivitasnya, semuurnya terhubung melalui pendekatan

pengamanan yang terinte grasi (I n te gr at e d S afe t y A p p ro a c h) -

lY. Integrated Regulatory Review Service (IRRS)

Departement o.f Nuclear Sof"ty and Securr0l IAEA

meluncurkan suatu program yang dinamakan dengan Integruled

Regulatory Review Service (IRRS) yaitu suatu instrumen

yarg'ko-prehensif yang memberikan penilaian atas tindakan

pengamanan nuklir suatu negara yang berkaitan dengan instalasi.

radiasi, limbah nuklir. transportasi, persiapan tindakan darurat.

dan keamanan nuklir.27 Atas permintaan negara anggota, IAEA

menuniuk tim ahli dan pengawas untuk melakukan pemeriksaan

27 Lihat Globalized Peer Evaluation Exercise Lauded by 14"1116", states: IAEA Regu-

latory Review service Gains Traction, http://www.iaca.org/Newscentcr/Nelvs/2008/
peerevaluation.html (dikuniu ngi O8l22l2OO8)

dan pengujian menyeluruh atas ketentuan nuklimya. Peninjauan

diselenggarakan melalui suatu diskusi, interview, pemeriksaan,

dan observasi yang intensif, dan kemudian sebagai hasil final

tim ahli akan menerbitkan suafu laporan akhir yang berisikan

temuan-temuan mereka dan suafu rekomendasi.

Dengan adanya program ini, negara anggota memperoleh

penjelasan mengenai energi nuklir dengan standard dan

panduaninternasional. Meskipun program ini diberikan oleh

IAEA, namlln mekanismenya didasarkan pada peer review

dan pertukaran informasi diantara anggota tim yang dilakukan

dengan cara berbagi pengalaman dan praktek. Poin penting dari

program IRRS terletak pada kesediaan negara anggota untuk

direview oleh tim ahli intemasional dengan menggunakan

standard keselamatan IAEA.

Program ini telah dilaksanakan di beberapa negara,

antara lain, Romania, Inggris, Perancis, Australia, Jepang,

Mexico. dan Spanyol. Sebagian negara ini dalam dua tahun

terakhir sudah menerbitkan IRRS Report mereka, seperti

misalnya Australia, Prancis, dan Inggris. Sedangkan beberapa

negara lainnya menunggu giliran untuk dilakukan review yaitu

Canada, Pakistan. Rusia, Jerman, dan Amerika disamping tujuh

negara NNWS.

Negara-negara sepakat bahwa'program IRRS ini perlu

dilakukan oleh semua negara karena dengan program ini maka

akan terbentuk suatu komunitas nuklir global (the global

nuclear community) yang memberikan validasi bagi negara

anggota IAEA, dan yang paling penting dapat rnembentuk suatu

jaringan internasional ahli nuklir dan meningkatkan keselamatan



pemanfaatan nuklir intemasional dengan cara mencegah

terj adinya kecelakaan-kecelakaan fatal.

Pada abad ini, tugas dan peran dari IAEA menjadi lebih berat-

Keefektifan standard keamanan nuklir IAEA tetap menjadi

tonggak dari regim non-proliferasi nuklir yang bertujuan untuk

menghambat penyebaran senjata nuklir sekaligus menuju kearah

perlucutan senjata nuklir.Dibutuhkan komitmen yang kuat

dari negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional,

terutama NWS, untuk memiliki kepedulian untuk meningkatkan

keefektifan, teknologi, dan metode verifikasi bahan nuklir

mereka. Mengingat sebuah negara bisa saja mengembangkan

teknologi nuklir sendiri (dengan atau tanpa bantuan negara lain)

untuk tujuan damai dimana hal ini tidak dilarang oleh Traktat

NPT, namun disisi lain, negara ini bisa saja secara diam-diam

membangun fasilitas yang sama di lokasi lainnya.

Sejauh ini IAEAtelah melaksanakan peran dan fungsinya

yaitu memastikan bahwa energi nuklir dipergunakan seaman

mungkin untuk tujuan damai.Namun masih banyak yang harus

dilakukan seperti menerapkan prinsip-prinsip keselamatan

dan aturan-aturannya ke dalam praktek dan menerapkannya

secara seragam. Sepanjang senjata nuklir itu masih ada dan

digunakan untuk menakut-nakuti negara lain' maka ancaman

penyalahgunaan senjata nuklir pastilah tetap akan ada. Meskipun

demikian, ancaman ini sebetulnya tidak segenting seperti

pada masa Perang Dingin tahun l960an ketika persaingan

persenjataan nuklir tak terelakan.Untuk memastikan bahwa

energi nuklir benar-benar digunakan untuk tujttan damai- maka

IAEA mempunyai berbagai ketentuan standard keselamatan

reaktor nuklir bagi negara anggota.

Peran dan Fungsi dari Badan Tbnugu
Nuklir Nosional @AruN)



Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian Indonesia yang bertugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian'

pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir' Kegiatan

pengembangandanpemanfaatanteknologinuklirdilndonesia

diawali dari pembentukan Panitita Negara untuk Penyelidikan

Radioaktivet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai

tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya

jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik.

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan

dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat'

maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1958, pada

tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan

Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disernpurnakan

menjadiBadanTenagaAtomNasional(BATAN)berdasarkan
UUNo.3llhhunlg64tentangKetentuan-KetentuanPokok
'fenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang

merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi

nuklir di Indonesia telah ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.

Pada perkembangan berikutnya' untuk lebih

meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir' maka dibangun

beberapa fasilitas penelitian, pengembangan' dan rekayasa

(litbangyasa) yang tersebar di berbagai kawasatr' antara lain

Karvasan Nuklir Bandung (1965), Karvasan Nuklir Pasar Jumat'

Jakarta ( I 966), Kawasan Nuklir Yo gyakarta (l 9 67 )' dan Kawasan

Nuklir Serpong (1987). Sementara itu dengan terbitnya Undang

Undang Nomor l0 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran timbul

paradigma baru yang diantaranya mengatur pemisahan unsur

pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nukir (BATAN) dengan

unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BATAN

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran dan Keppres RI No. 64 Tahun ?005, BATAN

ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

(sekarang Kementrian) yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala

dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan

dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga

nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BATAN

menyelenggarakan fungsi :

. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan

tenaga nuklir.
. Koordinasi kegiatan fungsional dalarn pelaksanaan

tugas BAIAN.
. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan

pemanfaatan tenaga nuklir.

. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi

umum di bidang perencanaan Llmum' ketatausahaan,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian' keuangan,

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.



BATAN mengoperasikan tiga buah reactor nuklir di Indonesia.

dua buah reactorTriga mark II dan sebuah reactor nuklir 30 Mw

di Serpong. Untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek

nuklir telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas /sarana

penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Nuklir

Serpong di Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung,

Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumatdi

Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi di

ujung Watu dan Ujung LemahAbang Jepara, dan unit Penelitian

Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat.

Berdasarkan uu No l0 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

PLTN hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan

swasta, BUMN atau Koperasi. Sedangkan BAIAN berkewajiban

menyiapkan infrastruktur dasar seperti persiapan SDM' studi

kelayakan cal,on tapak. kajian teknologi sebagai TSo (technical

support organization). dan pengolahan limbah'

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian

(LPNK) yang berada di bar'vah dan bertanggung jau'ab

kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan

pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan

tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan,

perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku. BAPETEN didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan

mulai aktif berfungsi pada tanggal4 Januari 1999'

Dasar Hukum dari BAPETEN
. Undang-Undang Republik Indonesia No- 10 Tahun 1997

tentang,Ketenaganukliran tanggal I 0 April 1997 (Lembaran

NegaraTahun 1997 No. 23, Tambahan Lembaran Negara

No.3676);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun

1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 19

Mei 1998;

. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNo- ll0 Tahun

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non DePartemen;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002

tentang Perubahan Keputusan Presiden No. I l0 Tahun

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non DePartemen.

Sejarah Bapeten dimulai dengan pembentukan

Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktive (1954-1958)'

Pemberttukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan

ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara

terutamaAmerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik' sehingga

menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di

wilayahlndonesia.Tugas dari panitia ini adalah untuk menyelidiki

akibat percobaan ledakan nuklir. mengawasi penggunaan tenaga

nuklir dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah.

Kemudian dibentuk Lembaga Tenaga Atom (1958-1964) yang

berdiri berdasarkan PP nomor 65 Tahun 1958 tentang Dewan

Tenaga Atom dan Lembaga Negara). Tugas l-embaga Tenaga

Atom adalah untuk melaksanakan riset di bidang tenaga nuklir



dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Pada

masa awal berdirinya BATAN yang berdiri berdasarkan UU

nomor 3l tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Tenaga Atom

(1964-1997) fungsi pengawasan dilaksanakan oleh sebuah unit

dibawah BATAN yaitu Biro Pengawasan Tenaga Atom (BPTA)

yang merupakan cikal bakal BAPETEN.

Menurut UU Ketenaganukliran yang dibentuk

kemudian yaitu Undang Undang Nomor l0 tahun 1997,

BAPETEN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklir, yang

meliputi pembuatan peraturan, penl'elenggaraan perizinan, dan

pelaksanaan inspeksi. UU Ketenaganukliran juga mensyaratkan

pemisahan antara badan pengawas (BAPETEN) dan badan

pelaksana (BATAN). Menurut UU Ketenaganukliran ini maka

BATAN berfungsi sebagai pelaksana sedangkan BAPETEN

berfungsi sebagai pengawas yang bertugas berdasarkan

Keputusan Presiden Republik lndonesia No- 76 'tahun 1998

tentang Badan Pengaw'as Tenaga Nuklir tanggal l9 Mei 1998-

Kelembagaan yang diatur di dalam UU nomor 10 tahun

1997 adalah BATAN, BAPETEN dan Majelis Pertimbangan

Nuklir. Jika BATAN merupakau pelaksana yang bertugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian,

pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan

teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir

dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi'

Sedangkan t-ungsi dari BAPETEN adalah:

1. Perumusankebijaksanaannasional di bidangpengawasan

pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan rencana dan

program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan

tenaganuklir.

2. Pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan

pengkaj ian keselamatan nuklir,keselamatan radiasi, dan

pengamanan bahan nuklir.

3. Pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap

pembangunan dan pengopelasian reactor nuklir, instalasi

nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sutnber radiasi serta

pengembangan kesiapsiagaan nuklir.

4. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan

pemantbatan tenaga nuklir dengan instansiPemerintah

atau organisasi lainnya baik di dalarn malrpun di luar

wilayah Indonesia.

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir'

6. Pelaksanaan bimbingan dan peiryuluhan terhadap

upaya yarrg menyangkutkeselatnatan dankesehatan

pekerja, anggota masyarakat clan perlindungan terhadap

lingkungan hidup.

7. Pelaksanaan pembinaan sumber claya tnanusia di

lingkungan BAPETEN.

8. Pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan

pengawasan di lingkunganBAPETEN.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden'



Tugas dari BAPETEN setelah terbitn;-a uu l0ll997 adalah

menyusun peraturan pelaksana UU, memberikan perizinan,

setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib izin, kecuali jika aktivitas

tidak melebihi nilai yang tertera pada SK Kepala Bapeten nomor

19/Ka-BAPETEN/IX-2000, perizinan terkait pembangunan,

pengoperasian dan dekomisioning nuklir, serta petugas reaktor

dan petugas tertentu dalam instalasi nuklir wajib izin. Selain itu,

BAPETEN mempunyai tugas inspeksi terhadap instalasi nuklir

dan instalasi pemanfaatan radiasi pengion'

Tujuan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir adalah

1. Menjamin kesejahteraan' kealnanan, dan ketentraman

masyarakat:

2. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan

anggota masl'arakat serta perlindungan terhadap

lingkungan hiduP;

3. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan;

4. Meningkatkau kesadaran hukum;

5. Mencegah terjadinya perubahan tujuan;

6. Menjamin terpeliharanl'a dan ditingkatkannya disiplin

petugas.

Disampingitu,BAPETENjugamemberikanbimbingandan
penyuluhan : mengenai pelaksanaall upaya Keselamatan dan

Kesehatan Pekerja, anggota masl'alakat. dan perlindungan

terhadap lingkungan hiduP.

Peran IAEA dalom "Atomfor Food"



Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka timbul

permasalahan ketahanan pangan dunia'Hal ini diperparah

dengan adanya perubahan iklim (c/inz ate change) yang merubah

cuaca menjadi tidak menentu sehingga terjadi gagal panen setiap

tahunnya yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasok bahan

pangan.Kerusakan lingkungan dan kemiskinan juga menambah

permasalahan dunia yang kian menjadi semacam ancaman serius

bagi ketahanan Pangan global'

Perturnbuhan jumlah penduduk meningkat sangat cepat

yang saat ini menjadi sekitar 6 milyar orang' sedangkan disisi

lain varietas pangan tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk

dunia, meskipun sebenarnya produksi pangan pokok seperti

serealia, daging dan susu meningkat antara 2 sampai 4 kali

Iipat. Jtrmlah penclucluk clunia yang hidup dengan kekurangan

nutrisi -yang layak membengkak hingga 850 juta orang

dibeberapa negara berkembang'2sJumlah penduduk dunia yang

hidup cli bau'ah kemiskinan dengan konsumsi hidup di bawa'h

1,25 clolar per hari meningkat menjadi l'4 milyar orang (Data

Bank Dunia 2008)'Diperlukan usaha konkrit- dan terstruktur

untuk memberikan jaminan bagi ketersediaan pangan dunia'

Untuklralituteknologimemberikansolusibagiperrnasalahan

krisis pangan dunia, khususnya di negara-negara berkembang'

Diperlukan teknologi yang dapat rneningkatkan produktivitas

dan daya saing perlanian di negara berkembang sebagai solusi

dari ancaman kelaparan dan kemiskinan'PBB rnenyatakan hal

ini sebagai salah satu poin dalam Millenium Development Goals

(MDGs). Sejalan dengan PBB' Organisasi Pangan dan Pefianian

28 NUtech Meclia Nuklir Populer' edisi 01/09'

untuk pangan' hlm 7

Iliset Nuklir

Dunia. Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan

bahwa diperlukan tindakan segera untuk melnacu produksi

panganuntukmemenuhikebutuhankonsumsiglobaldiantaranya

melalui peningkatan investasi pada litbang' teknologi dan

infrastruktur Pertanian.

Terdapat tujuh tantangan ketahanan pangan global

seperti dijabarkan di bawah berikut ini'

L. Pertumbuhan Penduduk'

Populasi penduduk dunia diprediksi akan meningkat

3 milyar orang pada tahun 2050' melebihi angka 9

milyar. Diperlukan suplai pangan yang stabil untuk

menjamin ketersediaan pangan -vang cukup bagi

seluruh Penduduk dunia'

2. Konservasi Lahan dan Sumber Air

Perluasatl lahan untuk bercocok tanam dan

berternaksemakinterbatasseiringberkembarrgnya

pemanfaatan lahan untuk kebutuhau lain' Kerusakan

lahan yang menyebabkan penurunau kesuburan dan

keterbatasan sumber air bersilr jttga memberikan

permasalahan pada penduduk dunia'sebagai solusi

maka tekuik perunut isotope dapat digunakau untuk

mencari sumber air tanah dalam di daerah sulit air'

3. Peningkatan Produktivitas dan Hasil Panen'

Usaha peningkatan produkti vitas tanamatr paugan dan

ternak di berbagai negara berkembang terbentur oleh

penurunan kesuburan tanah karena kerusakan lahan'

Kondisi cuaca ekstrim seperti banjir' kekeringan

dan perubahan kadar garam' memberikan tantangan

untukditermukannyavarietastanamanpanganyang
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dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut' Teknik

mutasi radiasi dapat menghasilakan varietas unggul

yang memiliki produktivitas tinggi dan lebih tahan

hama dan PenYakit-

4. Perlindungan bagi Temak dan Tanaman'

Berbagai jenis penyakit ternak dan tanaman

serta hama yang dapat mengganggu hasil panen,

berpotensi mengancam produktivitas pangan' Pada

saat yang sama, meningkatnya penggunaan zat kimia

pada pertanian menimbulkan kekhawatiran terhadap

lingkungan dan keamanan makanan' Diperlukan

usaha untuk meningkatkan daya tahan dan adaptasi

ternak dan tanaman terhadap penyakit dan hama'

Dengan teknik serangga mandul (TSM) radiasi dapat

mengurangi populasi hama dan penyakit tanaman'

5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim'

Daya tahan system produksi pangan terhadap

perubahan iklim perlu untuk ditingkatkan'Dengan

adanya perubahan iklim saat ini' banyak petani yang

dirugikan karena gagal panen'Perlu dicari sebuah

system sehingga tanaman tahan terhadap perubahan

iklirn.

6. Keseimbangan Kebutuhan Pangan dan Bahan Bakar'

Dengan adanya gangguan pada iklim, maka akan

terjadi ketidak seimbangan atas ketersediaan pangan

dan bahan bakar. Perlu dicari dan dimanfaatkan

teknologi dibidang produksi bahan bakar nabati

(biofuel) yang disertai dengan manajemen yang

lebih baik.

7. Respon terhadap Kenaikan Harga

Perhatian yang lebih baik diperlukan untuk

menghadapi permasalahan naiknya harga pangan

dan kebutuhan sector pertanian yang secara tidak

langsung mempengaruhi aksesabilitas pangan

masyarakat tidak mampu.

Dari uraian di atas, maka setidaknya ada tujuh tantangan global

bagi jaminan ketahanan pangan global yaitu menyediakan

pangan bagi penduduk dunia yang makin banyak, mencapai

hasil panen dan produktivitas yang tinggi, konservasi lahan dan

air serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk rnenghadapi

tantangan ini rnaka dunia riset ilan teknologi menciptakan

inovasi-inovasi terbaru dibidang iptek untuk rnemberikan

solusi atas tantangan tersebut.Di masa lalu, di era tahun 70an,

teknologi telah marnpu menjawab permasalahan kelaparan dan

kemiskinan dalam era revolusi hijau.

Ilmu pengetahuan teknologi (selanjutnya disebut iptek)

nuklir sebagai salah satu cabang keihnuan telah membuktikan

malnpu berperan dalarn hal ini.Selama beberapa tahun ini IAEA
telah bekerja sama dengan FAO dalam program 'Atom for Food'

yaitu sebuah prograrn )'ang memaclr pengembangan dunia riset

nuklir untuk mendukung penyediaan pangan dan pengembangan

sector pendukung pertanian. Secara aktif prograrn ini membantu

berbagai negara yang ingin menerapkan hasil penelitian dan

pengembangan iptek nuklir yang sesuai dengan potensi yang

dimiliki oleh negara tersebut.



Atom for Food.

Riset iptek nuklir untuk pangan didasari oleh keinginan untuk

memunculkan inovasi teknologi ytmg mampu berperan dalam

upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangzul,

peternakan dan perikanan sebagai sumber bahan pangan, serta

mengembangkan berbagai sector pendukung pertanian seperti

manajemen sumber daya air, pengendalian hama tanaman dan

perlindungan lingkungan.

Beberapa hasil dari riset iptek nuklir yang telah mampu

memberikan solusi bagi permasalahan pertanian dunia yaitu:

L. Pemuliaan tanaman pangan dengan metode mutasi

radiasi yang mampu menghasilkan varietas dengan

produksi tinggi dan tahan pada iklim yang ekstrim.

2. Penggunaan teknik perunut untuk optimasi konsumsi

nutrisi tanaman

3. Teknik serangga mandul untuk pengendalian harna

tanaman

4. Peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak dengan

penemuan suplemen pakan ternak, penerapan teknik

Radio Immuno Assay (RIA) dan identifikasi berbagai

penyakit ternak.

5- Penggunaan teknik perunut untuk mengurangi kerusakan

lahan, polusi air dan peningkatan kesuburan tanah

6. Pengawetan produk pasca panen dengan menggunakan

teknik iradiasi

Berbagai riset iptek nuklir ini di dalam program atom for.food
dikelola oleh Laboratorium Pertanian dan Bioteknologi FAO/

IAEA yang berkedudukan di Seibersdorf, Austria.Lembaga

ini secara intensif melakukan penelitian dan riset untuk

memberikan dukungan bagi berbagai lembaga penelitian serupa

di berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengembangkan

dan menerapkan hasil riset yang sesuai dengan potensi dan

kebutuhan local.

Pemanfaatan iptek nuklir untuk tujuan damai lainnya yaitu:2n

l. pembangkit tenaga listrik;

2. bidangsumber daya pertanian (seperti di Peru selatan

telah dikernbangkan pembasmi hama tanaman

(horticultural pests) bagi terciptanya daerah bebas lalat

buah (/iui t fv .fre e are a)

3. bidangpeternakan (di Sri Lanka- progam dari IAEAyang

memanfaatkan teknologi nuklir untuk meningkatkan

produksi susu);

4. bidang oceanography di Paris, Perancis;

5. teknologi kedokteran (di laboratorium IAEA di

Seibersdorf, Austria dikembangkan teknologi mutakhir

bidang kedokteran (Advanced Nuclear Medicine

Technology')

Sedangkan pengembangan iptek nuklir di Indonesia

telah dimulai pada decade tahun 50an, dan terus berkembang

sampai saat ini.Hasil riset nuklir diarahkan untuk memberikan

solusi bagi permasalahan pangan yang sedang dihadapi oleh

masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan potensi local.

29 Teknologi nuklir untuk kemakmuran manusia, lihat http://www-naweb.iaea.org/
na/index.html (dikunjungi 5 I 281 2oo7)



Berbagai pencapaian riset telah terbukti mampu memberikan

peran dalam mencapai ketahanan pangan nasional yaitu:

L. Pengembangan varietas tanaman pangan.

2. Pengembangan suplemen pakan ternak ruminansia

3. Pengelolaan sumber daYa air

4. Pengawetan Produk Pasca Panen

5. Penelitian nutrisi tanaman

6. Penerapan teknik RIA untuk peningkatan kesehatan

dan produktivitas temak

(P

t
I

Penyalaltgunuan Energi Nuklir oleh
Negara

l/



Terdapat beberapa penyimpangan penggunaan energi

nuklir oleh negara-rregara, misalnya dengan diketemukannya

program pengembangan senjata nuklir oleh Irak pada awal

tahun 1990an dan Korea. Hal ini terjadi karena di dalam sistem

pengamanan dan verifikasi (safeguard and verfication) yang

dilakukan oleh IAEA terdapat kelemahan (loop hole) yang

dimanfaatkan oleh ne gara-ne gara.

Badan Energi Atom Intemasional (IAEA) menyebut

ada 4l reaktor yang sedang dibangun di Asia, 98 lainnya

direncanakan dibangun dekade mendatang.Cina adalah negara

yang kini paling banyak membangun nuklir untuk memenuhi

kebutuhan listrik yang terus melesat seiring pertumbuhan

ekonomi. Vietnam akan membuat delapan reaktor. Malaysia

berencana memiliki paling sedikit dua.Sementara pemerintah

Indonesia berencana membangun empat reaktor nuklir pada

tahun 2025.

Reaktor nuklir yang dimiliki oleh negara-negara

kadangkala diselewengkan pemanfaatannya. yaitu dengan

membuat senjata nuklir.Bahkan menurut data pada 2009

perkiraan senjata nuklir yang ada di dunia sejumlah 23.300

yang dimiliki oleh Russia sebanyak 13.000 (3100 strategic) dan

dimiliki Amerika Serikat sebanyak 9.400 (2.200 strategic).3o

Dengan perincian sekitar 1.700 - 2.200 sudah meudapat status

sebagai 'deployment limit' menurut SORT (per tanggal 3l
Desember 2012) dan sejumlah kurang dari 2000 dalam status

'high-alert'. Hal ini dianggap dapat rnembahayakan peradaban

manusia.

30 Randy Rydell, UN Office for Disarmament AfIairs, Statement at the Organization
of American States Committee on Hemispheric Security,26 Februari 2009

Untuk mencegah terj adinya penyimpangan penggunaan

energy nuklir oleh negara-negara, maka IAEA telah

mengeluarkan sejumlah.protocol terkait dengan penggunaan

energy nuklirberupa Safeguards Agreements, Additional
Protocols dara Small Quantities Protocols.

l. Arti penting SafeguardsAgreements,Additionol Protocols
dan Smoll Quantities Protocols bagi pencegahan

penyimpangan penggunaan energi nuklir
Pada waktu Konferensi Jenewa 1954 yang menandai

era nuklir, para ilmuwan nuklir dari negara-negara peserta

Konferensi diliputi oleh e up h o r i a y aitu dengan di ketemukannya

energi nuklir ini maka ada secercah harapan bagi negara mereka

karena energi nuklir ternyata dapat juga digunakan sebagai

pembangkit tenaga listrik yang bersih dan murahseperti yang

dikatakan oleh ilmuwan AS Alvin Weinberg sebagai o'too

c'heup to meter".3 r Namun, pada abad ke 20, euphoria ini
berubah menjadi kekhawatiran dan kecemasan akan adanya

penyimpangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan tidak
damai.

Traktat NPT mengharuskan NNWS untuk membuat

comprehensive safeguards agreemenl dengan IAEA dalam
jangka waktu 18 bulan sejak menjadi peserta Traktat NPT.

Namun, ternyata dalam prakteknya belum banyak negara yang

membuat perjanjian ini, misalnya per September 2003 sekitar

40 negara peserta Traktat belum membuat perjanjian tersebut

3l David Fischer, IAEA Vision and Reality: LIow far has the IAEA been able to renlize
tlrc vision that inspired its creation in 1957?
Lihat http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull452/article4.pdf (di-
kunjungi 08/13/2008)



meskipun telah lama (lebih dari 18 bulan) bergabung dengan

Traktat NPT.32 Jika semua negara peserta Traktat NPT yang saat

ini jumlahnya 185 negara, menganggap bahwa hal ini merupakan

masalah yang penting, mestinya mereka dapat mendorong

negara-negara yang belum membuat perjanjian keselamatan

tersebut untuk melakukannya.

Dalam melakukan verifikasi atas bahan nuklir dan

fasilitasnya, ketentuan pengamanan IAEA menerapkan konsep

'tepat waktu dan tranparansi'yang menjamin bahwa pemyataan

negara tertentu yang menyatakan bahwa bahan nuklir negaranya

tidak dialihkan fungsinya untuk tujuan-tuiuan tidak damai atau

tujuan tidak jelas adalah benar. Menurut ketentuan, seluruh

negara anggota lAEAmempunyai kewajiban untuk mengirimkan

secara berkala laporan tahunan mereka tentang penerapan

keselamatan atas pengelolaan energi nuklirnya kepada Dewan

Gubernur IAEA, dan IAEA wajib memeriksa poin-poin laporan

tersebut dan memastikan bahwa: 33

a. laporan yang dikirim tepat waktu dan pernyataan negara

yang bersangkutan sesuai dengan safeguard ogreemenl

b. memberikanlAEA akses pada instalasi nuklir negaranya

untuk keperluan verifikasi tanpa petnbatasan yang tidak

perlu atau penundaan

c. memberikan respon yang memuaskan atas pertanyaan

atau ketidak-konsistenan yang berkaitan dengan

32 Keengganan negara untuk membuat perjanjian keselamatan ini molornya dalam

hitungan tahun bukan bulan, lihatPierre Goldschmidl, The Increasittg Risk of Nuclear

Prolifiration: Lessons Learned, http://rvrvrv.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/
Bull452/articleT.pdf (dikun)ungi 08/l 2i2008); Perinciar:nya, 30 negara belum mem-

buat perjanjian keselamatan setelah lcbih lO tahun bcrgabung dengan Traktat NPT,

2O diantaranya belum membuat pcrjanjian ini sctelah lebih dari 20 tahun bergabung

33 Goldschmidt, ibid.

kebenaran dan kelengkapan dari pernyataan negaranya.

ataupun permintaan informasi tambahan lainnya tanpa

penundaan (artinya masih, dalam hitungan hari atau

minggu, bukan bulan)

d. memberikan visa (multiple entry/exit rzsa)seketika

dibutuhkan dan tanpa penundaan yang berlaku paling

tidak untuk satu tahun kepada tim inspektor IAEA yang

ditunjuk

Dari laporan negara tersebut, Dewan Gubemur

akan mendapatkan gambaran yang jelas bahwa negara yang

bersangkutan telah memenuhi kewajiban pengurmanan atas

program nuklirnya dan bersifat kooperatif dan transparan sesuai

dengan perjanjian keselamatannya. Akan tetapi hal ini agak

sulit untuk diterapkan mengingat masih banyak negara peserta

Traktat NPT yang belum membuat safeguard agreement.

Di samping Safeguard Agreements' negara-negara

(termasuk negara-negara bukan peserta Traktat NPT, selanjutnya

disebut negara-non-NPT) juga diharuskan menandatangani

Protocol Tambahan (Additional Protocol) yang sangat berguna

untuk mencegah proliferasi nuklir.Informasi yang diberikan

oleh negara berkaitan dengan Protokol tambahan ini sangatlah

penting untuk menilai program nuklir negara yang bersangkutan.

Dari informasi ini, IAEA akan.mempunyai gambaran yang

lebih baik tentang bagaimana sebuah negara patut diduga telah

mengekspor peralatan khusus dan bahan non-nuklir yang dapat

secara tidak sengaja (atau sebaliknya) yang dapat menyebabkan

negara lain mengalihkan fungsi program nuklirnya- Sehingga

dengan demikian negara non-NPT, terlepas mempunyai senjata



nuklir atau tidak, juga diharapkan menandatangani Protokol

Tambahan guna menunjukkan komitmen mereka untuk tidak

membantu negara NNWS berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

kenukliran. Namun, hampir sama dengan perjanjian keselamatan

yang telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan ini juga tidak

mendapat apresiasi negara-negara anggota peserta Traktat NPT'

karena sampai dengan September 2003, dari 185 negata peserta

Traktat, hanya 37 negara yang telah memberlakukan Protokol

Tambahan. Dari tujuh puluh negara yang diketahui mempunyai

aktifitas nuklir yang signifi kan' 47 diantaranya belum mempunyai

Protokol Tambahan ini.3a

Selanjutnya negara-negara yang meskipun hanya

mempunyaibahannuklirdalamjumlahyangkecilharusmembuat

pernyataan sesuai clengan sntall otrantities Protocols5sebagai

bagian dari Safeguard A64reement mereka'Namun, dalam

prakteknya hal ini dapat menimbulkan masalah jika dikaitkan

dengan ketentuan-ketentuan operatif dati s afe gu a r d A gr e e nt e n I

yaitu ketika negara tersebut merniliki jumlah bahan nuklir yang

ternyata melebihi jumlah yang telah dinyatakan sebelumnya.

Artinya, jumlah yang dilaporkan tidak sesuai dengan jurnlah

sebenarnya.

34 Goldschmidt, Ibid
35Protokolinimerujukpa<laSQP,yangdalamprakteknyatelahmenghambatkc-

-urnpuun IAEA untul menetapkan kevalidan stal"us SQP sebuah negara dan mel-

aksanakantindakanyangdiarrggapperltrtrnttrkmendeteksimaterialnuk,lirdan
t"gi"tun_t"giutan yang tiJak dinyatakan (undeclnred nuclear material), salah satunya

tui"rr. sei-.n"irpfu., bahrva IADA hanya akan diberitahu enam bulan sebelum

p"-"r."r* material nuklir pada fasilitas nuktir, bukan pada waktu sebuah fasilitas

nuklir mulai didesign-

11. Pelajaran yang didapat (lessort learned) dari praktek

negara-negara

Pada tahun 2008 ini, keberadaan traktat NPT telah genap

40 tahun.Traktat ini telah berhasil membentuk suatu standard

dan kewaj iban-kewaj iban non-proliferasi dan perlucutan senjata

yang meskipun belum begitu sempuma namun mempunyai

arti penting. Sampai saat ini, diketahui ada empat negara yang

telah mempunyai dan mengembangkan senjata nuklir diluar

lima negara nuklir yang telah diijinkan'36Angka ini lebih kecil

daripada angka yang diperkirakan semula, yaitu sekitar selusin

negara ketika Traktat NPT ditandatangani pada tahun 1968.

Traktat NPT yang didukung oleh pengawasan ekspor

bahan nuklir dan sistem keselamatan telah rnenciptakan situasi

sedemikian rupa sehingga sulit bagi NNWS untuk memperoleh

atau membuat senjata nuklir. Hal ini juga didukung oleh Pasal VI

TraktatNPT yang mengharuskan adanya komitmen NWS, yaitu

AS, Russia, Inggris, Perancis dan China' untuk mewujudkan

tercapainya perlucutan senjata nuklir.

Bagaimanapun, ada pelajaran berharga yang didapat

dari praktek kepemilikan senjata nuklir oleh negara.Rezim

non-proliferasi senjata nuklir saat ini sangat mengkhawatirkan.

Hal ini berkait dengan adanya program senjata nuklir dan

senjata misil di beberapa tempat, seperli di Timur Tengah.

Asia Selatan, dan Korea Utara serla adanya ancalllan nttclectr

terrorism atau terorisme dengan senjata nuklir, yang semuanya

ini dapat mengancam stabilitas regional dan internasional-

36 Empat negara tersebut adalah Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara yang per-

nah melakukan uji coba senjata nuklir. KeemPat negara ini tidak sccara formal diakui

sebagai negara pemilik senjata nuklir atau NIVS karena bukan ncgara pcnandataugan

Traktat NPT.



Bahkan beberapa negara agaknya juga telah mengembangkan

pengayakan uranium atau plutonium, yang memungkinkan

negara mereka menjadi NWS.

Sejak berakhirnya perang dingin, kekuatan-kekuatan

strategis persenjataan nuklir memang telah berusaha dihentikan,

namun temyata NWS tetap bertumpu dan bahkan memodernkan

persenjataan nuklir mereka. Misalnya Amerika telah menolak

komitmen kunci perlucutan senjata Traktat NPT yang dibuat

pada tahun 1995 dan menolak hasil review dari konferensi NPT

tahun 2000, dan berusaha mendapatkan kekecualian khusus bagi

sekutunya yaitu India. Hal ini telah menyebabkan sejumlah negara

berpendapat bahwa Traktat NPT telah diterapkan secara tidak

adil dan NWS tidak berkeinginan untuk memenuhi kewajiban

mereka sesuai ketentuan-ketentuan yang ada pada Traktat NPT.

Akibatnya sejumlah negara NNWS tidak mendukung tujuan

Traktat dan program non-proliferasi.

Di samping itu- kemajuan teknologi yang terus

berkembang yang didukung oleh pendidikan dan pengalaman

para ilmuw'an yang dapat dengan bebas berpindah tempat

tinggal kapanpun dan dimanapun. yang dikombinasikan dengan

tersedianya akses informasi. telah menyebabkan semakin

terbukanya kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan

proliferasi nuklir. sel"ringga dapat meningkatkan kemampuan

mereka di bidang persenjataan nuklir tanpa bisa dideteksi sejak

awal. Hal ini terjadi. paling tidak pada kasus lrak dan Korea

yang akan dijelaskan berikut ini-

a. Praktek di Irak.

Irak telah menjadi negara peserla Traktat NPT pada

tahun 1970 sebagai NNWS dan telah menandatangani

safeguard agreement dengan IAEA seperti yang diharuskan

oleh Traktat. Oleh karena itu, Irak dianggap tetap pada

komitmennya sebagai NNWS.Peran IAEA adalah hanya

lembaga yang melakukan verifikasi semata-mata atas

laporan dari Irak tentang bahan nuklir dan instalasi yang

dimilikinya. Jadi, meskipun selama ini seluruh instalasi

nuklir di Irak selalu diumumkan dan dilaporkan ke IAEA

temyata sejak awal tahun l990an diketahui bahwa Irak telah

mengembangkan program senjata nuklir secara diam-diam.

Pada kasus Irak, kesalahan terdapat pada masalah

bahwa sistem verifikasi ini, karena seharusnya tidak selalu

menganggap benar semua hal yang dilaporkan oleh negara

anggota Traktat. Dengan kata lain, IAEA pada saat itu

percaya penuh terhadap laporan yang dibuat oleh lrak tentang

bahan nuklir dan instalasinya. Padahal arti penting dari

sistem verifikasijustru terletak pada tindakan lanjutan untuk

mendeteksi apakah sebuah negara mencoba memanfaatkan

kelemahan sistem ini untuk melakukan kegiatan yang tidak

dilaporkan.

Untuk mengatasi kelemahan ini. maka pada tahun

1997 diadopsi Protokol Tambahan NPT (Aclditional Protocol

NPI).Protokol Tambahan ini memberikan tim pengawas

IAEA kewenangan yang lebih besar atas rllang lingkup

dan akses informasi yang berkaitan dengan instalasi nuklir

negara peserta Traktat. Lebih lanjut, praktek di Irak ini telah

menyadarkan bahrva IAEA perlu melaksanakan tindakan-

tindakan lanjutan untuk meningkatkan pendeteksian dini

terhadap program senjata nuklir di suatu negara. Tindakan



lanj utan tersebut meliputi akses atas informasi y'ang berkenaan

dengan peredaran bahan bakar nuklir dan lokasinya, dan

tindakan teknis lainnya, misalnya pengambilan sample

lingkungan (environme ntal s arnpling) -31

Di samping itu, perlu adanya pergeseran penekanan

dari evaluasi inforrnasi berdasarkan fasilitas per fasilitas

menjadi evaluasi menyeluruh terhadap program nuklir

di setiap negara. Tingkat dan ruang lingkup verifikasi

keselamatan IAEA, misalnya, harus berisi informasi yang

lebih lengkap dan analisa yang lebih detail atas informasi

yang diberikan oleh negara anggota sehingga diperoleh suatu

hasil analisa menyeluruh atas situasi di tingkat nasional suatu

negara, bukan lagi rnerupakan laporan tindakan keselamatan

tradisional setnata.

Pada April 1991 DK PBB mengeluarkan Resolusi

nomor 678 sebagai Resolusi Genjatan Senjata Perang

Teluk yang pertama. Dengan didasarkan pada Resolusi

DK PBB tersebut. tim IAEA bersama dengan UNMOVIC

(IJN Monitoring L'erification und Inspection ('onntission)

diberi mandat untuk memetakan dan menetralisir program

nuklir Irak. memastikan kepatuhan Irak terhadap ketentuan

Traktat NPT.r8 Dan tim ini diberi rvaktu 45 hari untuk

memusnahkan. memindahkan, dan menyerahkan seluruh

bahan nuklir. peralatan dan instalasi di lrak. Tim baru bisa

menyelesaikan tugas ini pada awal tahun 1994 atau tiga

tahun dari sejak Resolusi keluar. Seluruh peralatan dan

yang digunakan untuk program senjata nuklir telah

37 Goldschmidt, OP.Cit

38}acquesBaute,Trlrlelirrelraq:ChallengesandLessonsfromNuclearlnspectiott
IAEA Bulletin 46/1, )unc 2004'h 64

dimusnahkanpada saat itu, tidak ada bahan nuklir seperti

plutonium atau high-enriched uranium (HEU) yang tersisa

di Irak. Hingga pada tahun 2002, atau empat tahun tanpa

adanya inspeksi lagi, diduga hal ini membuka kemungkinan

Irak mengembangkan lagi program nuklir. Oleh karena itu

pada Mei 2002 keluarlah Resolusi DK PBB nomor 1409 yang

memberikan mandat pada IAEA untuk melakukan inspeksi

di Irak untuk memastikan bahwa Irak tidak mengembangkan

program senjata pemusnah massal (weapons of mass

destruction prograntme).

Mandat kali ini mendapat sorotan masyarakat dunia

terkait dengan perang melaw'an teroris (tvar on leror) yang

dilancarkan oleh Presiden Bush pasca peristiwa pemboman

gedung kembar WTC pada tahun 200l.Sehingga seolah-olah

sanksi terhadap Irak dar-r keamanan internasional tergantung

kepada IAEA, padahal sejatinya keamanan internasional

sepenuhnya terletak pada kewenangan DK PBB.Inspeksi

dilakukan antara November 2002 sampai Maret 2003.Pada 7

Maret 2003 IAEA melaporkan kepada DK PBB bahwa ticlak

ada program senjata pemusnah massal di Irak.r"

Pengalaman di Irak menggambarkan bahrva proses

pemeriksaan program nuklir - 
yang membutr,rhkan waktu

dan kesabaran - 
dapat berjalan efektif bahkan ketika

negara yang diperiksa tidak memberikan respon yang

memadai. Artinya, jika pengawas internasional diberikan

kewenangan penuh atas seluruh informasi yang dibutuhkan,

didukung oleh mekanisme kepatuhan yang dapat dipercaya

serta didukung oleh masyarakat internasional, maka sistem

3e lbid.



verifikasi dapat berjalan dengan baik.t"

b. Korea Utara atau Democratic People's Republic of
Korea (DPRK)

Pengalaman IAEA di Korea Utara (Korut)

menggambarkan suatu contoh terjadinya proliferasi nuklir

oleh sebuah negara.rr Walaupun Korut telah menjadi negara

pihak pada Traktat NPT pada akhir tahun 1985, namun Korut

tidak membuat perjanjian keselamatan komprehensif (a

comprehensive safeguards agreement) dengan IAEA seperti

yang diharuskan oleh Traktat sarnpai tahun 1992. Ketika

akhirnya IAEA ingin melakukan verifikasi atas kebenaran dan

kelengkapan atas laporan yang dibuat oleh Korut mengenai

bahan baku dan fasilitas nuklir, maka diketahui telah terjadi

ketidak-konsistenan dalarn laporan tersebut. Oleh karena itu

IAEA ingin rnendatangi lokasi program nuklir Korut dan

mendapatkan informasi lengkap untuk meneliti lebih lanjut

ketidak konsistenan tersebut, Korut menolak keinginan ini

dan mengancarn untnk keluar dari Traktat NPT.42

Acaman ini dibatalkan dengan adanya kesepakatan

enam negara yaitu Korut. Amerika Serikat, Korsel, Rusia.

Tiongkok- dan Jepang.Dalam pakta yang ditandatangani

tahun 2007 tersebut Korut harus menghentikan proyek

40 Mohanred ElBaraclci. Nuclcar- ['rolilcration attd tltc Potential Threat of Nuclear
Terrorism. lihat http:,//l u u.iaca.orsr'Ncrr sCcntcr'/Statements/2004/ebsp2004n0l.i.
html (dikuniungi 08/l 2/2008)
4l Fact Sheet on Democratic Pcoplc's l{epublic of Korca (DPRK) Nuclear Safeguards,

http://www.iaea.org/Nerv(ienter/Foctrs/lacaDprk/fact-sheet-may2003.shtml (dikun-
jungi9l22l2oo8)
42 Menurut pasal X -liaktat NPT, ncgara pcscrta mempunyai hak untuk kelrrar dari
Traktat dalam jangka rvaktu tiga bulan 'jika ncgara tcrsebut mcmutuskan bahrva suatu

peristiwa luarbiasa (extraordinary event), bcrkaitan dengan isi dari Traktat ini, telah

membahayakan kcpe ntingan utama (suprcme interests) negaranyal

nuklirnya dalam beberapa tahapan.as Dalam kesepakatan

tersebut, Korut setuju untuk membekukan reaktor nuklir
Yongbyon miliknya (terdiri dari tiga reaktor, pabrik

prosesing ulang dan pabrik bahan bakar nuklir) dan sebagai

gantinya Korut akan mendapatkan reaktor tenaga air sebagai

pembangkit tenaga listrik dari Amerika yang setara dengan

harga satu ton minyak. Korut juga berjanji untuk membuat

perjanjian keamanan komprehensif sebelum komponen

utama dari reaktor pembangkit tenaga air dikirim.IAEA

diminta oleh DK PBB untuk melakukan verifikasi kepatuhan

Korut untuk membekukan kegiatan reaktornya.

Reaktor nuklir Yongbyon Korut mulai dinon-aktifkan

sejak tahun 2007 lafu setelah ditandatangani Pakta bantuan

tersebut.Namun, Korut pada September ?008 menyatakan

bahwa negaranya sedang melakukan persiapan untuk

mengaktifkan kembali reaktor nuklirnl'a.$Hal ini terjadi

karena AS tidak memenuhi kewajibannya seperti I'ang
tercantum dalam kesepakatan perlucutan nuklir tersebut.

Peristiwa ini menggambarkan bahrva ketika sebual'r

negara mempllnyai kemampuan untuk pemrosesan ulang

(reprocessing) sekaligus memiliki bahan nuklir. jika
kemudian negara tersebut memutuskan untuk keluar dari

Traktat. maka negara ini hanya .butuh waktu tidak lama

untuk membuat bahan nuklirnya menjadi sen-iata.

Kemampuan IAEA untuk melakukan deteksi dini

terhadap sebuah program senjata nuklir di negara tertentu

tergantung beberapa hal, antara lain, adanya perjanjian

43 Lihat "Bakal Aktifkan l.agi Rcaktor Nuklir'l lawn Pos,20 September 2008

44 Ibid.



keselamatan komprehensif dan Protokol Tambahannyaa5

adanya kerjasama negara tersebut dengan IAEA, transparansi

program nuklir negara tersebut, dan keterbukaan informasi.

Tidak ada ketentuan dari Traktat NPT yang melarang sebuah

negara untuk mengembangkan kemampuan teknologi

nuklirnya. misalnya, ekstraksi plutonium dari bahan nuklir,

sepanjang digunakan untuk tujuan damai.Menurut Traktat

NPT sebuah negara berhak untuk melakukan pengayaan

nuklir sepanjang program tersebut di bawah pengawasan

IAEA.

lll. Konvensi Keselamatan Nuklir (the Convention on

Nucleur Scfety)

Konvensi Keselamatan Nuklir (the Convention on

Nuclcar Sa./bty)aG diadopsipada l7 Juni 1994 sebagai bagian

dari upaya untuk memperkuat sistem keamanan global nuklir.

Terdapat sej um I ah kewaj i ban dari negara peserta yang didasarkan

pada prinsip-prinsip yang terdapat pada dokumen Keselamatan

Furrdanrental IAF,A "tha Safety of Nuclear Installations".

Kervajiban-kewajiban negara tersebut meliputi, penempatan.

desi gn- konstruksi. pengoperasian, ketersediaan dana yang cukup
45 Protokol -lambahan (Additional Protocol) merupakan perjanjian tambahan dari
Pcrjanjian Kcsclamatan (Safeguard Agrcement) antara negara yang bersangkutan
dengan IAE,A untuk pcncrapan standard kcselamatan energi nuklir. Dengarr adanya

Protokol tambahan ini, sehuah negara akan diminta untuk melaporkan pada IALA
pcredaran bahan nuklirnya dan irrformasi yang perlu dan bersedia mcmbcrikan in
formasi tambahan jika diperlukar-r dalam hal terjadi ketidak sesuaian dalam laporan
tersebut sckaligus memberikan akses pada IAEA untukpeninjauan lokasi.
46 Konvcnsi ini diadopsi di Wina, 17 |une 1994; Its aim is to legally comnrit
participating States operating land-based nuclear power plants to maintain a high level

ofsafety by sctting international bcnchrnarks to which States would subscribe. Pcr 4
April2OOT terdapat 65 negara penandatangan dan 6l negara peserta Konvensi.Scmua
negara yang mcmpunyai dan mcngopcrasikan pembangkit tenaga nuklir mertrpakan
negara pescrta dari Konvcnsi ini.

dan sumber daya manusia, penilaian dan verifikasi keselamatan.

penjaminan mutu, dan tanggap darurat.

Cara kerja dari Konvensi ini bukan didasarkan pada

"control and sanctioru" melainkan didasarkan pada 'kepentingan

umum negara-negara untuk mencapai tingkat keselamatan

yang lebih tinggi', yang akan dikembangkan dan ditingkatkan

melalui pertemuan rutin dari negara-negara peserta. Konvensi

mengharuskan negara peserta untuk mengirimkan laporan

sebagai kewajiban mereka untuk "peer review" dalam pertemuan

negara-negara peserta yang diadakan oleh IAEA.Mekanisme ini

merupakan elemen utama Konvensi yang sifatnya inovatif dan

dinamis.

Berkaitan dengan keinginan beberapa negara yang

ingin memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga

listrik. ElBaradei mengatakan bahu'a makin banyak negara

yang meminta bantuan IAEA untuk melakukan analisa dan

perencanaan energi nuklir. Jumlah negara yang ingin mempunyai

program pembangkit listrik tenaga nr.rklir cenderung meningkat

aklrir-akhir ini. tahun 2007 yang lalr.r. misalnya terdapat tujuh

negara yang meminta IAEA untuk membantu pembangunan

PLTN. Sedangkan untuk peredaran bahan bakar nuklir secara

multilateral. ada sejr.rmlal-r proposal yang masih dalam taraf

perkembangan, dan rencananya akan ada sejumlah dana yang

dialokasikan untuk membangnll semacam 'bank bahan nr.rklir'

sebagai 'last resort' di bawah pellgaw'asan IAEA. Cara ini

bertujuan untuk menempatkan aspek sensitif peredaran bahan

nuklir berada di bawah pengawasan intemasional. sehingga

tidak ada satu negarapun yang mempunyai kemampuan eksklusif

untuk memproduksi energi nuklir untuk senjata nuklir.



Setelah peristiwa Sebelas September atau 9lll,
berdasarkan re-evaluasi atas implikasi keselamatan nuklir, IAEA

mengidentifikasi empat macam ancaman terhadap keselamatan

nuklir a7 yaitu: a) pencurian senjata nuklir; b) instalasi nuklir

belum jadi yang mudah meledak yang berasal dari nuklir

curian; c) penyalah-gunaan nuklir dan bahan radio aktif lainnya

termasuk Radiological Dispersal Devices (RDD); dan d)

penyerangan atau sabotase atas instalasi nuklir atau bahan nuklir

dalam proses pengiriman. Yang merupakan target potensial dari

tindakan-tindakan di atas adalah PLTN, peredaran bahan baku

nuklir. reaktor nuklir, laboratorium, dan penyimpanan nuklir

serta lokasi tempat bahan baku nuklir di seluruh dunia yang

digunakan untuk kegiatan damai.

Evaluasi pengamanan nuklir yang didasarkan pada kecelakaan di

TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear, Jepang, diambel beberapa

lessons leamed dari kecelakaan tersebut yaitu:

L. Negara anggota segera melakukan evaluasi secara

menyeluruh atas design dari bangunan pembangkit tenaga

nuklir terhadap letaknya yang potensial atas ancaman alam

yang ekstrim (extreme natural hazard) dan menerapkan

tindakan-tindakan korektifyang perlu pada saat yang tepat;

2. Sekretariat IAEA dengan mempertimbangkan pengalaman-

pengalaman yang ada, mengembangkan metodologi

dan tersedia bagi negara anggota yang menginginkan

menggunakannya untuk melakukan evaluasi di negaranya;

47 L ihat http://rvrvu'. iaea.org/NervsCenter/Statenrents/DDGs/2005/

taniguchil6032005.html (dikunjungi 08/ll/2008); IAEA mendefinisikan nuclear

sccuriq scbagai "the means and wc-,y'.s of preventing, detectittg, and responding to
sabotage. llrc-ft and unaulhorised access to or illegal lransfer ofnuclear malerial and
olher radioactive subslances, cts vell as their associatedfacililies". Ihid.

3. Sekretariat IAEA, atas permintaan- memberikan bantuan

dan dukungan kepada negara anggota dalam menerapkan

national assesment atas design bangunan pembangkit

tenaga nuklir terutama yang letaknya terancam keganasan

alam.

4. Sekretaria IAEA, atas permintaan negara anggota,

melakukan peer review dari asesmen nasional dan

memberikan bantuan tambahan kepada negara anggota.
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l. Pembangkit ListrikTenaga Nuklir

Wacana pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit

tenaga listrik di Indonesia sudah mulai dirintis sejak awal tahun

1990an. Namun hingga sekarang belum pernah terealisasi'Dalam

kaitan dengan pembangunan PLTN di Indonesia' maka diadakan

jajak pendapat yang dilakukan oleh BAIAN setiap tahun sejak

tahun20lO.KegiatanpollingtersebutdilakukanSecaraterbaatas

meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Bali'Pada tahun 2010 hasil

jajak pendapat menunjukkan angka penerimaan 59'7 persen'

Sementara pada tahun 2011 angka tersebut turun menjadi 49'5

persen. Angka penerimaan pembangunan PLTN pada tahun 201 I

tersebut diduga dipengaruhi oleh kecelakaan PLTN di Jepang

menyusul gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada Maret

2011. Hal ini wajar karena jejak pendapat itu dilakukan pada

bulan Oktober 2}ll, yang masih sangat dekat dengan waktu

kejadian kecelakaan tersebut'Namun tampaknya angka jajak

pendapat itu turun hanya pada tahun 2011 saja'Karena pada

tahun selanjutnya terjadi kenaikan angka polling tersebut'

Jumlah masyarakat yang menerima PLTN pada tahun

2012 adalah sebesar 52,9 persen' tahun berikutnya tahun 2013

naik menjadi 60,4 persen dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan

yang signifikan menjadi 72 persen'as Wilayah tempat diadakan

jajak pendapat tersebut focus pada wilayah jamali (Jawa' Madura

dan Bali) dengan presentase 74 persen setr-rju dengan PLTN'

sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung setidaknya ada 57

persen yang menyatakan setuju' Adapun jumlah responden yang

dijudiku., ,u-pling secara nasional adalah 3000 responden'

48 g,AfeN: Masyarakat Sttdah Terima Kehadiran PLIN' lihat di

http://teknologi.n"*,.,i,o'o.id/neu.s/read/569350-batarr--nraS}alakat-sudah-terinla-
ketradiran-pltri(dikunjungi pada 9 Desember 201 4)

Metode yang digunakan adalah random sampling dengan margln

error yang cligunakan adalah 1,8 persen'ae

Dari hasil jajak pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa masyarakat sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang

pembangunan PLTN di Indonesia. Adapun hal-hal yang menjadi

persoalan adalah ketersediaan sDM, sumber daya bahan nuklir,

dan seberapa besar listrik yang akan dihasilkan. BATAN sendiri

sudah menentukan dua tempat yang tepat untuk dibangun PLTN

yaitudiJeparadanBangkaBeliturng.DirencanakanPLTNyang

akan clibangun kira-kira 12 unit di Jepara dengan kapasitas

masing-masing I 000 MWe dan I 0 unit di Bangka Belitung dengan

kapasitas 1000 MWe. Sementara itu BAIAN akan membangun

PLTN proyek percontohan di Serpong dengan kapasitas 10

MWe- sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan akan

Iistrik di sekitar wilayah Serpong. Selain itu, proyek percontohan

ini rrntr"rk sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan

pemanfaatan nuklir untuk listrik yang aman'

Di Indonesia, hampir separuh penduduk Indonesia'

tenttama di Kalimantan dan Sumatera belum dapat menikmati

listrik dan beberapa daerah masih terisolasi. Oleh karena itu di

masa datang akan terjadi peningkatan kebutuhan energi listrik,

tercatat pertumbuhan permintaan akan energi listrik sebesar

7.lo/, hingga 2026. Kapasitas terpasang total saat ini kurang

dari i0GW. clengan sistem kelistrikan interkoneksi yang masih

terpusat di Jawa dan Bali serta sebagaian Sumatera'so

Pembangkit tenaga listrik yang digunakan saat ini

49 tbid
50 Lihat, I:crhat Aziz, AP a dan Mengapa Pembangkit Tenaga Nuklir' IIKHT - B-ATAN'

S.sialisasi 
.'pcngenalan Ketentuan iniernasiotal Ketenaganukliran' Fakultas Hukum

Univ.Airlangga, Surabaya, I I April 20O8



berbahan bakar batu bara (c'oul) dan BBM. Dua bahan bakar

ini merupakan sumber energi yang tidak terbarukan yang
:

persediaannya makin menipis setiap tahun dan harganya

cenderung melambung akhir-akhir ini. Tanpa bahan bakar

alternatif lainnya, pada tahun 2025 diperkirakan sistem Jawa

Bali perlu 65 PLTU baru kelas 600 MW yang membutuhkan

120 juta BB/tahun.5'Hal ini menimbulkan problem transportasi

BB dan lingkungan hidup. Di samping itu, dua bahan bakar

ini mempunyai emisi CO2 yang tinggi dibandingkan dengan

bahan bakar yang lain.5zDengan dernikian bahan bakar jenis ini

dapat meningkatkan pemanasan global yang menjadi isu panas

belakangan ini.

Mengingat bahan bakar batu bara dan BBM yang sudah

kian menipis, pemerintah sudah mulai mengambil beberapa

kebijakan pengketatan energi listrik, rnulai dari pencabutan

subsidi listrik untuk pelanggan golongan 6.600 VAdan 2.200VA

(Jawa Pos,23 April2008), pemberlakuan iuran listrik progresif,

kalangan industri diminta beroperasi di akhir pekan, sampai

dengan pemadaman listrik secara bergiliran. Indonesia memang

belum mengalami krisis energi listrik yang sebenarnya.Namun.

semua kebijakan tersebut sifatnya sementara.

Pemerintah berusaha keras untuk mencari bahan bakar

alter.natif selain batu bara dan BBM sebagai langkah antisipasi.

Potensi energi nasional yang melimpah ruah memang tidak

diragukan, terutama energi terbarukan yang sangat bervariatif.

sl Ibid
52 tlntuk batu bara cmisi CO2nya adalah 97511000 (g-Co2lkWh -rrct supply)

sedangkan BBM sebesar 742 glkWh. Dua bahan bakar ini merupakan bahan bakar

yang mempunyai emisi CC)2 tertilrggi, dibandingkan misalnya dengan gas alam yang

mempunyai emisi CO2 scbcsar 608 gikwh. Scdangkan PLTN mempunyai emisi CO2

sebesar 22 glkWh,solar 53/kwh, ge othermal 15 g/kwh, angin 29 g/kWh, Ibid

Namun. se-iauh ini belum dimanfaatkan secara optimal. Besaran

energi terbarukan di Indonesia dipetakan sebagai berikut :

(a) Tenaga air diperkirakarr '75,67 Giga Watt (GW);

(b) Panas bumi: 28,00 GW;

(c) Biomassa:49,81 GW;

(d) Energi laut (Hydrokinetic Energi): 240,00GW dan

(e) Matahari (6-8 jam/hari): 1200,00 GW.

Disisi lain juga terdapat potensi energi fosil, seperti

batubara (104 Miliar Ton) dan gas bumi (384,7 TSCF) yang

cenderung produksinya saat ini diekspor sebagai sumber

pendapatan negara. Disamping itu, lndonesia juga dikenal

sebagai penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm OiUCPO)

terbesar di dunia, dimana CPO dapat dijadikan sebagai niofuel.

Besamya potensi sumber daya energi baru yang berasal

dari energi laut, bioma.ssa dan surya sangat prospektif dan

menjanjikan.Tetapi yang terjadi sebaliknya, krisis energi listrik
semakin menghantui Indonesia.

Krisis energi listrik yang terjadi bukan disebabkan

Indonesia tidak mempunyai sumber daya energi - primer,

namun lebih disebabkan karena belum melakukan tata kelola

energi yang tepat, baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan

energi tersebut.Apabila PLTN menjadi pilihan di tengah

ancaman krisis energi. maka pemerintah perlu memperhatikan

studi keekonomian energi listrik yang dihasilkan oleh

PLTN. Studi keekonomian PLTN yang pernah dilakukan

oleh Keystone Center 2OO7 di Amerika menunjukan bahwa

biaya konstruksi pembangunan PLTN bervariasi antara t/S$

3600-1000/KW dengan harga listrik antara US$ 8-11 cents/

KWH. Sementara, studi yang dilakukan oleh Standard &



Poor's and Moodyb, mendeskripsikan biaya konstruksi PLTN

sebesar US$ 5000-6000/KV.Sedangkan berdasarkan beberapa

kontrak PLTN di Amerika dengan menggunakan type Advanced

Passive - AP 1000 diperlukan investasi sebesar US$ 5000/

KW.Apablla biaya decommissioning dan biaya pengolahan

limbah uranium dimasukan sebagai biaya investasi, maka harga

listrik PLTN pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 7000/KW,dan

harga energi listriknya sebesar IJS 8-llcents/KWH. Sedangkan

harga pada202O diperkirakan akan meningkat dua kali lipatnya

(Moody b C orporate Finance).

Tenaga surya dan angin mempunyai permasalahan

pada stabilitas suplai, berkapasitas rendah dan harga mahal-

Geothermal dan hydro terbatas jumlahnya. unit relatif kecil

dan ongkos produksi mahal.Sedangkan penggLrnaan biofuel

skala besar dapat mengancam lingkungan.Dari beberapa bentuk

energi alternatif tersebut, pemerintah mulai melakukan langkah

yang serius untuk penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit

tenaga listrik.Energi nuklirmerupakan energi yang bersih. hampir

tidak menimbulkan polusi, murah dan yang paling penting energi

nuklir ini merupakan energi terbarukan.5rSehingga dari semua

jenis bahan bakar altematif tersebut di atas, nuklir merupakan

pilihan yangfeasible.

Nuklir sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik

telah dipakai oleh banyak negara, seperti Perancis, Kanada,

Amerika, Jepang, dan Korea Selatan.Nuklir diakui sebagai energi

yang bersih.Bahkan energi listrik berbahan nuklir dari Perancis

sudah diekspor ke negara tetangga yaitu Italia dan sampai saat ini

terbukti aman.54 Nuklir bukan merupakan kompetitor dari batu

bara atau BBM, melainkan nuklir sangat dibutuhkan sebagai

bahan bakar pendamping jika masyarakat menginginkan energi

yang bersih.

Nuklir mendukung lingkungan hidup karena hampir tidak

ada emisi CO2 dan zat berbahaya lainnya.Dengan memanfaatkan

nuklir, maka pemerintah telah melakukan diversifikasi dan

konservasi energi untuk mengurangi ketergantungan dan

penghematan.Bahan bakar yang tak terbarukan yang kian

menipis jumlahnya dapat dihemat. Di samping itu. mengingat

harga bahan bakar nuklir relatif stabil, maka pengadaan energi

listrik akan terjamin dari segi keamanan dan kemandirian suplai

energi. Selain itu nuklir merupakan energi pembangkit listrik
yang murah karena biaya fasilitas pembangkitnya yang murah.55

Pemanfaatan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik

masih dibayangi oleh ketakutan akan bahaya radiasi dan

keamanannya. Hal ini terkait dengan peristiwa meledaknya

reaktor Chernobyl yang terjadi tanggal 25 April 1986.56 Musibah

Chernobyl yang menurut the International Nuclear Evenl

Scale masuk level ke-7 atau level paling atas. sempat dianggap

sebagai akhir dari industri nuklir karena peristiwa tersebut

54 Goei 'Iiong Ann lr, 22 Tahun .Trageli Chernobyl, lawa Pos, 20 April 2008. Goei
Tiong Ann ini adalah rohaniawan dan aktivis lingkungan ,vang bcrtcmpat tinggal
di Italia dan salah satu artikeliry.a ini merupakan testimoni pentrlis scbagai pemakai
energi listrik dari bahan bakar nuklir.
55 Sebagai pcmbanding, pengaruh kenaikan harga bahan bakar pada biaya listrik di
AS adalah sebagai berikut: biaya listrik berbahan nuklir akan naik 9%, batu bara naik
3l% sedangkan gas akan naik sebesar 66%, lihat Aziz, ibid.
56 Musibah melcdaknya reaktor nuklir Chernobyl di Rusia mcrupakan ^a tragic but
important turning point for the IAEA" seperti yang dinyatakan olch Dr Mohamcd
ElBaradei, lihat di"l5 years after Chernobyl, nuclear porvcr plant sal'cty improved,
but strains on health, economy and environment rcmain", http://rvrvs'.iaca.org/
NervsCenter/Peatures/Chemobyl-15/chemol5-main.shtnrl (dikunjungi 9l22l2OO8)

53 lbid.



nuklir dianggap sebagai bahan bakar yang menyebarkan radiast

radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Penelitian intensifyang dilakukan oleh IAEAmenunjukan

bahwa peristiwa meledaknya reaktor nuklir Chemobyl

disebabkan karena adanya cacat design di reaktor, ditambah

dengan pelanggaran serius prosedur pengoperasian mesin reaktor

oleh pekerj a y ang tidak profesional. 5 TMusibah ini menimbulkan

beberapa efek buruk, baik pada lingkungan, kesehatan, sosio-

ekonomi, dan psikis/kejiwaan di daerah sekitarnya.Namun yang

paling serius adalah efek kejiwaan karena kurangnya informasi-

kondisi stress dan tranma karena relokasi penduduk sekitar.5s

putusnya hubungan sosial masyarakat, dan ketakutan yang

sangat terhadap radiasi.

Jumlah pasti korban musibah Chernobyl itu sendiri hingga

kini masih simpang siur karena pada saat kejadian pemerintah

komunis Uni Soviet menutupi jumlah korban sebenarnya'

daftar nama korban tidak komplit dan pejabat berwenang soviet

kemudian juga melarang dokter untuk membubuhkan 'radiasi'

sebagai penyebab kematian pada surat kematian' Selain itu'

korban meninggal dengan penyakit yang sama juga menimpa

orang yang jauh dari lokasi reaktor nuklir yang tidak terkena

radiasi secara langsung.

Laporan yang dibuat oleh the Chernobyl Forum' sebuah

lembaga yang khusus rnenangani kasus Chernobyl yang berada

di bawah koordinasi IAEA dan WHO, menyatakan 56 korban

meninggal terkait dengan kebocoran reaktor nuklir/fallout (47

s7 Ibid.
5g Sejumlah 336.000 orang di evakuasi dan diungsikan kc tempat yang aman saat

kejadian berlangsung

orang pekerja dan 9 anak-anak karena kanker thyroid). dan kira-

kira 4000 orang terkena kanker diantara 600.000 yang terkena

paparan radiasi tinggi dan 5000 diantara 6 juta orang yang

tinggal disekitar reaktor Chernobyl.5e

Namun demikian, musibah Chernobyl tidak melemahkan

posisi energi nuklir di Rusia. Negara ini mempunyai 30 buah

reaktor nuklir yang berada di 9 lokasi; dimana l1 diantaranya

mempunyai tipe yang sama dengan reaktor nuklir Chernobyl

yaitu 4 ada di Krusk, kemudian 4lagi ada di Leningrad dan 3 ada

di Smolensk. Di samping itu, saat ini di Uni Eropa ada sekitar

150 pembangkit tenaga nuklir dan di dunia ada sekitar 442 buah

yang beroperasi.6oBoleh jadi musibah Chemobyl merupakan

tragedi mengerikan bagi sejarah perkembangan nuklir.Namun

peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang teramat penting

dan merupakan titik balik bagi IAEA untuk membentr:k dan

menentukan standard keselamatan sebagai kesepakatan global

yang mengikat negara anggota. Dengan demikian tidak akan

terjadi Chernobyl kedua kalinYa.

Beberapa kesepakatan global dalam bidang keselamatan

(sqfeguard)penggunaan nuklir untuk tujuan damai yang menjadi

rujukan setiap negara anggota IAEA. termasuk Indonesia dalam

pemanfaatan program energi nuklir adalah:6r yang meliputi

59 Saat kiladian dua orang meninggal karcna ledakan, sedangkan angka PBB menyc-

butkan 9000 orang tewas akibat kankcr, scdangkan LSM Grccnpeace mcnyebutkan

angka 93.000 orang, dan jumlah orang cidcra mcncapai 200 ribtr orang

60 AS: kapasitas nuklir bertambah 50 GWc pada 2020 menjadi 148 GWe; Ilinlandia
membangun reaktor yang kelima; Brazil program nuklir bangkit dan berkcmbang;

India kapasitas nuklir bertambah dari 18 cwe menjadi 22 GWe pada 2020; china dari

30 GWe menjadi 38,5 GWe; |epang dari 20 mcnjadi 67,5 Gwe; dan Korea dari 9 GWe

mcnjadi 26,5 GWe pada2O2O, Aziz,loc.cil.
6l\azizHasan, Peran Perjanjian Internrtsionol Ketenaganukliran Dalarn Pemanfaatan

Nuklir untuk Tujuan Damai, disampaikan pada Kcgiatan Pcngcnalan Peraturan In-

ternasional Ketenaganukliran, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, t I



semua hal yang berkaitan dengan nuklir, yang didasarkan pada

faktor-faktor yaitu:

L. keselamatan;

2- radiasi;

3. pengelolaan limbah:

4. pemindahan;

5. tindakan emergensi;

6. perlindungan fisik nuklir;

7. perlindungan instalasi nuklir dari penyerangan:

8. perjanjian keselamatan dan verifikasi: serta

9. Traktat NPT dan CTBT.

Dari sejumlah rujukan ketentuan standard internasional

tersebut, dapat disirnpulkan bahwa keselamatan dan keamanan

reaktor nuklir harus tnerttpakan prioritas tttama dari semua

negara. Jika standard internasional tersebut diikuti secara ketat

dan benar, maka program ketenaganukliran akan berlangsung

secara aman6r dan terkendali, tidak diselewengkan untuk

senjata, serta aman clari sabotase' Dari segi design PLTN

merupakan pembangkit tenaga listrik yang aman karena

dirancang secara urorclern sedernikian rupa sehingga aman

dalam pengoperasiannYa."i

ll. Pemanfaatan nuklir untuk kesehatan

Dalam perkembangannya nuklir bermanfaat bagi

pengembangan di bidang kesehatan, pangan, dan energy-

BATAN telah mampu mengembangkan iptek nuklir untuk

pengobatan penyakit kanker ganas yang menjadi salah satu

penyakit penyebab kematian yang utama di Indonesia.Di bidang

kesehatan mulai tahun 2014 BATAN bersama institusi lainnya

sedang mengembangkan teknologi anti kanker atau terapi

kanker dengan metode boron.6aNama lengkapnya metode Boron

Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT) yang merupakan

teknologi nuklir yang juga telah dikembangkan oleh beberapa

negara maju.Namun yang dikembangkan oleh Indonesia ini

berbeda.

Jika negara lain lebih focus pada kanker otak. maka

BATAN lebih rnengembangkan untuk kanker pa1'udara karena

jenis kanker ini yang lebih banyak menyerang masyarakat

Indonesia. Metode borotr yang sedang dikernbangkan ini bisa

jadi merupakan iptek nuklir yang lebih maju dibandingkan

dengan yang sedang dikernbangkan oleh negara lain terkait

dengan ketepatan sasaran. Metode boron yang dikernbangkan

di negara-negara maju saat ini memiliki ketepatan sasaran satu

disbanding sepuluh.Artinya penghancuran sel kanker masih bisa

mengenai sepuluh persen sel sehat dari si penderita. Sedangkan

metoda yang sedang dikembangkan di Indonesia lebih tepat

keselamatan terdiri dari: 'high'qtrality dcsign & construction' cqr.ripmcnt which

prevents operational disturbanccs dcvcloping into Problems, redundant and diversc

systems to detect problems, control damage to the fuel and Prevent signi6cant

radioactive releases, and provision to conlinc thc effccts ofsevere fuel damage to the

plant itself, Aziz, ibid.
64 Batan Kembangkan Nuklir untuk lcrapi Kanker Payudara. Iihat di Viva Nervs.

Minggu 7 Desember 201 4 http://tekrrologi,nes s.viva.co.id/nervs/read/566067-batan-
kembanskan-nuklir-untuk-terapi-kankcr-paJudara (dikunjungi I I Desember 2014)

April 2008

Oi Dari berbagai penelitian nuklir merupakan encrgi yang aman digunakan'

-ir"l,.,yu, lumlali kcielakaa. dalam kurun lgT1-lgg2 hanya terdapat 3.1 keiadian

JiUu'ai,',g'Uut,rbara (6400)' gas alam (1200) dan hldro (4000): dari scgi kccclakaan

fung -",iburua korban mati pe r -f Wy clcctricity' nuklir (8)' hatubara (3'12)' gas alam

iSSi aun hydro (883); Roberts Ball & Simpson' Research Rcport #20' Ccntrc for

Environment&RiskMarragcmcnt'Univ.ofEastAnglia,l994;Hirsclrbcrgcta|'Paul
schcrrer Institut, lgg6; daLm: IAEA, sustainable Developmetlt dnd Nucla.a, Power,

1997: Severe Accidents in the Energy Secfor, Paul Scherrer Institut,200l' dikutip dari

Aziz, loc.cit
63 Philosophy ketahanan, suatu design yang sudah terbukti (proven dcsign) yang
:rrnbl" op"ririin, redrmdancy, mtiltiple barrie_r'-yang terdiri dari 5 lapis pcrlindungan

trntukp"rrc"guhankecelakaandanpengendaliankecelakaan:Faktorkuncidarisisi



sasaran karena hanya berdampak pada lima persen sel sehat

si penderita. Selain itu, metoda boron ini tidak menggunakan

system penyinaran langsung sebagaimana metoda boron selama

ini.BNCT melakukannya dengan penyinaran tidak langsung,

yaitu dengan cara injeksi senyawa boron ke dalam tubuh pasien,

kemudian ditembakkan setelah berada di dalam sel yang telah
terkena virus kanker. Sehingga apabila terapi kanker melalui
iptek nuklir ini berhasil, maka akan sangat membantu para

penderita kanker. Metoda BNCT ini pada 2017 sudah akan

masuk pada tahap uji coba.

lll. Ratifikasi Perjanjian Internasional di bidang nuklir oleh

Indonesia

Indonesia saat ini telah meratifikasi Statuta IAEA
dengan UU nomor 2511957 dan Perubahan (Amendemen) Pasal

VI Anggaran Dasar IAEA dengan UU nomor 2/1973. Selain

itu Indonesia juga telah meratifikasi Traktat NPT dengan UU
811978 yang dilengkapi dengan Sct/bguards Ag'eentent antara

Indonesia dengan IAEA tahun 1980 serta Additional Protocol
pada tahun 1999. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan

dengan perlindungan nuklir yang juga telah diratifikasi oleh

Indonesia, yaitu: Plrysicul Protection of' Nuclear Material
(Keppres 49/1986). Early Notificution o.f a Nuclear Accident

(Keppres 8l/1993). Conyention on Assistctnce in the Case

of a Nuclear Accident or Rodiological Emergency (Keppres

82/1993), Convention on Nucleqr Safety (Keppres 10612001).

Di samping itu, Indonesia merupakan negara penandatangan

beberapa Konvensi internasional dalam bidang nuklir, yaitu:

Comprehensive Nuclecrr Test Ban Treoty (CTBT) 24 September

1996,Joint Convention on the Safety of'Spent Fuel Management

and the Safety of Radioactive Waste Managenterzl 6 Oktober

1997, Supplementary Compensation for Nuclear Damage, 6

Oktober 1997.

Pengembangan PLTN di Indonesia tidak perlu ditanggapi

secara apriori.Perlu pemikiran yang matang dan mendalam untuk

memutuskan penggunaan PLTN, yang didasarkan pada riset

yang komprehensif dan berkaitan dengan pengoperasiannya.

Hal ini tidak saja berkaitan dengan teknologi nuklir itu sendiri

dan sumber daya manusianya, namlln berkaitan dengan sisi

keselamatan pengoperasiannya dan sisi pengamanannya dari

pihak yang tidak bertanggung jar.vab, rnisalnya teroris.

Musibah Chernobyl memang merupakan tragedi

nuklir terburuk dalam sejarah ketenaganukliran. namun saat

ini, berdasarkarr pengalaman buruk Chernobyl tersebut, telah

dikembangkan reaktor nuklir yang lebih modem dan aman-

selain didukung juga dengan berbagai standard keselamatan dan

ketentuan-ketentuan intemasional yang mengikat negara-negara-

Pasca kejadian Chernobyl telah terjadi revolusi perancangan

reaktor nuklir, antara lain kesalahan desain yang buruk, sistem

pendingin yang gagal, dan kesalahall operator.

Dalam perkembangan, lnullcul sekitar tujuh tipe PLTN-

yaitu Reaktor Air Mendidih (Boiling Water Reactor /BWR).

Reaktor Air Bertekanan (Pressurized Water Reactor/P\['R).

ReaktorAir Berat Bertekanan (Pressurized Heavl' Water Reactor/

PHWR), Reaktor Grafit BerpendinginAir (Light Water Graphite

Reactor/LWGR), Reaktor Pembiak Cepat (Fast Breeder Reactor/

FBR). dan Pebble Bed Reactor (PBR).Di antara 7 reaktor itu,

tipe PBR terbanyak digunakan. mencapai 70 persen jumlah yang



ada di dunia. Sedalgkan BWR merupakan reactor yang kedua

terbanyak.Dua tipe reaktor itu terus mengalami pengembangan'

terutama pada peningkatan sistem keamanannya'Kini' reaktor

BWR telah lahir tiga sampai empat generasi baru'

Sedangkan untuk kasus Fukushima' Jepang' lebih kepada

penanganan decay heat, panas sisa pasca reaktor mati dengan

sendirinya karena gempa, antara 1-2 persen dari kekuatan penuh

reaktor.Gensetdarurathanyabisaberkerjaselamaljamsebelum

terhantamtsunami.Ketikasistemfailakibatnyafatal,tapipada

sistem yang baru- sistem pengangkutan panasnya alamiah'

mengandalkan sistem gravitasi sehingga tak perlu listrik atau

pun operator- Lebih dari itu' disabotase pun reaktornya tidak

akan meledak-

Terkait dengan wilayah yang aman untuk PLTN' maka

dapat dipilih beberapa wilayah yaitu rvilayah utara Jawa

seperti Jepara. Tanjung Bontang dan Pulau Panjang di Banten'

kemudian Bangka Belitung' serta Kalimantan' Namun harus

tetap mempertimbangkan sejumlah syarat' seperti ancaman

gempa. tsuuami" clan gunung api' Resiko akan semakin besar

jika dibangun di daerah itu termasuk dari sisi pembiayaan'

Oleh karena nuklir merupakan energi yang bersih' murah'

dan aman maka nuklir merupakan energi yang sesllai unttrk

Indonesia terutama untuk mengatasi krisis energi ya'ng terjadi

tahun-tahun terakhir'selain ittt penggunaan energi nuklir

telah mempertimbangkan perbandingan dengan alternatif-

alternatifnya dari beberapa segi antara lain pendanaan' unjuk

kerja dan keandalan' ketergantungan dari fluktuasi dalam

ketersediaan dan harga pemasok' serta dampak lingkungan dan

kesehatan.

Pertang g ungi aw ub an Ker ug i an
Nuklir



mengatur nlengenai pertanggung jawaban kerugian nuklir'

Konvensi internasional tersebut diantaranya adalah the 1960

Paris Convention on Third Party Liability in the Field of

Nuclear Energy yang telah direvisi pada tahun 1964' 1982 dan

2004danthelg63ViennaConventiononCivilLiabilityfor
Nuclear Damage yang direvisi pada tahun 1997' Selain itu

terdapat the 1963 Brussels Convention Supplementary to the

Paris Convention untuk melengkapi Konvensi Paris dan the

1997 Convention on Supplementary Compensation for Nuclear

Darnage untuk melengkapi Konvensi Wina' Sedangkan the

1988 Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna

Convention and the Paris Convention adalah Konvensi untuk

meniembatani negara-negara pihak pada Konvensi Wina dan

Konvensi Paris. Konvensi-konvensi internasional ini adalah

untuk mengantisipasi jika tirnbul kerugian nuklir sebagai sebuah

hasil karya manusia yang mungkin saja dapat rnenimbulkan

resiko atau bahaya sehingga konvensi dapat memberikan

penyelesaian.

Menurutaturanhukurninternasionaljikaterjadi
kecelakaan nuklir maka pihak pengusaha instalasi nuklir

merupakan satll-satunya pihak yang harus bertanggung jawab

dengan menerapkan konsep strict liabiliry'Namun penerapan

konsep pertanggLlng jawaban s trict liability tersebut mengandung

pembatasan iurnlah pertanggungiawaban dan jangka waktu

keu'aj iban pemberian ganti ruginya'

Berkaitan dengan perkembangan hukum nuklir terutama

terkait dengan pertanggungjawaban nuklir' maka komunitas

nuklir mulai kuatir akan bahaya kecelakaan nuklir yang dalam

skala satrgat besar ketika nuklir jatuh ke kelompok teroris

terutama terkait dengan instalasi nuklir dan pengangkutan bahan

nuklir. Hal ini dipicu oleh kejadian insiden menara kembar di

Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 (September

eleven). Kekuatiran tersebut dikarenakan adanya kelonggaran

dalam berbagai peraturan menyangkut tanggung jawab

pengusaha instalasi nuklir, baik pada level nasional maupun

internasional.

Pada tingkat internasional, pada saat itu tidak satupun

konvensi internasional yang mengatllr mengenai terorisme dalam

kaitannya dengan bahan nuklir.Hal ini memunculkan analisis

yang menyimpr,rlkan bahwa pengusaha instalasi nuklir harus

bertanggung jau'ab dalam kecelakaan nuklir yang diakibatkan

oleh aksi terorisme.Dalam menyikapi atas masalah ini, maka

negara-negara mengatur dalarn peratLlran nasional mereka

tentang pertanggunglarvaban nuklir dan terorisme.Sebagai

contoh, Finlandia sebagai negara peserta dari Konvensi Paris

telah rnemperlttas pengertian kerugian nuklir tersebut termasuk

akibat aksi terorisme dalam undang-undang nasionalnya.

Pertanggungiawaban kerugian nuklir terkait dengan

kerugian nuklir. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang

dapat berupa : kematian. cacat. cedera atau sakit, kerusakan

harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang

ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat

racun. sifat mudah meledak. atau sifat bahaya lainuya sebagai

akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau

selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat atau

tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup-

UU nomor l0 tahun 1997 tentang ketenaganukliran



mengatLrr tentang pertanggungjawaban nuklir dalam pasal 28

yang menyatakan,

"Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab

atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga

yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yqng teriadi

dalam instalasi nuklir tersebut- "

Menurut UU 10/1997, pengusaha instalasi nuklir adalah

orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab

dalam pengoperasian instalasi nuklir. Pengusaha instalasi nuklir

tidak bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diakibatkan

oteh pertikaian, konflik bersenjata atau bencana alam' Pengusaha

instalasi nuklir bebas dari tanggung jawab seluruhnya atau

sebagian jika tlapat membuktikan adanya kesengajaan dari pihak

ketiga. Besarnya pertanggungiawaban nuklir paling banyak

besarnya 900 milyar untuk setiap kecelakaan nuklir'

Produksi danlatau pengadaan bahan baku untuk

pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana (dalam hal ini BATAN). Badan Pelaksanatersebut dapat

bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/

atau badan swasta. Dari sisi pengusahaan atau produksi bahan

bakar nuklir yang bersifat komersial dilaksanakan oleh Badan

Usaha Milik Negara, koperasi. dan/atau badan swasta (pasal

l1 uu lollggT).oleh karena itu jika terjadi kecelakaan nuklir,

maka mereka ini yang berkewaiiban atas pertanggungiawaban

nuklir dan ganti ruginYa.

Di Jepang kerugian nuklir didefinisikan secara sangat

fleksibel, sehingga memudahkan dalam menyesuaikan dengan

berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul di masa

mendatang. Aturan hukum di Jepang berbunyi sebagai berikut:

" setiap kerugian yang disebabkan oleh pengaruh proses

fisi bahan bakar rutklir pengaruh radiasi bahan bakar

nuklir dan sebagainya, atau pengaruh sifot beracun

bahan-bahan tersebut (yang berorti pengaruh yang

menyebabkan keracunan atau deuteropathy terhadap

tubuh manusia karena menerima atau menghirup

bahan tersebut); dengan syar(tl bahwa kerugian yong

diderita oleh pengusaha instalasi nuklir menurut ayat 3

dikecualikan. "

Aturan hukum semacam di Jepang ini sangat fleksibel,

sehingga memudahkan dalam merespons dan menyesuaikan

dengan berbagai permasalahan baru yang mungkin muncul'Oleh

karena itu aturan semacam itu patut untuk dipertimbangkan

mengingat kondisi masyarakar Indonesia yang rentan terhadap

isu atau rllmor.

Jumlah pertanggungiawaban yang layak dibebankan

kepada pengusaha instalasi nuklir selalu menjadi perdebatan

baik di level nasional dan internasional.Hal ini wajar, lebih

lagi ketika dikaitkan dengan efek dari suatu kecelakaan nuklir,

seperti yang pernah terjadi di Chernobyl yang sering dijadikan

rujukan dari beberapa kasus. Menurut aturan yang ada,jumlah

pertanggungiawaban pengusaha instalasi nuklir di Indonesia

saat ini sebesar Rp. 900.000.000.00 (Sembilan ratus milyar

rupiah) yang ditetapkan dengan mengacu pada Konvensi Wina

dikonversi ke rupiah dengan kurs satu dolar AS pada tahun 1997

sebesar Rp. 2.500 (clua ribu lima ratus rupiah). Apabila terjadi

perubahan nilai rnata uang. nilai pertanggungiawaban ini akan

ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan nilai



kurs saat ini empat kali lebih besar dari nilai pada tahun 1997.

sehingga nilai tersebut berubah menjadi 3-02-000.000.000,00

(Tiga triliun dua milyar rupiah). Hal ini bisa jadi akan

menimbulkan masalah terkait dengan nilai pertanggungi awaban

tersebut, belum lagi terkait dengan kemampuan pasar asuransi

dalam menanggung jumlah tersebut. Peristiwa Chernobyl telah

menyebabkan beberapa negara untuk meningkatkan jumlah

pertanggungjawaban kecelakaan nuklir. Di Inggris jumlah

tersebut ditingkatkan menjadi 140 juta Poundsterling pada tahun

1994, dan C$ 75 juta di Kanada, 150 juta SDRs atau 180 juta

Euro di Ukraina, 700 juta Euro di Swiss dan Finlandia. dan2,5

milyar di Jerman, dan US$ 36 milyar di Cina.

Peran perusahaan asuransi dalam kecelakaan nuklir

sangat diharapkan terkait dengan sifat khas dari nuklir. Namun

sehubungan dengan besarnya nilai pertanggungiawaban

kecelakaan nuklir, maka di beberapa negara dibentuk pool

asuransi yarrg diorganisasikan secara nasional' Beberapa

pool asuransi untuk nuklir di beberapa negara yang dibentuk

karena kepentingan di negara tersebut adalah: ASSURATOME

di Perancis, Hungarian Atomic Pool di Hungaria, Nuclear

Insurance and Reinsurance Pool, Ljubijana di Slovenia, Nuclear

Energy ilnsurance Pool of the Republic of China, Deutsche

Kemreaktor Versicherungsggmeinschaft di Jertnan, Nederlandse

Pool voor Verzekering van Atootnrisico's di Belanda, The

South African Pool for the Insurance of Nuclear Risks, dan The

Japan Atomic Energy Insurance Pool. Ketika Indonesia sudah

mernpunyai PLTN maka kebijakan serupa harus diarnbil untuk

pertanggungjawaban kecelakaan nuklir.

Terkait dengan prioritas penggantian kerugian, maka

selama jumlah pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir

mencukupi untuk mengganti semua klaim yang timbul, maka

distribusi total jumlah yang tersedia akan berlangsung secara

otomatis atas dasar kewajaran (equitable). Akan tetapi karena

potensi kecelakaan nuklir itu besar, kerugian yang harus

diganti dapat melebihi jumlah maksimum pertanggungjawaban

pengusaha instalasi nuklir.Dalam situasi seperti ini, maka harus

dilakukan prioritas terhadap klaim tertentu. Namun, teknis

pelaksanaan di lapangan akan sulit terkait bahwa semua orang

menjadi korban dan mempunyai hak yang sama.Beberapa

negara yang mengatur prioritas klaim diantaranya Bulgaria,

Hungaria. Spanyol, Perancis. Belanda yang memberi prioritas

pada korban luka-luka. cidera atau sakit dan meninggal dunia.

Demi kepentingan korban, maka sebagian dana yang tersedia

disisihkan untuk mengantisipasi luka-luka/cedera atau korban

menin-egal dunia.

Dalam UU l0ll997 diatur tentang ancaman pidana.

Untuk operasi reaktor nuklir, dekomisioning tanpa izin maka

ancarnan pidananya penjara 15 tahun dan denda Rp I milyar,

jika menimbulkan kecelakaan nuklir maka ancaman pidananya

penjara seumur hidup/2O tahun dan denda Rp. I milyar (pasal

4l dan pasal42). Jika tidak mampu membayar denda ditambah

kurungan I tahun. Kemurlian petugas yang tidak mempunyai

izin, maka ancalnan pidananya penjara 2 tahun dan/atau denda

paling banyak 50 juta. Pemanfaatan tenaga nuklir tidak memiliki

izin maka dikenakan denda paling banyak Rp 100 juta dan bila

tidak mampu membayar denda di pidana kurungan I tahun' Bagi

penghasil limbah radioaktive tingkat tinggi tidak menyimpan



sementara, maka ancaman hukumannya 5 th dan denda Rp

300 juta bila tidak mampu membayar denda dipidana 5 th'

sedangkan penghasil limbah radioaktive tingkat rendah dan

tingkat sedang tidak mengelola limbahnya didenda Rp 100 juta

bila tidak mampu membayar denda dipidana kurungan 1 tahun'

Beberapa ketentuan yang berhbungan dengan

tugas dari BAPETEN adalah PP No. 33 tahun 2007

tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan

Sumber Radioaktifsebagai pengganti PP No'63 Tahun

2000 : Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan

Radiasi Pengion; PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan

pemanfaatan Tenaga Nuklir; PP No. 26 Tahun 2002 tentang

Keselamatan Pengangkutat Zat Radioaktif; PP No' 27 Tahun

2OO2 terfiang Pengelolaan Limbah Radioaktif. Serta beberapa

Ketentuan dari Kepala BAPETEN yang bersifat teknis

pelaksanaan, ketentuan keselamatan kerja dengan radiasi, tingkat

radioaktivitas lingkungan, ketentuan keselamatan pengelolaan

limbah radioaktive, ketentuan keselamatan pengangkutan zat

radioaktive, ketentuan keselamatan radiografi industri dan

pedoman penanggulangan keadaan darurat'

Pengaturan If ukum Internasional
tentang Senjato Nuklir



l. Overvierv senjata nuklir

"Only l% of the money spent on developing nev'

weqpons wotild be enough tofeed the entire world

and that, if we hope to escape self-destruction'

then nuclear weapons should have no place in

otr collective conscience' and no role in our

securitY/'6s

Pemyataan Mohamed ElBaradei' Sekretaris Jenderal

Badan Energi Atom Intemasional atau International Atomic

Energy Agency (selanjutnya disebut IAEA) sekaligus penerima

Nobel Perdamaian tahun 2005 tersebut di atas66 menggambarkan

betapa mahalnya senjata nuklir sehingga satu persen biayanya

saja sudah dapat untuk memberi makan seluruh penduduk dunia'

dan jika negara-negara ingin terbebas dari kehancuran dunia

maka seharusnya tidak ada tempat sama sekali bagi senjata nuklir

dalam nilai kebersamaan manusia dan dalam sistem keamanan

dunia.

Meskipun biaya persenjataan nuklir sangat mahal' nalnLln

banyak negara yang tetap mengembangkan teknologi senjata

nuklir.6TSenjata nuklir merupakan salah satu jenis senjata yang

dikenal dewasa ini-Saat ini telah berkembang bermacam-rlacarn

65 Nobel Lecture:Nobel Pcace Prize, Dr ElBaradei' 2005

66 Mohamed ElBaradei, Atoms for Peace: A Vision for the Ft.t ure, lihat httP://rvrvw'

iaea.org/Publications/Magazines/ Bullctin/ llull 45 2/ article 5. Pd f (dikunjungi l2 fttni

2oo8)
67 Scnjata nuklir adalah senjata yang mendapat tcnag'a tiari rcaksi nttklir dan

;"-p;;;; duy" p"-u,n'h ;;;; i'i'v'i' tcbuatrbom nuklir mamprr memttsnahkan

sebuah kota sekaligus' s"n;lto 
"''"'tttit 

telah- digunakan sebanyak drra kali' semasa

perang Dunia II olch AS *rira"p kota Hiro.shima tla.n Nagasaki di f cpang. pada masa

itu daya ledak born .,utti' yung aiitt'itL1 di Hiroshima dan Nagasaki se'bcsar 20 kilo

(ribuan) ton TNT. Sca"ngku'ibo- nuklir sckarang ini berdaya lcdak lebih dari 70

;;i;;;t.ll rNl ti-hut iup,lltd.-ikipcdia.org/wiki/Scnjara-nuklir (diakses l5

Oktober 2008)

jenis senjata.Dari mulai senjata konvensional' senjata kimia dan

biologi (Chemical and Biological Weapons), dan senjata nuklir

(nrrclear weapon), tiga jenis senjata terakhir merupakan senjata

pemusnah massal (weapons of mass destruction)'

Di sisi lain, seakan inginberkej aran dengan perkembangan

teknik persenjataan, negara-negara di berbagai forum telah

berusaha untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan senjata'

khususnya senjata nuklir Dimulai dari Konferensi Perdamaian

Den Haag 1899 dan l9O7 (the Hague Peace Conferences)' Traktat

NPT 1968 (Non-Proliferation Treaty), sampai dengan Traktat

Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau Comprehensive

Test Ban Treaty (CTBT) yang pada l0 September 1996 diadopsi

oleh Majelis Umum PBB- Selain itu, di lingkup regional' negara-

negara juga berusaha untuk membatasi penggunaan senjata

untuk keperluan pertahanan negara'

ll. Pengaturan penggunaan senjata menurut Hukum

Internasional
Selama bertahun-tahun, sejumlah proposirl telah

dibuat dalam berbagai forum internasional untuk pengurangan

penggunaan kekuatan senjata dan persenjataan itu sendiri'

Namun, dengan berbagai alasan, usul untuk perlucutan senjata

secara total dan menyeluruh ternyata telah ditolak oleh banyak

negara.Sejauh ini' hanya ketentttan pengawasalr senjata

(arms contro[) yang telah disepakati oleh negara-negara'

Pengawasan senjata dulunya diartikan sebagai aturan-aturan yang

membatasi persaingan senjata (khususnya nuklir) antar negara-

negara. bukan menghentikannya' lstilah pengawasan senjata ini
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mempunyai arti yang berbeda dengan 'regulatiott of arntantents'

atal. 'disarmament'yangdigunakan oleh Piagam PBB' Namun

demikian, saat ini terdapat banyak sekali peristilahan yang dapat

dimasukan pada kategori pengawasan senjata' yang semuanya

mempunyai tujuan sebagai berikut ini68

a) mernbekukan, membatasi, mengurangi atau memusnahkan

senjata-senjata kategori tertentu;

b) melarang percobaan senjata tertentu;

c) melarang kegiatan militer tertentu'

d) pengatllran penerjunan angkatan bersenjata:

e) pengecualian pengiriman beberapa senjata militer penting;

f) mengurangi resiko kecelakaan akibat perang;

g) melarang penggllnaan senjata tertentll atau cafa-cara

perang;

h) membangun kerjasama diantara negara-negara melalui

keterbukaan tentang masalah-masalah militer'

Saat ini, istilah pengawasan senjata sering dicampttr-adukan

dengan istilah pengaturan persenjataan' pembatasan sen'iata'

pengurangan senjata atau bahkan dengan istilah perlucutan

senjata atau'disarmament''

Pada dasarnya pengawasan senjata tersebut menurut

Goldblatdapatdigunakanttntukmengurangiresikoperangbaik

yang terencana atau karena tidak terencalla' memperlambat

persaingan persenjataan global dan regional' memprediksi

akibat-akibat yang ada bagi negara-negara yang sedang berseteru

karena adanya itikad buruk musuh' mengetahui perkembangan

a- I.*f G.l,lbl"' 20 02' Arnrs Control: the New Guide to Negotiations and Agreements'

Intcruational Peace Research Institute (PRIO)' Oslo' h' 3

senjata jenis terbaru dan teknik perang, meminimalisir 'gap'

antara negara yang bersenjata modern dengan yang tidak.

mendorong negara-negara untuk menggunakan penyelesaian

sengketa secara damai, mencurahkan seluruh sumber daya

untuk kemajuan ekonomi dan sosial' mengurangi kerusakan

dan penderitaan akibat konflik bersenjata, mengurangi bahaya

bagi lingkungan hidup, memajukan kerjasamayang lebih baik

diantara negara-negara.6'

lll. NPT: sejarah perkembangannya-

Pada 6 Agustus 1945 senjata nuklir yang pertama

dijatuhkan di Jepang. Yang dijatulrkan tersebut adalah bom

uranium yang dinamakan'Little Boy' yang telah menghancurkan

kota Hirosima dan merenggut 140.000 nyawa warga kota. Lima

tahun kemudian jumlah korban meninggal karena "Little Boy''

naik menjadi 200.000 korban. Penduduk kota Hirosima pada

waktu itu sekitar 400.000. Jumlah korban menggambarkan

kekuatan ledakan dari senjata nuklir pertama. Tiga hari ken-rudian

bom atom kedua dijatuhkan di Jepang- Kali ini yang dijatuhkan

adalah bom plutonium, dan dijatuhkan di kota Nagasaki. Pada

Desember 1945 sejumlah 70.000 orang meninggal dunia di

Nagasaki, dan setelah lima tahun jumlah korban naik menjadi

140.000 orang. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa

seniata dengan daya ledak yang sangat hebat telah diproduksi'

Saat ini, yang menjadi perhatian utama adalah mencegah senjata

nuklir tersebut menyebar.

Pada25 April 1945, tiga bulan sebelum dua bom nuklir

dijatuhkan di Jepang, Sekretaris perang Arnerika Serikat. Henry

69 lbid,h ll



Stimson, memberitahukan kepada Presiden Truman bahrva

pengawasan senjata nuklir

"Will undoubtedly be a matter of the greqtest dfficulty

and would involve such thorough going rights of

inspection and internal controls as we have ncver

heret oJbre cont emPlale d' "

Tiga negarayang menandatangani Perjanj ian Quebec (the Quebec

Treaty) berstuna-sama mengawasi produksi uranium dan thorium

selama masa perang' juga mengambil tindakan dalam mencari

solusi menyeluruh untuk masalah ini' Pada bulan November

1945. AS. Inggris. dan Canada mempresentasikan suatu strategy

ketika mereka mengumumkan Deklarasi Tiga Negara tentang

Energy Atom. yang menyatakan bah'n'a organisasi supranasional

baru, PBB hartts diberikan tanggung jarvab ttntuk menangani

pengawasan dan control atas penggunaan global dari energy

nuklir secara eksklusif untuk meningkatkan penggunaannya

secara damai.

Setelah itu AS dan lnggris mengusulkan pendirian

organisasi dengan kewenangan-baru rhe Llnitecl i\itttiotts Alontic

Energt Commission (UNAEC) dan hal ini sesttai dengan

Deklarasi Tiga Negara tentang Energy Atom' Uni Soviet

menerima usulan ini tetapi tetap berpandangan bahrva kerja dari

LINAEC diawasi oleh Dewan Keamanan dengan mekanisme

hak veto, yang hal ini disetujui oleh AS cian Inggris' Pada

Januari 1946 I-INAEC suclah terbentuk' dan pada tahun-tahun

sesudahnya banyak gagasan tentang bagaimana menghapus

senjata nuklir dan mengawasi penggunaan energy nuklir untuk

tujuan damai.

Proposal yang masuk. sebagai contoh, Baruch Plan

pada Juni 1946 dengan tujuan membentuk organisasi bernama

the International Atomic Development Authority (IADA) yang

diberikan kewenangan untuk menghentikan dan mengawasi

seluruh kegiatan di dunia terkait energy nuklir yang dianggap

sudah mengancam keamanan global. Tugas pertamanya yaitu

untuk mengumpulkan dan menyusun informasi lengkap dan pasti

atas cadangan uranium dan thorium dunia dan menguasainya'

The Baruch Plan bertujuan untuk mendirikan sebuah organisasi

internasional dengan kewenangan yang jelas yang dapat

menangani semua transaksi yang berkaitan dengan bahan nuklir.

Menurut usulan tersebut IADA juga meurpunyai kewenangan

untuk menerapkan sanksi pada negara-negara yang tidak patuh

pada regulasi internasional, dan tidak satupun negara yang dapat

mem-veto putusarulya'

Uni Soviet dibawah Stalin tidak setuju dengan proposal

ini karena penggunaan hak veto karena veto merupakan prinsip

yang paling penting dari system dimana empat negara pemenang

perang telah sepakat mengenai itu- Menlrtrt Uni Soviet hanl'a

empat negara-Perancis, Uni Soviet, Inggris, danAS- yang harus

menjaga ketertiban dunia. Selain itu, Rusia sudah memutuskan

untr.ik menguasai senjata nuklir untuk bagi negaranya, sehingga

Baruch Plan akan menyebabkan program senjata nuklir Soviet

tidak mungkin dilaksanakan. AS juga skeptic atas realisasi

Baruch Plan ini.Enam hari kemudian, menteri luar negeri Soviet,

Andrei Gromyko, menyodorkan proposal yang berisi rencana

(action plan) yang berbalikan dengan Baruch Plan'

Usulan Soviet membalik logika berpikir dari Barush

Plan 'control first, then disarmament' (awasi dulu, kemudian



peflLlcutan)'danmengklairrrbahwaadalalrlebihbaikrrrulai
dengan menghancurkan semua senjata nuklir yang ada (tidak

lebihdaritigabulansetelahKonvensiberlaku)dankemudian
LINAECberubahmenjadiIADAyangakanmemverifikasi
bahwa perjanjian telah dijalankan' Satu tahun kemudian' Soviet

mengusulkan pembentukan organisasi yang sama dengan system

pelaporan dan inspeksi, yang 20 tahun kemudian terbentuk

melalui Non-proliferation Treaty of Nuclear Weapon (NPT)'

Bedanya, usulan Rusia terkait dengan kegiatan energy nuklirAS

danUniSovietyangharusdiperiksa.UsulaniniditolakolehAS

karena dianggap tidak cukup'secara keseluruhan' pembahasan

I-JNAEC tidak berhasil.Dan pacla akhir 1949, setelah 200 kali

pertemuan. UNAEC dibubarkan'

PadaSeptembertahr'ttritrr.UniSovietrnelakukanr'rji

tes nuklir pertamakalinya'Kabar ini rnembuat kaget seluruh

pejabat AS'Mereka memperkirakan bahwa butuh 20 tahun

bagiUniSovietuntukmenjaclitlegaranuklirterbesarkedua.
Terbukti bahwa perang dingin dan upal'a-upaya yang diarahkan

untuk rnendirikan system )'ang secara global dapat diterima

atas pengawasan bahan nuklir yang didukung oleh dua negara

super power dari dulu satnpai pacla tnasa yang lama merupakan

'utterly naive'.

Bersamaan dengan pembahasall tentang pembentukan

sistem pengawasan global atas ellergy nuktlir' pemerintah

AS mengambil kebijakan yang didasarkan semata-mata pada

kepentingan nasionalnya. bertujuan untuk membatasi akses

negara lain pada bahan nuklir dan produk lainnya yang mungkin

bisadipakaiuntukmembuatsenjatanuklir.Kebijakanenergy

nuklir AS selama Perang Dingin dapat disimpulkan bertujuan

sebagai berikut:

l. untuk meningkatkan kekuatan militer AS dengan

memaksimalkankepentingansenjatanuklirAS,melalui

berbagai kerjasama, sekaligus secara simultan menekan

upaya-upaya negara lain untuk menguasai senjata nuklir

yang bersifat sangat merusak (mass destruction);

2. untuk mencegah penyebaran senjata nuklir;

3.unfukmengawasijualbelibahannuklirdanalatlainnya
yang mungkin dipakai untuk memproduksi senjata

nuklir;

4. untuk menjadikan negara lain bergantung pada AS

atas bidang energy nr-rklir' Dengan rnenciptakan

ketergantungan ini maka AS akan pada posisi untuk

mengontrol pengembangan energy nuklir negara-negara

lain.To

Pada tahun 1946, Konggres AS mengeluarkan undang-

undang pertama yang mengatttr tentang pemakaian energy

nuklir di AS, yang dinamakan McMahon Bill.Di bawah undang

undang ini, the United States Atomic Energl' Commission

(AEC)dibentukdengantujuarrtnemastikanbahwaundang-
undang baru ini diberlakukan di AS dan mengarvasi perdagangan

bahan nuklir dan teknologi di AS.Tujuan utama pengaturan

ini adalah untuk menghentikan secara strategis eksport bahan

nuklir dan produk yang penting ke negara lain' Eksporl masih

diperbolehkan sepanjang eksport itu diperuntukan untuk

kepentingan sain dan militer-Bahkan negara partner AS, yaitu

Inggris dan Canada, mendapatkan efek dari pengawasan eksport

itart och civilt uhryttjande av

1979.
70 Gunnar Skogmar, Atonrpolitik: sanrbandct mellan mil

atomenergin i ameri-kansk r'rtrikespolitik I 945 - 73' Lund



AS ini.AS menyatakan bahrva jika fungsi pengawasan global

atas produk energy nuklir sudah berjalan maka aliran bahan

nuklirdapatdihentikansepenuhnya.Sesaatsesudahberakhimya

perang tiga negara ini memperbarui perjanjian, dan perjanjian

baru diberlakukan namanya Modus vivendi, yang menggantikan

perj anj ian lamayang berlaku semasa perang'Meskipun perj anj ian

disepakati namun AS dalam prakteknya bersikap restriktif karena

hanya kerjasama terkait pengawasan uranium dan thorium yang

hanya dilaksanakan.Sampai tahun 1953 legislasi AS melarang

ekspor fissile dan peralatan yang dapat digunakan uremproduksi

energy nuklir untuk tujuan industry' AEC mengeluarkan surat

ijin untuk menggunakan produk nuklir di AS dan untuk ekspor

ke negara lain.

1,. Pengaturan pengawasan senjata secara internasional

1.1 Periode sebelum Perang Dunia II

Usaha untuk mengadakan pengawasan senjata sudah

dirnulaisejakKont-erensiDenHaagtahunl8g9danl90T.
Konferensi ini diprakarsai oleh Rusia' yang pada waktu

itu bersaing persenjataan dengan negara-negara Eropa'

namLln merasa tidak mampu lagi karena alasan ekonomi'

Rusiamenyatakanbahvr.atujuandarikonferensitersebut

adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dan untuk

mengurangi jurnlah senjata yang sudah beriebih' Dalam

nota diplornatik yang dikelttarkan oleh Menteri l-uar

Negeri Rusia dinyatakan bahwa persaingan senjata telah

menjadi beban masyarakat Eropa karena semua sumber

daya, fikiran dan fisik, sekaligus tenaga kerja dan modal'

dihabiskan untuk pengeluaran yang tidak produktif'

Terdapat 108 delegasi dari 26 negara yang hadir pada

Konferensi pertama. dan256 delegasi dati 44 negara yang

berpartisipasi di konferensi yang kedua.'r

Akan tetapi tujuan perlucutan senjata tidak tercapai.

semua usulan seperti pembatasan besarnya kaliber

untuk senjata pemburu, ketebalan dari armour plate dan

kecepatan projektil ditolak oleh negara-negara dengan

berbagai alasan.Sangat sedikit politisi yang tertarik untuk

menghentikan persaingan persenjataan pada waktu itu.

Namun demikian konferensi telah menghasilkan resolusi

yang berisi tentang pembatasan anggaran belanja militer

dan pemerintah diharapkan untuk mengkaji kemungkinan

untuk membuat sebuah perjanjian tentang pembgtasan

jumlah angkatan bersenjata dan anggaran perang.Dalanr

prakteknya, pengeluaran untuk keperluan militer tetap saja

tinggi dan persaingan senjata tetap berjalan cliautara negara-

negara peserta konferensi.

Selain itu konferensi juga telah berhasil melakukan

kodifikasi aturan-aturan perang yang berasal dari kebiasaan

seperti. larangan dan pembatasan pemakaian jenis terlentu

dari senjata. sebagai contoh. gas (asph1'xietling gase's).

peltrru (expanding bullet.s) atau ranjau laul (:;tthmurine

conlact ntines).72 Dari daftar jenis-jenis senjata tersebut.

pertanyaan yang paling kontroversial dan mendasar adalah

apakah penggunaan senjata nuklir bertentangan dengan

7r Ibid, h 19

72 Untuk daftar jenis senjata yang dilarang dipergunakan pada saat perang, lihat

christophcr Grcenu,ood, The Law of war (lnternational Humanitarian Law),

termuat ,Jalam International Law, Malcolm D. Evans (ed.), |irst Edition, Oxford

Univcrsity Press, 2003, h. 804 -805; Flasit lainnya yang dicapai olch konfcrensi adalah

terbenttrknya Pcngadilan Arbitrasi Permanen (the Permanent court of Arbitrntion)

sebagai cikal bakal dari Mahkamah Internasional (the lnterncttiottol Court of lustice).



hukum perang atau hukum humaniter karena ternyata

senjata nuklir tidak termasuk senjata yang dilarang atau

dibatasi. Pertanyaan ini merupakan isi pokok dari nasehat

hukum (Advisory opinion) dari Mahkamah Internasional

yang diberikan pada tahun 1996 (hal ini akan dibahas pada

bagian IV dari artikel ini)'

1.2- Periode setelah Perang Dunia II

Tahun l970an merupakan suatu masa ketika negara-

negara mempunyai pilihan untuk menggunakan nuklir

di bidang industri dan teknologi yang memungkinkan

adanya suatu keleluasaan bagi tumbuhnya industri nuklir'

Namun demikian di dalam fase ini terdapat campur

tangan institusi internasional dengan skala besar untuk

mengontrol penggunaan energi nuklir bagi tujuan damai

y'aitu Badan Energi Atom Internasional atau international

Atontic Energ,t Agency yang menitik beratkan pada unsur

pengawasan sebagai unslrr pokok yang sangat penting

dalam setiap kerjasama nuklir antar negara atatt hal lainnya

1'ang bertujuan damai'

Seiring dengan berjalannya waktu' teknologi

nuklir rnakin berkembang dan makin banyak negara yang

menguasainya' sehingga timbul keprihatinan karena cepat

atau lambat maka jumlah negara yang memiliki senjata

nuklir akan bertambah banyak' Statuta IAEA yang hanya

terdiri dari 23 pasal dan sa/bguard ugreentent nya' kurang

mencukupi untuk mencegah terjadinya proliferasi senjata

nuklir.Diperlukan sernacam perjanjian internasional yang

merupakan komitmen bersama negara-negara yang sifatnya

mengikat secara hukum'Dengan demikian proliferasi

senjata nuklir dapat dikurangi atau dicegah-

Berkaitan dengan hal tersebut maka NuclearNott-

Proliferation Treaty (selanjutnya disebut dengan Traktat

NPT) ditandatangani pada tahun 1968- Menurut Traktat

ini hanya lima negara, yaitu AS, Rusia' Inggris. Perancis

dan China " yang berhak disebut sebagai negara bersenjata

nuklir atauthe Nuclear Weapons States (selanjutnya disebut

NWS). Sedangkan negara-negara lainnya yaitu negara

non-senjata nuklir atat the Non-Nuclear Weapons States

(selanjutnya disebut NNWS) diminta ttntuk tidak akan

memiliki senjata nuklir dan sebagai imbalan NWS berjanji

untuk memberikan bantuan dalam bidang riset, teknologi'

produksi. dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan

damai (Pasal IV NPT)dan berkewajiban untuk mengakhiri

perlombaan senjata nuklir dan bersedia merundingkan

perlucutan nuklir/de-nukliri sasi ( Pasal VI NPT). Di samping

itu. NNWS bersedia membuat persetuiuan sa./bguard's yang

komprehensif dengan IAEA tentang bahan nuklir tnereka'

Tujuan utarna dari Traktat NPT aclalah untuk melokalisir

dan membatasi jumlah negara bersenjata nuklir'

Di samping Traktat NPT- pada l0 September 1996

Traktat Pelarangan Mcnyeluruh Uji Coba Nuklir atau

C o mprehe ns iv e Tb s t B an Tr e a h.' ( se lanj utnya disebut CTBT)

telah diterima oleh Majelis Umrtm PBB dan terbuka untuk

ditandatangani pada 24 September 1996- Saat ini sebanyak

176 negara telah menandatangani Perjanjian ini dan

71 Traktat NPT mendefinisikan NWS scbagai 'n stote that had nnnufactttred and

exploded a nuclear weaPon or other ntrclcar explosit'e device prior to January l, 1967',

lihat Nuclear EnergY: The Basics, lntrc d uc t i o n, http://rvwu'.nuclcarfi lcs.org/kcy- issttcs/
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sebanyak 135 negara sudah meratifikasinya'7a Dalam salah

satu ketentuan Perjanjian ini dikatakan bahwa Perjanjian

ini akan berlaku jika telah ditanda tangani dan diratifikasi

oleh 44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum pada

Annex IITj dari Perjanjian dimana Indonesia termasuk

didalamnya. Indonesia belum meratifikasi Perjanjian ini

tapi sudah menandatanganinya, sedangkan Korea Utara'

India, dan Pakistan yang ditenggarai berkemampuan nuklir

belum menandatangani maupun meratifikasi Perjanjian

tersebut.

Selain dua Traktat tersebut di atas, untuk menuju

suatu dunia yang bebas senjata nukliq negara-negara

membentuk perianjian kawasan b€bas senjata nuklir

(nncleur v'eapon .fi"ee zone selanjutnya disebut NWFZ)'

Kawasan bebas nuklir diatur dalam Pasal VII Traktat NPT

yang menyatakan: "Nothing in this T'eaty affects the right

o/'any group of States to conclude regional treaties in order

to assure the total absence of nuclear weapons in their

re s p e c t iv e t e r r i t t-t r i e s ." 76Dengan demikian NWFZ menjadi

elemen yang penting untuk regime non-proliferasi nuklir'

Konsep NWFZ ini pertamakali diintrodusir oleh

Uni Soviet pada sidang MU PBB di tahun 1956'Pada

74 Lll'ral"Traktat Pelarangan lvtenyeluruh Uji-coba Nuklir" wrnv.rvikioedia.com (di'

saat itu sedang terjadi Perang Dingin dimana antara AS

dan Uni Soviet terlibat dalam konfrontasi politik global

dan perlombaan senjata nuklir.Uni Soviet mencoba untuk

mengadakan pembicaraan terbuka mengenai pelarangan

penggunaan senjata nuklir di wilayah Jerman Timur dan

Barat dan di negara-negara tetangga di Eropa Tengah. Sub-

komisi disarmament PBB mengangkat isu ini dalam sidang

mereka, namun AS dan negara-negara lainnya menentang

usulan ini sehingga proposal Uni Soviet ditolak-

Kemudian pada tahun 1958. ganti Polandia

mengusulkan sebuah kawasan bebas senjata nuklir di Eropa

Tengah. Wilayah yang masuk dalarn perjanjian NVvTZ

Eropa Tengah ini meliputi Polandia, Chekoslovakia, Jerman

Barat dan Timur. beserta negara-negara Eropa lainnya yang

bertujuan nutttk de-nuklirisasi Eropa Tengah. Dengan

perjanjian ini cliharapkan tercipta de-nuklirisasi di Jerman

Barat dan mencegah sen-iata nuklir Uni Soviet masuk ke

Polandia.

Perjanjian NWFZ Eropa Tengah ini yang kernudian

dinamakan Perjanjian Rapacki (nama bekas Menlu

Polandia) meliputi pelarangan pembuatan. pemeliharaan'

dan pernilikan senjata nuklir di kawasan' dan pelarangan

penempatan dan penumpukkan senjata nuklir dan

peralatannya. termasuk alat peluncur misil berada dalam

kawasan. Meskipun negara-negara anggota the North

Atl(tntic Treaty Organization (NATO) tidak menerima

usulan perjanjian Rapacki. namun beberapa unsur dari

perjanjian ini dipakai sebagai panduan bagi perjanjian

NWFZ lainnya.Pada tahun l960an terdapat beberapa

kunjungi OBl22lOB)

ii 't,"g"u.r_n"gara tcrscbut adalah: Aljazair, Argentina, Australia, Austria, Bangladcsh,

Bclgia,"Brazil,"Bulgaria, Kanada, Chili, Republik Rakyat China' Kolombia' Korca

Ui"?",'f."g", Meslr' Finlandia' Perancis' )erman' Hongaria' India' Indone-sia' Iran'

frrr"f, ft"f iu', )cpang, Mcksiko' Belanda, Norwegia' Pakistan' Peru' Polandia' Korea

Sclatan, Romania, l(usia' Slowakia, Afrika Selatan' Spanyol' Swedia' Swiss' Turki'

Ukraina, Amerika' dan Vietnam, ibid'

76 Tidak ada ketentuan dalam Traktat yang menghapus hak kelompok negara untuk

mcngadakan Perjanjian regional guna meniamin pemusnahan total scnjata nuklir di

wilayah mcrcka masing- masing'
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proposal usulan mengenai NWFZ di Eropa Tengah namlrn

semlranya tidak berhasil mewujudkan suahr perjanjian

NWFZ karena bertentangan kepentingan politik keamanan

berkaitan dengan keanggotaan mereka dalam NAIO'

1. Pengaturan kawasan regional bebas senjata nuklir (nuclear

w e ap o n -fr e e z o ne /NWF Z)

Denuklirisasi temyata tidak hanya diatur dalam lingkup

internasional di bawah pengawasan IAEA, namun hal ini juga

diatur dalam lingkup regional.Pembentukan wilayah-wilayah

bebas nuklir (Nuclear Weapon Free Zone selanjutnya disebut

NWFS)?i merupakan unsur yang mendukung pengontrolan

penyebaran senjata pemusnah massal'selain itu merupakan

langkah yang sangat penting karena nantinya dapat mewujudkan

bukan hanya sebuah kawasan saja yang bebas nuklir melainkan

seluruh belahan dunia yang bebas senjata nuklir atau a

nuclear-wrtpon-free world.Prinsip-prinsip dan panduan untuk

pembentukkan NWFZ diatur dalam the uN Disarmament

Commi.ssion report tanggal 30 April 1999, yang dibentuk

berdasar pada Resolusi MU PBB 3472 B, I I Desember 1975.

Adapun tujuan pembentukan dari NWF-Z dapat

dikelompokkan menjadi dua kategori :

(a) untuk meningkatkan keamanan negara-negara anggota

di kawasanTs dan;

77 l(awasan Bebas Senjata Nuklir atau NWFZ adalah suatu kawasan yang sama sekali

tanpa senjaLa nuklir.
78 Untuk mencapai tujuan ini dalam perjanjian NWFZ tercantum Pengattrran sepcrti

,ni.ul.ryu, lrrr.ga' pengadaan dan uji coba senjata nuklir di kalvasan; Sclain itu'

Jt"r,.Ju 
"r,ggo,I" 

terd"p-at kerjasama Penggunaan-energi nuklir unluk tujuan damai

J"n p".ri"ai"ngan lingiungan dengan tidak membuang limbah dilaur yang rerlctak

di kawasan, da-n mereka jt!" m""J"patktt' jaminan keamanan dalarn bidang nuklir

1r6

(b) untuk memperkuat regime non-proliferasi nuklir secara

internasional, dan penghapusan total senjata nuklir.Te

Pembentukan sebuah kawasan bebas senjata nuklir

secara umum juga bertujuan untuk perlucutan menyeluruh

senjata nuklir di bawah pengawasan internasional dari MU PBB

yang ketat dan efektif, seperti yang dinyatakan dalam Resolusi

3472 B yang memuat definisi NWFZ sebagai berikut 80

'A "nuclear-weapon-free zone" shall, as a generol rule, be

deemed to be any zone, recognized as such by the General

As.sentbllt of the UN, v,hich any group of States, in the .free

exercise of their sovereignty, has establihed by virtue of a

lreltt) or convention whereby:

1. The statute of total absence of nuclear u'eapon.v

Io ,n,hich the zone shall be subject, including the

procedure./br lh delimination of the zone, is de.fined;

2 An inlernational system of verification anrJ control

is eslublished lo guarantee compliance with the

ohl igcrt ions deriving.from that statute.

Pelnbentukan suatu ka.wasan bebas nuklir oleh negara-

negara dijarnin dalam Pasal VII Traktat NPT.Dalarn kawasan

tlari lima ncgara scn.iata nuklir (the five NPT nuclcar-wcapon states atatt NWS: AS,

Ilussia, Inggris, Pcrancis, dan China), dan sebaliknya NWS tidak akau mcnggunakan

atau ancaman mcnggunakan scnjata nuklir di wilayah mereka. 'lhc Center for
Nonprtrlilcration Sttrtlics at the Montcrey Institute of lnternational Sttrdies, lihat di
N'l' I rvcbsitc d i http:// \\ \v\\'. nti.org ( diku njr.rngi 29 I lO I 2OO8)

79 Pcrianjian NIVFZ juga dimaksudkan untuk mendukung Traktat NP'l' dengan

cara mcnekankan pada kewajiban non-proliferasi dari negara non senjata nuklir
(Non-Nuclear Weapon States atau NNWS) atas Traktat. fika Traktat NP'f mengambil
pendekatan global untuk pcrlucutan senjata nuklir, maka perianjian NWFZ
mengambil pendekatan regional.Dengan bergabung dalam perjanjian NWFZ maka

hal ini mcnunjukkan scbuah komitmen yang tinggi dari ncgara ncgara anggota

perjanjian NWFZ. Ibid.
80 Resolusi MU PBB 3472 B, ll Dcsember I975



bebas senjata nuklir tersebut, negara masih diperbolehkan untuk

memanfaatkan energi nuklir secara esklusif hanya untuk tujuan-

tujuan damai di bawah pengawasan IAEA' Sampai saat ini'

terdapat lima kawasan regional bebas nuklir.8r Dari lima kawasan

bebas nuklir ini, Perjanjian Pelindaba dan Perjanjian Bebas

Nuklir Asia Tengah (CANWFZ) belum berlaku, CANWFZ

baru ditandatangani pada September 2006 lalu oleh negara-

negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan' dan

Uzbekistan di semipalatinsk, sebuah kota kecil bekas tempat uji

coba nuklir di Kazakhstan.

Perjanjian bebas nuklir kawasan yang pertama terbentuk

adalahPerjanjianTlatelolcobagikawasandiAmerikaLatin
dan Karibia, yang ditandatangani tahun 1967 dan berlaku tahun

lg68.CubatelahmenandatanganiPerjanjianinitapibelum
meratifikasi.Perjanjian ini dilengkapi oleh dua protokol yang

sudah diratifikasi. Sedangkan Perjanjian Rarotonga (Pasilic

Selatan) ditandatangani tahun I 985 dan berlaku pada tahun I 986.

Ada tiga negara anggota di kawasan yang belum meratifikasi

Perj anj ian ini.Amerika Serikat ineskipun sudah menandatangani

dua Protokol tambahannya namun belum meratifikasi Protokol

tersebut. Perjanjian Rarotonga berbeda dengan Perjanjian

'natelolco karena Perj4njian ini memasukkan larangan secara

jelas tentang peledakan dan alat peledak nuklir untuk tujuan-

tniuan damai, dan melarang negara anggota untuk membuang

limbah nuklir ke perairan di kawasan. Dua dari lima Perjanjian

mengenai pengaturan regional kawasan bebas nukliq Perjanjian

gt K"*orun bebas nuklir terscbut adalah Perjanjian Tllatclolco (Amerika Latin dan

Karibia),PerjanjiarrRarotonga(PasificSelatan),Perjanjianl}cbasNtrklirASE,AN
atauSI]ANWFZ(AsiaTengga,ra),PerjanjianPelindaba(Afrika),dantheCcntralAsia
NWI:Z (Asia Tengah), titiu't NwnZ Tutorial 'Nuclear-Weapon-Frce Zoncs', htto://

rvrvrv.nti.ors (dikunjungi f 0/t0/2008)

Petindaba dan SEANWFZ akan dibahas di bawah ini sebagai

contoh dari Perjanjian NWFZ.

Di samping perjanjian-perjanjian regional ini terdapat

perjanjian lainnya, seperti perjanjian-perjanjian denuklirisasi

dan demiliterisasi pada kawasan khusus di dunia dan luar

angkasa, yaitu yang terdapat dalam the Antarctic Treaty (1959),

the Outer Space Treaty(1967), the Moon Agreement, dan the

Seabed Treaty(1971). Selain itu, Mongolia merupakan satu-

satunya negara yang mendeklarasikan sebagai negara yang

bebas nuklir. Pada tahun 1992 Korea Selatan dan Korea Utara

menandatangani sebuah Deklarasi Bersama (Joint Declaration)

mengenai De-nuklirisasi Korea Peninsula. Dua negara setuju

untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi,

menerima, memiliki, menyimpan, mengelola atau menggunakan

senjata nuklir, tidak melakukan reprosesing energi nuklir atau

pengayakan uranium, dan mereka setuju untuk menggunakan

e nerg i nukl ir semata-mata untuk tuj uan damai. N amun Dekl arasi

ini ditunda berlakunya karena Korea Selatan mengancam akan

keluar dari Traktat NPT. Acaman ini dibatalkan dengan adanya

kesepakatan enam negara yaitu Korut, Amerika Serikat, Korsel,

Rusia,'fiongkok, dan Jepang.Dalam pakta yang ditandatangani

tahun 2007 tersebut Korut harus menghentikan proyek nuklirnya

dalam beberapa tahapan.E2

2.1. TheAfrican Nuclear-lleapon-Frec Zttne Tt'eaty

(Perjanj ian Pelindaba NWFZ)

Pada sidangnya yang ke-62 di Addis Abeba, yang

diselenggarakan pada 2l-23 Juni 1995, Dewan Menteri dari

Organi sas i Ke satuan Afrika atau t he O r g a n i z u I i o n of A fr ic an

82 Lihat "Bakal Akti(kan Lagi Reaktor Nuklir", /awa Pos, 20 September 2008



Unity (selanjutnya disebut OAU) mengeluarkan Resolusi

CM/Res.1592(LxII)/Rev.lmengerraiimplementasidari
Perjanjian yang menyatakan Afrika sebagai wilayah bebas

senj ata nukl ir (a nucle ar-w e apon-fre e z o ne)' Dalam Resolusi

tersebut, Dewan Menteri bersepakat dan menyetujui

Perjanjian Pelindaba tentang Afrika sebagai negara bebas

nuklir, yang merupakan kerja dari the Group of Experts'

Perjanjian NWFZ Pelindaba mencakup

keseluruhan negara-negara di benua Afrika' yang terdiri

dari 53 negara.Negara-negara Afrika sengaja memilih judul

Perjanjian ini dengan "theAfrican Nuclear-lVeapon - Free

Zone Treaty" katena dengan judul ini berarti perjanjian

ini terbatas pada senjata nuklir saja tidak termasuk energi

nuklir.Dengandemikiannegara-negaraAfrikarnasihbisa
mendapatkan manfaat dari penerapan teknologi nuklir

untuk tujuan-tujuan damai dalam bidang pengembangan

ekonomi dan sosial. Perjanjian ini juga disebut sebagai

Treary^ of Pelindaba, yarrg merupakan nama kota dimana

terletak kantor pusat dari Perusahaan Energi Atom Afrika

Selatan (the SouthAJiica! Atonzic Energy Corporation)'

Pembicaraan pembentukan Perjanjian Pelindaba

sebetulnya telah dimulai pada tahuu 1960 yang dipicu

oleh uji coba nuklir oleh Perancis di gurun Sahara' yang

mendorong beberapa negara-llegara di Afrika untuk

melakukan de-nuklirisa si (d e rut c I e ur i z e) wilayah Afrika'

Setahun kemudian keluar Resolusi MU PBB tentang

pembentukan zona bebas senjata nuklir yang disetujui di

bawah Resolusi 1652 (XVI) tanggal 24 November 196l

yang berju dtl "Consideration of A/iica as a denuclearized

zone". Dalam Resolusi tersebut MU meminta negara-

negara anggota unfuk tidak melakukan percobaan nuklir di

benua Afrika juga tidak untuk test uji coba, menyimpan,

atau memindahkan senjata nuklir.t3

Tiga tahun kemudian negara-negara anggota

Organisasi Uni Afrika atau Organization of African Unity

(selanjutnya disebut OAU) mengeluarkan Deklarasi

tentang de-nuklirisasi Afrika. Dalam Deklarasi tersebut

mereka menyatakan siap untuk membentuk sebuah

perjanjian internasional di bawah naungan PBB untuk tidak

memproduksi atau menguasai senjata nuklir, dan meminta

MU PBB untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu

untuk mengadakan konferensi internasional dengan tujuan

membentuk sebuah perjanjian mengenai hal itu. Namun,

MU tidak mengadakan konferensi internasional seperti

yang diminta dan sebagai gantinya dalam resolusi 2033

(XX) tanggal 3 Desember 1965, MU menyetujui dan

mendukung isi Deklarasi dan berharap bahwa negara-

negara Afrika sendiri yang mengadakan studi riset dan

penelitian dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu

untuk pelaksanaannya lewat OAU.

Dari tahun 1974 sampai 1990. MU setiap tahun

secara kontinyu mengeluarkan resolusi (yang disponsori

oleh negara-negara Afrika) yang memfokuskan pada

pembentukan Perjanjian NWFZ.Namun, terdapat hambatan

yang disebabkan oleh kebijakan yang berbeda dari

pemerintah Afrika Selatan yaitu terkait dengan keengganan

83 Sola Ogunbanwo, History of the Efforts to Establish an African Nuclear- Wcapon

Free Zone, dalam Disarmament (Periodic Revierv by the UN)' Vol. XIX Numbcr I
r996, h. 14



Afrika Selatan untuk menandatangani Traktat NPT dan

perj anj ian pengamana n (s afe gu ard a p; re e m e n t) IAEA'

Di samping itu, negara-negara kawasan dan

intemasional khawatir dengan perkembangan dan

kemampuan senjata nuklir Afrika Selatan' Hal ini

mendorong MU untuk membentuk sebuah kelompok para

ahli(the Group of Experts)dari Perancis, Nigeria, Philipina'

Uni Soviet, Swedia, dan Venezuela, untuk mempersiapkan

sebuah studi penelitian yang berjudul 'South Africa's plan

ond capability it1 the nuclear field'' Dan studi lainnya

,southAfricasnuclear-tippedbatlisticmissilecapabilty'.

yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990 nomot 44/ll3

B tanggal l5 Desember 1989'

Dilaporkan bahwa terjadi dua insiden yang

merupakan indikasi adanya kepemilikan senjata nuklir

olehAfrikaSelatanyaituinsidenyangditemukanolelrUni
Soviet berupa uji coba senjata nuklir di bawah tanah di

GurunKalaharipadatahun1.gTTdaninsidenledakandari
detonasisenjatanukliryangdiketemukanolehsatelitVela
mitik Arnerika. Selain itu, ternyata Afrika Selatan tetap

menjalankan penyusupan rniliter ke dalam wilayah negara

tetangganya dan politik upartheid meskipun menghadapi

kecaman masyarakat internasional'

Langkah konkrit menr'tju kearah pembentukan

perjanjian denuklirisasi terjadi kctika Afrika Selatan

mengaksesi Traktat NPT dan perjanjian safeguards IAEA'

dan keterbukaan presiden de Klerk atas pemusnahan enam

peralatan hulu ledak nuklir yang kemudian diveriflkasi oleh

IAEA. Hal tersebut juga dibarengi oleh proses perdamaian

Afrika Selatan dengan negara-negara tetangganya dan

penghapusan sistem politik apartheid. Perubahan yang

terjadi di Afrika Selatan tersebut merubah persepsi negara

negara Afrika dan membuka jalan bagi terbentuknya

sebuah wilayah bebas nuklir di Afrika. Kelompok para

ahli telah mengadakan pertemuan sebanyak enam kali

sebelum akhirnya menghasilkan Perjanjian NWFS yang

proses penyusunannya dibawah pengawasan dari PBB.

Terbentuknya Perjanjian ini merupakan bentuk kerjasama

yang baik antara PBB. OAU, dan IAEA.

Pada dasarnya, Perjanjian NWFZ tersebut merupakan

perjanjian yang dapat mencegah terjadinya perlombaan

senjata nuklir di benua Afrika.Perjanjian ini bisa mencegah

negara-negara Afrika dan negara diluar Afrika untuk

mencoba membawa masuk peralatan senjata nuklir ke

wilayah Afrika, sekaligus mencegah terjadinya bahaya

radiasi atom. Di samping tujuan untuk non-proliferasi.

perlucutan, verifikasi, dan perlindungan lingkungan.

Perjanjian NWFS ini juga berfungsi untuk rneningkatkan

kerjasama negara-negara Afrika dalam pemanfaatan

energi nuklir untuk tujuan pengembangan bidang ekonomi

dan sosial. Sehingga dengan demikian, Perjanjian akan

merupakan perwujudan dari pendekatan holistik terhadap

keamanan benua Afrika. Perjanjian ini merupakan cerita

keberhasilan monumental dari negara-negara Afrika karena

memerlukan waktu 31 tahun untttk mewujudkannya.

Dalam sidang MU PBB yang ke-50 dalam Resolusi

50/78 tanggal 15 Desember 1995. MU PBB menyambut

baik terbentuknya Perjanjian Pelindaba dan menyatakan



bahwa Perjanjian ini merupakan "an event of historic

significance in the efforts to prevent the proliferation of

nuclearand to promote international peace and security" '

Perjanjian Pelindaba ditandatangani tahun 1996 dan masih

belum berlaku sampai saat ini'Protokol tambahan I dan II

dari Perjanjian ini melarang para pihak memberikan bantuan

yang melanggar isi Perjanjian, menggunakan atau ancaman

penggunaan senjata nuklir di kawasan' atau uji coba senjata

nuklir di kawasan.Protokol ini telah ditandatangani oleh

seluruh NWS, dan diratifikasi oleh Perancis dan China'Yang

unik dari Perjanjian ini adalah adanya larangan serangan

terhadap fasilitas nuklir di kawasan'

2.2. Wilayah Bebas Nuklir ASEAN (the Southeu'st Asitt

Nuclear Weapon-Free Zone selanjutnya disebut

SEANWFZ)

Negara-negara anggota ASEAN8't menandatangani

Perjanjian SEANWFZ di Thailand pada 15 Desember 1995

dan berlaku pada tahun 1996' Perjanjian ini merupakan

'tindak lanjut' dari Deklarasi negara-negara ASEAN tentang

kawasan ASEAN sebagai kawasan perdamaian' kebebasan

dan netral atau the Declaration on the Zone ol' Peuc'e'

Freedom, ancl Netrtralrol (zoPFAN) yang ditandatangani di

Kuala Lumpur pacla tahun 1971 yang pacla intinya dengan

Deklarasi ini ASEAN mendukung keamanan wilayah

negara-negara di kawasan yang ditujukan untuk tercapainya

keamanan dan perdamaian dunia secara keseluruhan- Dengan

penandatanganan perjanjian SEANWFZ ini, ASEAN

menyatakan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan

keamanan dunia dengan jalan mencegah proliferasi senjata

nuklir.

Perjanjian SEANWFZ berlaku di wilayah daratan,

continental shelf, dan ZEE dari negara-negara anggota'

Perjanjian ini tidak menghalangi hak-hak yang dipunyai oleh

negara anggota di wilayah tersebut seperti yang diatur dalam

Konvensi Hukum Laut (the Convention on the Law of the

Sea 1982), seperti kebebasan di laut lepas, hak lintas damai,

hak lintas kepulauan, atau hak lintas transit atas kapal dan

pesawat terbang sepanjang tetap konsisten dengan Konvensi

Hukum Laut 1982.

Perjanjian ini tidak membatasi negara anggota untuk

menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. khususnya

untuk meningkatkan ekonomi dan sosial (pasal 4) di barvah

pengawasan safeguard IAEA dan sesuai dengan guidelines

dan standard yang ditentukan oleh IAEA untuk perlindungan

kesehatan. dan meminimalkan bahaya nuklir terhadap jiwa

dan harta sesuai dengan Paragraph 6 pasal III Statuta IAEA'

Dalam Perjanjian SEANWFZ ini negara anggota dilarang

untuk 'develop. manufacture or otherwise acquire. possess or

have control over nttclear weapons' dan 'station or transport

nuclear weapons by any means'; serta 'test or use nuclear

weapons'. negara anggota juga dilarang untuk membantu

negara lain bukan anggota hal-hal tersebut. Selain itu.

negara-negara ASEAN tidak diperbolehkan melakukan atau
84 ASDAN tcrbenttrk Pada

yaltu Indoncsia, Brtrnci Darusalam'

Kamboja' Laos, MYanmar, dan Victnam'

tahun 1967 dan anggotanYa terdiri dari sePuluh negara

Singapura, MalaYsia' Thailand, PhiliPPina'

org (diku njungi l0/10/2008)

lihat wcbsitc ASEAN di http://rvrvu'.aseatrscc.



menganjurkan negara lain 'dunlping' segala jenis radioactive

dan limbahnya ke laut. atau atmosphere di kawasan'

Perjanjian menetapkan untuk membentuk sebuah

Komisi untuk SEANWFZ ini'Semua negara anggota ipso

facto merupakan anggota dari Komisi yang dalam hal ini

diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara

atau wakilnya yang disertai oleh pejabat pengganti dan

penasehatnya. Adapun fungsi dari Komisi ini adalah untuk

'oversee the implementation of this Treaty and ensure

compliance u'ith its provision'' Dengan demikian penerapan

Perjanjian ini dan ketaatan negara anggota akan dipantau

oleh Komisi.

Selain Komisi- juga dibentuk Komite Executive sebagai

badan tambahan (sub'"idiar1' orgun)dari Komisi' Adapun tugas

Komite ini adalah untuk: (a)memastikan bahwa pelaksanaan

tindakan-tindakan verifikasi sudah dilakukan sesuai dengan

ketentuan sistem pengawasan (conlrcl 'r'ts/crr) yang diatur

dalam pasal l0: (b)mempertimbangkan dan memutuskan

permohonan klarifikasi dan misi pencarian fakta; (c)

membentuk misi pencarian fakta: (d) mempertimbangkan

dan memutuskan hasil pencarian takta dan melaporkannya

ke Komisi.

Perjanjian SEANWFZ lnl menerapkan sistem

pengawasan untuk tujuan verifikasi kepatuhan dari negara

anggota atas kewajiban mereka terhadap isi Perjanjian (pasal

10).Sistem pengawasan ini tercliri dari (a) sistem safeguard

IAEA; (b) laporan dan pertukaran informasi; (c) permintaan

klarifikasi; (d) cara dan proseilur misi pencarian fakta (fact-

finding\.tJntuk keperluan sistem ini Komisi dapat membuat

perjanjian dengan IAEA atau organisasi internasional lainnya

untuk memudahkan pelaksanaan sistem pengawasan ini

sehingga efisien.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh salah satu negara

anggota, maka terdapat tindakan remedial (remedial

measures). Jika ada negara anggota yang melakukan

pelanggaran maka negara tersebut diberikan kesempatan

dalam waktu yang masuk akal (reasonable time) unt:trk

mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mematuhi

sepenuhnya isi Perjanjian dan melaporkan kepada Komite

eksekutif tentang langkah-langkah yang telah diarnbil atau

akan diambil. Dalam hal negara tersebut gagal atau menolak

untuk patuh pada Perjanjian, maka Komite akan meminta

Komisi untuk mengadakan pertemuan dengan alasan keadaan

darurat (emergency) dan mengambil segala macaln tindakan

untuk mengatasi masalah tersebut, tertnasuk melaporkan hal

tersebut ke IAEA, dan jika situasinya sangat membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional. kepada Dewan

Keamanan dan Majelis Urnum PBB-

Perjanjian ini tidak membuka kesempatan untuk adanya

reservasi, tapi memungkinkan adanya amendemen atau

perubahan atas usul negara anggota-Terhadap perjanjian ini

dapat diadakan review yaitu sepuluh tahun setelah Per.lanjian

berlaku.Sengketa yang timbul karena adauya perbedaan

interpretasi dari ketentuan Perjanjian ini harus diselesaikan

dengan cara damai Qteace.ful mean) jika para pihak setuju'

Jika dalam jangka r.vaktu sebulan tidak dicapai suatu jalan

keluar, maka para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke



badan arbitrasi atau ke Mahkamah lnternasional (pasal 2l)'

B.3. Sikap Indonesia terhadap nuklir dan senjata nuklir

Mengenai pemanfaatan energi nuklir di Indonesia telah

diatur dalam UU Keteneganukliran nomor 10 tahun 1997

yang disahkan oleh DPR pada l9 Februari 1997 ' Dalam UU

tersebut dicantumkan tujuan pengawasan pemanfaatan nuklir

yang antara lain memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan

pemanfaatan tenaga nuklir dan mencegah terjadinya

perubahan tujuan pemanfaatan energi nuklir'85

Berkaitan dengan persenjataan nuklir. pernerintah telah

meratifikasi sejumlah Kouvensi dan Pcrjanjian internasional

serta menerbitkan sejunrlah peraturan. lndonesia sudah

meratifikasi Traktat NPT dengan UU 811978. dan di tingkat

ASEAN. Indonesia sudah meratifikasi Treaty on the

Sotrtheast Asia Ntrclcar llbctpott Free Zone (SEANWFZ)'E6

Selain itu. Indonesia merupakan negara penandatangan

dari Comprehensit'e lfttclear Te.st Ban Treaty (CTBT) 24

Septernber 1996

Selain itu ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah yang berhubungan dengan pemanfaatan

85 Tujuan lainnya mencakuP: (a) tcrjami rrnya kcscjahterran, keamanan, dan

ketentramalr masyarakat; (b) menjamin kesclamatan dan kcsehatan Pekerja dan

anggota masyarakat serta pcrlindungan terhadap lingku ngan hidup; (c)mcningkatkan

kesadaran huktrm penggtrna tenaga nrtklir ttntuk tncnim bulkan budaya kcsclamatan

di bidang nuklir; dan (d) mcnjamin tcrpclihirran,va darr ditingkatkanrrya disiplin

petugas dalam pelaksanaan pemanlaatan tcnaga nuklir, lihat Pasal 15 UU 10/1997

86 SedangkanYangbcrkaitan tlengan pcmanfaatarr te naga nuklir untuk tujuan damai

Indonesia tclah mcratilikasi scjum lah Konvcrrsi Yailu Convention on the Physical

Protection of Nuclenr Materials (Kcppres 4911986); Amendment of Article VI of the

on Early Notification of a Nuclear

tenaga nuklir untuk tujuan damai. misalnya tentang

Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi

Pengion(PP 63/2000); Perizinan Pemanfaatan tenaga nuklir

(PP 64/2000); Keselamatan Pengangkutan Radioaktif (PP

2612002) dan Pengelolaan Limbah Radioaktit (PP27/2002);

Perizinan Reaktor Nuklir (PP 43/2006) dan Keselamatan

Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiasi (PP 3 3 12007 ).

Jelaslah disini bahwa Indonesia mendukung perlucutan atau

pemusnahan senjata nuklir baik di lingkup internasional

mauplln regional. Di sisi lain, Indonesia mengijinkan

pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan darnai.

Dengan beberapa ketentuan yang ada tersebut maka

pemanfaatan energi nuklir harus dilakukan secara selamat

(safe) dan aman (secure) yaitu harlls ada ijin pemanfaatan

(pasal l7). Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

harus memastikan bahwa pemegang ijin rnematuhi semtta

peraturan perundang-undangan yang berlaku- tidak melanggar

'dokumen' laporan analisis keselamatan (lak), PJK; Amdal

dan prosedur kerja (uklak).8?

Dalam menjalankan tugasnyd BAPETEN

nrempergunakan prinsip' Tt' u.s I b u I Vc r i /1t' yang mencakup d ua

kegiatan yaitu pertama audit artinya memeriksa kelengkapan

kebenaran atau kesesuaian dokumen dengan peraturan dan

ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan. dan kedua"

verifikasi yang berarti BAPETEN memeriksa kesesuaian

pelaksanaan di lapangan dengan dokumen yang ada dan

peraturan-peraturan perundang-undangan. spektek, lak, dan

Statute of the IAEA (Keppres 80/ 1993); Conventiorr

Acc i de nt (Keppres 8 I i I 993) ; C o nve nt i o tt o n Assi st a n

or Radiological Enrcrgency (Keppres 82 tahun I 993)

(Keppres 106/2001).

ce in the Case of a Nucleat Accident
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<lan Convention on Nucleat SafetY 87 Lihat rvebsitc BAPETE,N di rvrnv.baoeterr.so.id (dikunjungi 25l1O|2OO8)



amdal, prosedur. serta pers-varatan kondisi ijin'SE

lV. Jumlah dan posisi persenjataan nuklir di dunia

Berkaitan dengan persenjataan nuklir maka terdapat

beberapa jenis negara-negara di dunia yaitu' negara bersenjata

nuklir,negarayangdiketahuimemilikisenjatanuklir'negara
yang pernah memiliki senjata nuklir, negara yang dicurigai

mengembangkan senjata nuklir. dan negara-negara yang dulu

pernah memiliki senjata nuklir' Kelompok negara-negara yang

diketalruiataudipercayamemilikisenjatanuklirdisebutsebagai

rutclear club.

Berikutdibawahinirnerupakandaftarsernbilannegara

yang paling banyak memiliki Senjata Nuklir di dunia'

1. AMERIKA SERIKAT

Amerika telah melakukan total l '054 kali percobaan

nuklir datr memiliki jangkauan Bom sejauh l3'000 KM' Test

nuklir US 1'ang pertama kali, "Trinity", tahun 1945 merupakan

Iedakal bom luklir pertanra kali di dunia. Hingga akhirnya

digunakan untuk melumpuhkan Jepang saat itu' dengan

merrjatuhkan "little bo1'" di kota Hiroshima dan Nagasaki' pada

tanggal 6 dan 9 Agustus 1945' Saat ini Amerika memiliki 20

pusat pengembangan nuklir' Walaupun demikian' Amerika

pemah melakukan beberapa kesalahan pada saat melakukan

percobaan bom nuklirn)'a' antara lain di kota Atlantic' New

Jersey pada tahun 1957' di daerah Thule Air Base' Greenland

pada 1968, Savannah, Georgia pada 1958' Goldsboro' North

Carolina pada 1961, di perairan dekat Palomares' Spanyol pada

1966 dan di dekat Okinawa pada 1965.

2. RUSIA

Rusia menjadi negara kedua yang meledakan bom

nuklir di dunia, yaitu pada tahun L949.Pada tahun 1990 Russia

melakukan sedikitnya 715 test nuklir termasuk juga penggunaan

969 peralatan nuklir. "Joe-1" adalah nama dari ledakan pertama

nuklir Rusia. Ledakan ini berkekuatan hingga 20 Kilo Ton."Tsar

Bomb", yang merupakan bom nuklir terberat yang pemah

diledakan Rusia pada tahun 1967. Ledakan ini berkekuatan

hingga 57.000 kilo ton. Walaupun sebenarnya direncanakan

untuk mampu mencapai kekuatan 100.000 kilo ton. Bom nuklir

terbesar kedua yang diledakan adalah Castle Bravo.Diledakan

pada tahun 1954 oleh Amerika Serikat.Ledakan ini berkekrntan

hingga 15.000 Kilo Ton.

3. INGGzuS

Pada tahun 1968, Inggris menandatangani perjanjian

untuk tidak mengembangkan Nuklir (Nuclear Non- Proliferation

Treaty).Inggris dan Amerika telah bekerjasama dengan baik di

bidang keamanan nuklir hingga sejak tahun 1958 mengqdakan

persetujuan kerjasama di bidang pertahanan (MutLral Def-ence

Agreement).Ke-dua negara ini telah saling bertukar inlbrmasi

dan bekerjasama dalam bidang senjata senjata nuklir.

4. PERANCIS

Seperti Inggris. Perancis juga Anggota dari Nttclear

Non-Proliferation Treaty. Pada tahun 19689. Perancis

melakukan percobaan bom nuklir yang bersifat Fusion Bom.

Perancis pertama kali membuat bom nukir pada tahun 1958.

ketika dibawah pemerintahan Charles de Gaulle dan kemudian

88 rbid



dilakukan percobaan pada tahun 1960'Hingga saat ini Perancis

telah melakukan sekitar 200 percobaan Nuklir'

5. CHINA
Setelah test pertama bom atomnya, China melakukan

test Bom Hidrogen pada tahun 1967' China sekarng memiliki

sekitar 180 Bom Nuklir aktif yang siap perang'China adalah

satu-satunya negara pemilik senjata nuklir yang memberikan

jaminan keamanan kepada negara-negara yang tidak memiliki

senjata nuklir yaitu bahwa "China tidak akan menggunakan

senjata nuklir untuk melawan negara yang tidak memiliki senjata

nuklir dan atau tidak akan meledakan bom nuklir di zona yang

bebas senjata nuklir kapan pun dalam kondisi apa pun"'

6. INDIA
India memiliki senjata nulir dan juga mamPu

mengirimnya melalui pesawat udara dan kapal laut' Pasukan

bersenjata nuklir ini tengah dikembangkan' Test bom nuklir

pertama lndia menariknya dinamakan "smilling Biddha" atau

"senyunt Buddha" yang diharapkan menjadi ledakan nuklir

yang damai? Namun setelah peledakan pada tahun 1998' India

mengalami gelombang sangsi ekonomi dari Amerika' Jepang'

dan negara-negara lainnya'Namun sekarang India malah

mendapaikan persetujuan Pakta Nuklir India dari Amerika

Serikat. yang memungkinkan India memperoleh akses lebih

terhadap teknologi atom milik negara barat'

7. PAKISTAN

Setelahlndiamelakukantestbomnuklirawaltahun
1998. Pakistan pun mulai melakukan respon terhadap "Smilling

Buddha..itu.PerdanaMenteriPakistanZu|fi,qarAliBhutto

berkata setelah test "Jika India membuat sebuah bom. kita akan

makan rumput dan daun selama ribuan tahun, tetapi kita akan

memilikinya (bom) juga. Kaum kristen memiliki bom, yahudi

memiliki bom, dan sekarang kaum buddha juga mempunyai

bom. Kenapa umat muslim tidak memilikinya juga?"- Program

Nuklir Pakistan dimulai sejak tahun 1956, namun. program

tersebut terhenti ketika Presiden Ayub Khan memaksakan

hukum darurat perang yang pertama, ketika para teknisi nuklir

meyakinkan presiden untuk memberikan ijin untuk melanjutkan

program ini, presiden Ayub Khan menolaknya' Presiden Ayub

Khan mengatakan bahwa Pakistan tidak memerlukan bom.

8. KOREAUTARA

Sebagai sebuah negara yang memiliki gudang senjata

kimia yang besar, korea utara merupakan negara pemilik nuklir

yang "penuh". Sekarang Korea Utara metniliki dtra reaktor nuklir

yang aktif. Dan pada tahun 2006 , tepatnya tanggal 9 Oktober,

Korea Utara melakukan test nuklir pertamanya-

9. ISRAEL
Israel bukan hanya diyakini mempunyai senjata

nuklir siap tempur saja. namun juga mampu menembakannya

menggunakan misil balistic antar bclltla. pesalvat tempur, dan

angkatan laut. Israel memulai penelitian Nuklirnya segera setelah

ditemukannya nuklir.Israel membangun reaktor pertamanya

pada tahun 1950, dan membuat seniata nuklir pertamanya pada

tahun 60 an, namun sekarang perlakuan terhadapnya seperti

bukan sebagai negara nuklir. Namun.malah negara-negara eropa

termasuk Inggris dan Perancis membantu Israel dalam usahanya

untuk mengembangkan nuklir.



a

Dari uraian di atas maka ada sembilan negara yang telah

berhasil memproduksi senjata nuklir.Lima diantara sembilan

negara tersebut merupakan negara bersenjata nuklir atau NWSEe

yang merupakan status yang diakui secara internasional yang

diberikan oleh Traktat NPT. Selain Nws Traktat NPT juga

mengakui negara tidak bersenjata nuklir atau non-nuclear

weopon stote (selanjtrtnya disebut NNWS)'

Namun ada negara-negara yang bukan NWS yang

melakukan uji coba nuklir, yaitu India, Pakistan, Korea Utara,

dan Israel. Negara-negara ini bukan peserta dari Traktat NPT

(non-NPTNrtclearWeaponStates).Disampingittt,terdapat

beberapanegarayangmenyalahiTraktatNPTkarenamempunyai

program pengembangan senjata nuklir, contohnya, Iran dan

Syria'Padatahun2005,IAEAmengetahuibahwalrantidak
mematuhi ketentuan Trakta NPT safeguard agreement karena

Iran terbukti berusaha melakukan pengayaan uranium (uranium

enrichment) dan proses paralel plutonium'

Iran menyatakan bahwa negaranya berusaha membangun

sebuah siklus bahan energi nuklir yang menyeluruh sekaligus

digunakan untuk mendukung program energi masyarakat'Ketika

Iran menolak untuk menghentikan program pengayakan nuklir

rahasianya,makaDKPBBmenjatuhkansanksisebanyaktiga
kali.Iran menyatakan bahwa sanksi tersebut tidak berdasar

hukum.Iran jugu mengatakan bah'*'a tindakannya adalah

pengayakan untuk tujuan damai, yang juga diatur di dalam

Traktat NPT.Namun, Iran saat ini tidak mempunyai senjata

nuklir dan sudah dua tahun ticiak lagi berusaha memiliki senjata

89 Mercka adalah Amerika Serikat' Rusia (yang

nuklir.

Dapat dibayangkan jika lran mempunyai senjata nuklir,

bom atom misalnya, hal ini akan memacu negara-negara lain di

kawasan Timur Tengah akan berbuat hal yang sama- Negara-

negara di kawasan ini merasa tidak adil jika Israel mempunyai

senjata nuklir. Merupakan hal yang mengkhawatirkan jika

negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir,

dan mungkin juga Syria, merasa negara mereka berada di antara

dua negara yang bersenjata nuklir, yaitu Israel dan Iran. Sehingga

hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap negara-negara ini

untuk juga mempunyai senjata nuklir yang pada akhirnya akan

menimbulkan perlombaan senjata nuklir di kawasan ini- Jika hal

ini terjadimaka situasinya akan sangat berbahaya, sebab jumlah

dan intensitas konflik di kawasan ini sangat tinggi dibandingkan

dengan kau'asan lainnya di dunia.

Di samping usaha-usaha pencegahan penggunaan senjata

nuklir seperti disebutkan di atas, terdapat usaha pemantauan

pelanggaran Traktat yang dilakukan oleh IAEA.Pendekteksian

ledakan nuklir dilakukan lewat seismometer, hidroakustik,

infi'asonik. dan radionuklida.e0

V. Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir (Nuclear

Security Summit)

Dalam Llpaya ttt-ttttk menjamin danmemastikan kearnanan

nuklir (Nuclear sec'urity) maka telah tiga kali diadakan KTT

90 Sampai bulan Oktober 2006, scjumlah 321 stasiun monitor dan 16 laboratorium
radionuklida tclah dibangun di seluruh dunia, cnam diantaranya berada di Indoncsia

yaitu rli Cibinong, Jayapura, Sorong, Parapat, Kappang' dan Kupang, lihat'Pemantauan'

di https://id.wikipedia.org/u,iki/Daftar_negara_dengan-senjata_nuklir (dikunjungi

r2l ru2ot4).

Perancis, dan China.

mcnggantikan Uni Soviet), Inggris,



bilineal (KTT dua tahunan) Keamanan Nuklir (liuc'lear securily

Summit). KTT yang pertama dilaks-anakan di Washington DC'

Amerika serikat tahun 2olo, dan kedua di Seoul, Korea pada

2Ol2 danyang ketiga di Den Haag Belandapada2Dl4' Negara-

negara anggota KTT KeamananNuklir perlu terus meneguhkan

komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama regional

dan multilateral di samping upaya nasional untuk memastikan

keamanan nuklir.

Indonesia terus berupaya menjaga komitmen bersama

antara negara-negara itu, antara lain dengan langkah-langkah

berikut, pertama, Indonesia akan terus menggunakan bahan

bakar uranium berkadar pengayaan rendah dalam produksi radio

isotope dan dalam kerja reaktor nuklir riset milik Indonesia.

Kedua, Indonesia mulai memasang Radioactive Portal Monitors

(RPM) di beberapa pelabuhan untuk mengontrol materi nuklir

dan radioaktif.Ketiga, Indonesia telah menerima Konvensi

Internasional untuk Pengendalian Tindak-Tindak Terorisme

Nuklir pada Maret 2014.Keempat, sejak 2013' Pemerintah

Indonesia telah mulai menyiapkan Rancangan Undang-undang

untuk keamanan nuklir yang akan diajukan ke parlemen dan

sudah akan terwujud Pada 2015'

Keabsuhan AnZamun Atau
Penggunoon Senjata Nuklir (Legality
of The Threat Or Use Of Nuclear
Weapons)

I.

l'
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Berkaitan dengan masalah legalitas penggllnaan senlata

nuklir, Mahkamah Internasional atau International Court of

Justice/ICJ (selanjutnya disebut MI) sebagai lembaga peradilan

utama (the principat judicial organ) dari PBB mengambil

sikap ambivalen-Hal ini tergambar dalam pendapat hukum MI

atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya tentang keabsahan

n"rr**.rr,uu, senjata nuklir (Legality of the Threat or Use of

Nucl ear WeaP ons OPinion\'el

Pada resolusi Majelis Umum (GA Resolution) nomor

4:gl|5K, Majelis Umum meminta pendapat hukum (odvisorlt

opinion) kepada MI atas pertanyaan: apakah ancaman atau

penggunaan senjata nuklir dalam segala keadaan diperbolehkan

menurut prinsip hukum intemasional dan ketentuan hukum

internasional.e2 Dalam menanggapi perlanyaan ini MI

menyatakan, untuk menerapkan secara benar pada kasus

tersebut ke dalam ketentuan Piagam tentang penggunaan senjata

dan hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata' khususnya'

hukum humaniter, maka MI menyatakan'

"..- it is intperative.for the Cotrrt to take account oJ.

the unique characteristics of nuclear weapons' and in

particular their destructive capacitlt' lheir capacity to

cause untold ltuman suffering' and their ability to cause

damage to generations to con'te "

Karakteristik dari senjata nuklir yang unik merupakan unsur yang

menjadi perhatian utama MI dalam memberikan legal opinion

tersebut, yaitu sifat merusaknya yang bisa mengakibatkan

9l AdvisorY OPinion' dimuat dalam (1997) 35 t.L'lel' 8Og and |343;Legality o'f the

threat or use of Nuclear WeaPons' Ad Op, dalam lCf ReP 1996

92 LegalitY of the Threat or Use of Nuclear WeaPons Case, lihat D.J. Harris' 2004'

penderitaan manusia yang tidak tertahankan, dan kekuatan

jahatnya yang dapat merusak generasi manusia'

MI menyatakan bahwa di dalam Piagam PBB tidak

secara specifik melarang senjata tertentu, tetapi yang jelas

dilarang adalah penggunaan kekerasan (the use offorce) oleh

negara anggota PBB yang diatur dalam pasal 2 (4) Piagam'e3

Pemberlakuan ketentuan ini harus dikaitkan dengan ketentuan

pasal 5l Piagam yang mengatur mengenai hak bela diri negara

secara individual atau kolektif (inherent right of individual or

collective self-defence) jika terjadi serangan senjata dari negara

lain. Jadi, penggunaan kekerasan senjata diperbolehkan baik

secara individual negara atau kolektif sebagai upaya bela diri

jika telah terjadi serangan senjata (armed attack) pada negara

yang bersangkutan.

Tentang keabsahan penggunaan kekerasan senjata juga

diatur di dalam pasal42 Piagam yang dikaitkan dengan tindakan

militer oleh Dewan Keamanan yang diberi kewenangan sebagai

badan yang menjaga keamanan dan perdamaian dunia sesuai

dengan Bab VII dari Piagam. Ketentuan pasal-pasal tersebut

tidak secara spesifik merujuk pada jenis senjata tertentu,

tetapi ditujukan pada segala bentuk kekerasan yang dilakukan

negara. terlepas dari jenis senjata yang dipakai. Jadi, Piagam

hanya melarang adanya bentuk 'kekerasan atau force' dalam

penyelesaian sengketa antar negara. tapi Piagam secara eksplisit

93 Pasal 2(4) Piagam PBB menyatakan: All Members shall refrain in their international

relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political

independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the

United Nations. Namun, meskipun pasal ini menggunakan kata 'all members of the

UN', pasal ini merupakan hukum kebiasaan inter nasional yang herlaku bagi seluruh

negara di dunia, hal ini dinyatakan dalam putusan ICJ dalam kasus M caragua, Harris,

,

r39Cases and Mate rials on International Iaw, l.orrdon: Srr'ce t & Maxwell,6'h ed, h.959

h. 889
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tidak pernah melarang atau memperbolehkan penggunaan jenis

senjata tertentu, termasuk senjata nuklir' MI mempertanyakan

apakah jika senjata tertentu sudah ditetapkan sebagai terlarang

(unlawful) per se, apakah penggunazm senjata tersebut akan

menjadi sah(tav,fitt) hanya karena telah digunakan untuk tujuan

yang sah (legitimate) menurut Piagam'

Beberapa negara yang mempunyai program senjata

nuklir beralasan bahwa senjata nuklir adalah untuk pembelaan

diri (setf-defence) dari ancaman musuh negara lain' Negara yang

merasa terancam oleh musuh negara lain memang mempunyai

hak pembelaan diri seperti yang diatur dalam pasal 51. Namun

penerapan hak ini mempunyai beberapa kelemahan, baik yang

tersirat daiam konsep self defence itu sendiri, maupun dalam

pasal 51.

Adaduapersyaratandarilrakpembelaandiriadalalr
'necessity dan proportionality' yang merupakan ketentuan

hukum kebiasaan internasional'seperti yang dinyatakan MI

dalam kasus Nicaragua: "there is a specific rule whereby self-

defence would warrant only nteasures which ore proportional

to the armed attack and necessary to respond to it' a nile well

established in customary international law". Dua persyaratan

ini juga berlaku pada pasal 5l Piagam PBB apapun jenis senjata

yang digunakan.

Sayangnya, prinsip 'proposional' tidak serta merta

mengecualikan senjata nuklir untuk hak pembelaan diri dalam

segala keadaan. Pada saat yang bersamaan, penggunaan

kekerasan senjata yang 'proposional'menurut konsep bela diri'

agar supaya sah menurut hukum internasional, harus memenuhi

persyaratan yang berlaku untuk konflik bersenjata yang terdiri

dari prinsip-prinsip dan ketentuan hukum humaniter.

Namun, dalam kesimpulannya MI menyatakan bahwa:

"...[I]nview ofthe current state ofinternational law, and

of the elements of fact at its disposal, the Court cannot

conclude de-finitiveht whether the threat or use of nuclear

weapons would be lawful or unlawful in an extreme

circumstance of self-de.fense. in which the very surttival

qf a State would be at stake".ea

Dari uraian di atas maka disatu sisi MI melarang

penggunaan senjata nuklir, tapi disisi lain, MI tidak dapat

menyimpulkan secara pasti mengenai penggunaan senjata

nuklir apakah sah atau tidak dalam situasi ekstrem yaitu ketika

negara harus melakukan tindakan pertahanan diri, yaitu ketika

kebcrlangsungan negaranya harus dipertaruhkan.

Pengaturan tentang penggunzmn seqiata menurut hukum

intemasional sudah dimulai sejak abad 19, namun khusus untuk

senjata nuklir baru dimulai pada tahun 1968 ketika Traktat

NPT ditandatangani.Sedangkan pelarangan menyeluruh.. uji
coba nuklir baru dibentuk pada tahun 1996.Selain pengaturan

pada skala internasional, temyata terdapat usaha dari negara-

negara di lingkup regional untuk tujuan non-proliferasi

nuklir, penyalah-gunaan nuklir sebagai senjata. Terdapat lima

perjanjianpengaturan kawasan regional bebas senjata nuklir

(nuclear weapon-free zone/NWF S), yaitu Perjanjian Tllatelolco

(Amerika Latin dan Karibia), Perjanjian Rarotonga (Pasific

94 Dalam kesimpulan ini voting anggota hakim di MI adalah 7:7 (balk yangsetuju
maupun yang tidak setuju sama jumlahnya), lihat Ad.Op lCl,loc cit (garis bau'ah dari
penulis).
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Selatan), Perjanjian Bebas Nuklir ASEAN atau SEANWFZ

(Asia Tenggara), Perjanjian Pelindaba (Afrika), dan the Central

Asia NWF Z (Asia Tengah).

Terlepas dari keunikan masing-masing w'ilayah regionai

di dunia, Perjanjian NWFZ dalam segala segi dapat dipakai

sebagai sebuah contoh yang kaya inspirasi kepada wilayah

regional lainnya yang belum ada perjanjian semacam ini,

misalnya wilayah Timur Tengah.Perjanjian jenis ini dapat

dijadikan contoh oleh negara-negara lainnya yang ingin

berkontribusi dalarn memperluas wilayah dimana senjata nuklir

tidak digunakan selamanya.

Namun pengaturan senjata nuklir tersebut- baik secara

internasional maupun regional jika dicermati secara mendalam-

ternyata tidak menyatakan secara total pelarangan atas senjata

nuklir melainkan hanya berupa pembatasatl atas kepemilikan

atau penggunaannya.Ancaman atau penggunaan kekerasan

senjata nuklir bertentangan dengan pasal 2 (4) Piagam PBB

dan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 51 Piagam harus

dinyatakan bertentangan dengan hukum. Penggunaan senjata

nuklir juga harus memenuhi persyaratan hukum intemasional

yang diterapkan pada konflik bersenjata' terutama prinsip-prinsip

dan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, dan

ketentuan-ketentuan khusus menurut perjanjian internasional

dan traktat tentang senjata nuklir. Dalam pendapat hukum MI

atas kasus Nuclecu. Weapons dinyatakan bah'uva senjata nuklir

bisa digunakau asal sah menurut hukum-
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